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ABSTRAK

Weno Aulia, No. BP: 07194028,. Implementasi PP No 38 Tahun
2011Tentang Sungai Di Kota Padang. Jurusan Umu Administrasi Negara, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andatas, Padang, 2014. Dibimbing oleh:
Kusdarini, SJP, MJPA dan Roza Liesmana, S.IP, M.Si. Skripsi ini terdiri dari 85
fmiiamaii deffgan referensi 11 buku teori, 8 buku metode, 2 skripsi, 2 perundang-
undangan, 5 dokumen, dan 11 website.

PeneUtian Implementasi PP No 38 Tahun 20UTentang Sungai Di Kota
Padang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana PP No 38 Tahun 2011Tentang
Sungai Di Kota Padang dimana yang menjadi implementomya adalah Bapedalda Kota
Padang. Penelitaian ini menggunakan pendekatan dengan melihat kepkda Perda No 3
tahun 2006 Pengelolaan Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh masih tegadinya bentuk pencemaran air yang teqadi di Kota
Padang seperti kotomya air sungai, banyaknya bahan pencemar air sungm yaitu sampah
dan limbah pabrik yang beroperasi di Kota Padang

Metode yang dipi^akan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara,
observasi dan dokumentasi Kemudian' untuk melihat kinega tersebut dari hasil
penelitian, maka dilakukan teknik triangulasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan
model implementasi George C. Edwards IH, yang terdiri dari 4 variabel yang
mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan
struktur birokrasi,

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi PP No 38 Tahun
2011Tentang Sungai Di Kota Padang belum terlaksana dengan baik karena masih
ditemukannya bentuk pencemaran sungai akibat pembuangan sampah dan limbah ke
dalam sungai sehingga mengubah bentuk dan wama sungai menjadi keruh dan kotor.
Ketidak lancaran pelaksanaan kebijakan ini terlihat dan ketidakjelasan komunikasi
antara pembuat kebijakan dengan implementor yang tidak mengatur mengenai
penanganan pencemaran sungai yang diakibatkan pembuangan sampah kedalam sungai
oleh masyarakat,karena dalam peraturan tersebut hanya mengatur mengenm
penganganan limbah yang berasal dari badan usaha dan pabrik-pabrik namun tidak
menjelaskan tugas Bapedalda dalam menangani penyebab pencemaran sungai yang
berasal dari masyarakat seperti yang tertuang dalam Perda Kota Padang No 3 Tahun
2006. Selain itu ketersediaan informasi yang belum memadm, serta disposisi
implementor yang masih rendah. Namun, untuk sumber daya staff, wewenang, struktur
birokrasi dan fasilitas dapat dikatakan sudah sesuai dengan tupoksi Bapedalda,

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pencemaran Air Sungai, Bapedalda



ABSTRACT

Weno Aulia, No. BP: 07194028, Implementation Of Government Regulation
No. 38-year 2011 about River In Padaog. State Administration Science, Faculty of
Social and Political Science, Andalas University, The field, 2014. Led by: Kusdarini,
S. IP , M.PA and Roza at Liesmana, S. IP, M.Si.This thesis consists of 85 main with
capital 11 books (heoiy, 8 books methods, 2 bachelor theses, 2 major regulation 5
documents, and 11 internet website.

Implementation Of Government Regulation No. 38-year 2011 about River In
Padang flims to describe how this regulation was implement which is preparedness is
Bapedalda Padang. This research uses an approach to look at the Regional Regtilation
No 3 year 2006 regarding Water Management And Water pollution Control. This
research was influenced by still fom of Ihe occurrence of contamination of water that
happened in Padang City such as dirty area was cuased by river water, the number
pollutants river water that is garbage and waste factory, which operates in Padang.

Methods used in this research is descriptive qualitative research. Technical data
collection that was used in tills research is an interview, observation and documentation
And Then to see performance from tiie result of the research, it is done techniques
tiiangulatioa. This research uses an approach implementation model George C. Edwards
ni, which consists of 4 variables affect the implementation of the Public policy,
communication, resources, disposition, and bureaucratic structures.

Results of these research indicate tiiat implementation of Government Regulation

No. 38-year 2011 about lUver In Padang City has not yet occurred with good because it
was still form the discovery river pollution of solid waste and vroste into the river that
changing the shape and color to the rivers muddy and dirty. Ignorance unsuccesfiill this
implementation of the policy is seen from obscurity policy-makers with communication
between members vyho did not arrange about handling river pollution resulted waste into
rivers by the society.because in that order only set about handle wastes from for
companies and factories but did not explain to tiie Bapedalda in dealing with the cause
pollution of the river that comes from the community as stipulated in the city by
Regional Regulation No. 3 in 2006. In addition, information availability was not enough,
and this appointment members who is still low.But for another variable which, for our
staff, authority, bureaucratic structures and facilities can be said that it is already in
accordance with function and responsibility Bapedalda.

Key words: Policy Implementation, Water pollution Rivers, Bapedalda
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sungai adalah salah suatu ekosistem perairan yang dipengaruhi oleh

banyak faktor, baik oleh aktivitas alam maupun aktivitas manusia di Daerah

AHran Sungai (DAS). Sungai merupakan jaringan alur-alur pada permukaan

bumi yang terbentuk secara alamiah, mulai dari bentuk kecil di bagian hulu

sampai besar di bagian hilir. Air hujan yang jatuh diatas pennukaan bumi

dfliam pegalanannya sebagian kecil menguap dan sebagian besar mengalir

dalam bentuk-bentuk kecil, kemudian menjadi alur sedang seterusnya

mengumpul menjadi satu alrir besar atau utama.

Di hidonesia, keberadaan sungai sangat mudah dijiunpai di berbagai

tempat meski kelas dari sungai itu tidak sama tapi keberadaannya bukan

menjadi objek yang asing. Masyarakat Indonesia sendiri memillki sejarah

yang dekat dengan simgai. Pada masa lain setiap aktifitas manusia dilakukan

di sungai, namun seiring perkembangan pemikiran manusia, fungsi sungai

tidak lagi dimanfaatkan untuk membantu kehidupan sehari hari manusia.

Meski demikian,di sebagian wilayah tertentu, sungai masih menjadi objek

penting untuk beraktititas, mulai dari mencuci, mandi,hingga imtuk

mendukung aktiiitas memasak mereka. Namun,fenomena ini sudah sangat

sulit dijumpai kecuali yang masih tinggal di kawasan pedalaman.



Simgai menjadi salah satu sumber air, sehingga perannya sangat

penting bagi kehidupan masyarakat. Beberapa manfaat sxingai b^

kehidupan kita diantaranya sumber ̂  rumah tangga, sumber air industn,

irigasi, perikanan, transportasi, rekreasi, sumber bahan bangunan (pasir dan

batu) dan masih banyak lagi manfaat sungai bagi kehidupan.

Selmn itu, sungai bisa pula dimanfaatkan untuk menunjang proses

pembangunan nasional. Salah satu potensi sungai adalah menjadi sarana

transportasi, khususnya untuk kawasan yang masih belum teqan^au

transportasi darat.

Pemerintah sendiri menyadari arti penting sungai yang sangat vital

dalam kehidupan manusia.Itulah kenapa sungai harus dijaga kelestariannya.

Dengan menetapkan peraturan yang mengatur perlindungan sungai maka

pemerintah sudah berusaha melakukan upaya penyelamatan

sungai-Himbauan-himbauan kepada masyarakat juga harus dilakukamsalah

satu usaha yang dilakukan adalah dengan menjaga keberadaaan sungai agar

tidak rusak dan memiliki fungsi sebagaimana mestinya. Namun sekarang,

sungai telah banyak perubalian,hal ini akibat pembukaan lahan

bam oleh manusia dalam melakukan aktifitas perekonomian,yang berdampak

pada rusaknya kondlsi sungai.

Kementerian Lingkimgan Hidup
mengungkapkan, indeks kualitas air sungai
di Indonesia menunjukkan kecenderungan
adanya peningkatan pencemaran hingga 30
persen. "Dari 52 sungai yang dipantau
hampir 30 persen kecenderungan meningkat
pencemaran sungai dari cemar sedang
menjadi cemar berat," kata Deputi Menteri



Lingkungan Hidup bidang Pembinaan
Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan
Kapasitas, Henry Bastaman di Jakarta,
Kamis (5/4). Henry menjelaskan,
pencemaran air sungai tersebut paling
tinggi diindikasikan dari semakin
meningkatnya limbah domestik, walaupun
dibeberapa sungai disebabkan oleh kegiatan
tambang.'

Sesuai dengan kutipan berita diatas, Kementrian Lingkungan Hidup

menemukan bahwa sungai di Indonesia sebagian besar telah tercemar, hal ini

disebabkan karena adanya aktifitas manusia yang mencemari sungai seperti

membuang sampah dan limbah kedalam sungai. Aktifitas industn dan

pertambangan dinilai sebagai pemicu tercemamya w sungai di banyak

sungai di Indonesia. Tentu saja penc^aran sungtu ini akan mengakibaflfan

banyak kerugian bagi manusia baik dalam jangka pendek maiq)un jangka

panjang.

Salah satu kota di Indonesia yang mengalami permasalahan

pencemaran sungai adalah Kota Padang, Sumatera Barat. Seperti kota kota

lainnya di Indonesia, Kota Padang juga memiliki banyak sungai baik besar

maupim kecil. Sungai-sungai ini melewati pemuldman padat penduduk yang

tersebar di seluruh Kota Padang. Sungai-simgai di Kota Padang sebagian

masih dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencuci dan^ mandi. Umumnya

sungai-sungai yang ada di wilayah Kota Padang ketinggiannya fidak jauh

berbeda dengan tinggi permukaan laut. Kondisi ini mengakibatkan cukup

bmiyak bagjan wilayah Kota Padang yang rawan terhadap banjir afau

' http://www.republika.co.id/berita/iiasional/lmgkungan/12/04/05/in2026i-peiicemaran-sungai-<li-
indonesia-memnglcat-30-persen



genangan, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 1.1 mengenai sungai-

sungai yang ada di Kota Padang

Tabel 1.1 Nama-aama sungai yang mengallr di Kota Padang

N'c) Pahjaiig Lc.btir l\ceitrnauin Dihiini

1 Bt. Kuranji I7kin 30m Pauh, Kuranji, Nanggalo, Padang

Utara

2 Bt. Belimbing 5km 5m Kuranji

3 Bt. Guo Skm 5m Kuranji

4 Bt. Arau 5km 60m Padang Selatan

5 Muaro 0,4km 25m Padang Utara

6 BanjirKanal 5,5km 60m Padang Timur, Padang Utara

7 Bt. Logam 15km 25m Koto Tangah

8 Bt. Kandls 20km 20m Koto Tangah

9 Taning 12km I2m Koto Tangah

10 Bt. Dagang 3km 11m Nanggalo

11 Gayo 5km 12m Pauh

12 Padang Am 4km 8ra Lubuk Kilangan

l3~ Padang Idas 2km 6m Lubuk Kilangan

14 Kampung Juar 6km 30m Lubuk Begalung

15 Bt. Aru 5km 30m Lubuk Begalung

16 Kayu Aro 3km 15m Bungus Teluk Kabung

17 Timbalun 2km 8m Bimgus Teluk Kabung

18 Sarasah 3km 7m Bungus Teluk Kabung

19 Pisang 2km 6m Bungus Teluk Kabung

20 Bandar Jati 2km 6m Bungus Teluk Kabung

21 Koto 2km 6m Padang Timur

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang 20]3



DiaQtara sungai-sungai tersebut, peneliti menemukan data bahwa

Sungai Batang Arau telah mengalami peDcemaran yang termasuk kategori

parah. Hal ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Bapeldalda

Kota Padang pada tahun 2013. Dari pemantauan dan penelitian yang

dilakukan Bapedalda Tahun 2013 ditemukan bahwa tingkat baku mutu air

A

limbah atau BOD yang tedapat dalam air Batang Arau telah melewati batas

kadar pencemaran sungai.BOD sungai Batang Arau mencapai 6,2 mg/liter

padahal ambang batas BOD tidak boleh lebih dari 3 mg/liter. Sementara

cod' mencapai 11,95 mg/liter dan TSS^ mencapai 109 mg/1 padahal ambang

batas COD maksimum adalah 10 mg/liter dan TSS batas maksimumnya

adalah 50 mg/liter^.

Jenis

zat

Tabel 1.2 Tingkat Pencemaran Sungai Batang Arau

Batas ambang pencemaran Kadar beban pencemaran

BOD

COD

TSS

3 mg/liter

10 mg/liter

50 mg/liter

6,2 mg/liter

11,95 rag/liter

109mg/I

Sumber: Data Bapedalda 2013

2 BOD (Biochemical Oxygen Demand) adalah pengukur standar imtuk mengukur kadar polusl
dalam air

3 COD (Chemical Cbcygen Demand) adalah jiunlah oksigenyang diperlukan untuk mengurai
seluruh baban organik yang terkandung dalam air

* TSS (Total Suspended Solid) adalah tingkat kekeruhan dalam air
5 Hal ini berdasarican PP No 82 Tahim200I tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian
Pencemaran Air



Tingginya beban pencemaran ini disebabkan limbah yang dibuang

kedalam sungm oleh pabrik-pabrik di sepanjang aliran sungai Batang Arau

dan juga sampah-sampah nimah tangga lainnya yang menyebabkan sungd ini

menjadl tercemar.

Kesadaran warga di sepanjang Sungai Batang Arau dan sekitar

Kelurahan Batang Arau rupanya sangat memprihatinkan dalam menjaga

kebersihan lingkungan sungainya. Pasalnya,pada muara simgai Batang Arau

kini dipenubi sampah oleh warga sekitar. Dampaknya, air sungai pun

tercemar dan berembus bau busuk. Hal ini membawa peneliti untuk mencoba

menanyakan kepada salah seoiang warga yang bertempat tinggal di tepi

sungai Batang Arau ini.

Urang-urang disiko alah tabiaso membuang
sampah ka muaro ko, indak ado nan
managahan ataupun malarang do, sahinggo
kebiasaan mambuang sampah ka dalam aia
ko raso dak basdlah se. ̂
(Orang-orang disini sudah terbiasa
membuang sampah ke dalam
muara(sungai), tidak ada yang menegur
atau melarang, sehingga kebiasaan
membuang sampah ke dalam air merasa
tidak bersalah)

Urang-urang disiko indak ado mamikia an
salah atau batua mambuang sampah ka
muaroko, karano alah tabiasa
(orang-orang disini tidak memikirkan benar
atau salah membuang sampah ke
muara,karena sudah terbiasa)

^ Wawancara dengan Bapak Syaifullah(53th) warga Kelurahan Batang Arau
^ Wawancara dengan Bapak Ghozali (43tii) warga Kelurahan Batang Arau



Berdasarkan wawancaia singkat peneliti dengan >varga sekitar sungai

Batang Arau, mereka memang mengakui bahwa masyarakat setempat

membuang sampah ke sungai dengan alasan sudah menjadl kebiasaan dan

bahkan diakui juga bahwa tidaka adanya aparat pemerintah yang memberikan

teguran kepada masyarakat ini. Namun begitu peneliti tetap mencoba mencari

jawaban lain mengapa sui^ai Batang Arau ini semakin lama semakin kotor

dan tercemar.

Satu hal yang ditemukan oleh peneliti adalah kebiasaan masyarakat

yang membuang sampah inilah yang menjadikan sungm yang dulu

merupakan aset penting dalam transportasi perdagangan di masa lalu ini

sekarang justru berubah menjadi kotor dan tercemar walaupun tidak menutup

kemimgkinan lain apa yang menjadi penyebab pencemaran sungai Batang

Arau ini. Selain itu Sungai Banda Bakali yang merupakan simgai yang

melintasi pusat kota juga terlihat kotor dan keruh kaiena sampah-sampah

yang dibuang oleh masyarakat ke dalam sungai.

Pemerintah sendiri sudah membuat peraturan mengenai pengelolaan

dan perlindungan sungai ini. Diantaranya adalah PP No 38 Tahim 2011

Tentaug sungai, yang merupakan pembaharuan dari PP No 25 Tahun 1991.

Dalam PP ini diatur mengenai Pengelolaan Sungai & Konservasi Sungai, dan

untuk tingkat daerah, Pemerintah Kota Padang menerbitkan Perda No 3

Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang

mengatur bagaimana syarat-syarat dan tata cara pembuangan limbah ke dalam

air termasuk didalamnya air sungai.



Dalam Bab IB PP No 38 Tahxm 2011 disebutkan tentang pengelolaan

simgai,dimana diatur mengenai pengelolaan sungai yang melipud konservsi

sungai, pengembangan sungai, serta pengendalian daya rusak sung^.

Tentunya pengelolaan ini dilakukan oleh pemerintahan namun masalahnya

adalah tidak dijelaskan pemerintah mana yang bertugas melakukan

pengelolaan sungai ini. Maka dari itu, untuk mengetahui siapa yang

bertanggung jawab dalam pengelolaan pencemaran sungai ini, peneliti

merujuk pada Perda No 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan

Pengendalian Pencemaran Air dimana pada pasal 1 disebutkan bafawa

Bapedalda ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan tersebut Maka melalui

peraturan-peraturan ini, pemerintah menyediakan dasar hukum dalam

program perlindungan dan pengendalian pencemaran air teimasuk

didalamnya air sungai seperti yang terdapat pada pasal 27 FP No 38 Tahun

2011 dimana diatur mengenai pencegahan pencemaran sungai yang dilakukan

melalui identifikasi sumber air limbah yang masuk ke dalam sungai,

pemantauan kualitas air sungai, serta pengawasan air limbah yang masuk ke

dalam sungai.
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Tabel 1.3 Pendekatan Peraturan Pemerintah dengan Peraturan

Daerah dalam pengelolaan penc«maran sungai

Peraturan Penjelasan

PP No 38 Tahun 2011 Tentang Pada Pasal 18 diatur mengenai
SuDgai Pengelolaan sungai dilaksanakan oleh

instansi terkait dan unsur masyarakat
terkait

Perda No 3 Tahun 2006 Tentang Pada pasal 1 ditunjuk bahwa Bapedalda
Pengelolaan Air Dan Pengendalian adalah instansi yang ditunjuk sebagai
Pencemaran Air pelaksanakebijakan

Dalam penelitian ini, imtuk melihat pelaksanaan PP No 38 Tahun

2011 ini peneliti melakukan pendekatan menggunakan Perda No 3 Tahun

2006 Tentang Pengelolaan Air Dan Pengendalian Pencemaran Air dimana

disebutkan juga pada pasal 1 bahwa Bapedalda sebagai Badan Pengendalian

Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang adalah lembaga yang diberi tugas

dalam bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapedalda

ditemukan bahwa adanya aktilitas industri yang berada di aliran sungai

Batang Arau tersebut. Pabrik/industri yang beroperasi temyata memang

membuang limbah hasil produksinya ke dalam sungai.

Terdapat adanya aktifitas pabrik-pabrik
karet.pabrik Semen Padang, bengkel, rumah
sakit yang mempunyai sistem pembuangan
limbah yang mereka buang ke dalam sungai
sehingga bisa saja hal ini ikut menjadi



penyebab tercemamya air sungai Batang
Arau^

Berdasarkan temuan data peneliti melalui wavmcara dengan

Bapedalda, bahwa adanya indikasi bahwa pabrik-pabrik yang beroperasi

membuang limbah usahanya ke dalam sungai, yang mengakibatkan simgai

menjadi teicemar. Lalu bagaimana sikap Bapedalda dalam raenghadapi

masalah pencemaran sungai ini?

Maka dari itu melalui PP No 38 Tahim 2011 Tentang Sungai peneliti

melakukan penelitian untuk melihat bagaimana sikap pemerintah dalam

menghfldapi pencemaran sungai serta apa saja upaya pemerintah dalam

menangani dan menanggulangi pencemaran sungai di Kota Padang ini.

Adanya indikasi bahwa kurangnya komunikasi antara impelementor

Bapedalda dengan para pelaku usaha dalam memberikan informasi mengenai

Peraturan Pemerintah yang disosialisasikan kepada para pelaku usaha industri

dan pabrik-pabrik serta kurang tegasnya pemerintah dalam memberikan

sanksi kepada para pelanggar menjadikan kebijakan ini banya menjadi hal

yang sia-sia disusun oleh pemerintah karena dinilai tidak mampu menjadikan

simgai menjadi lebih baik dan teqaga dari pencemaran air. Serta juga

kemungkinan bahwa tidak adanya sikap yang mendukung serta keseriusan

dari pemerintah dalam melaksanakan peraturan yang telah dibuat sehingga

impelementasi kebijakan tidak menc^m tujuan yang diharapkan.

Implementasi dari penegakan hukum adalah suatu keharusan,tapi

pertanyaan yang dean muncul adalah sejauh mana penegakan hukum

® Wawancara dengan ibu Yenny Lusia SE, M Si (Kasubid Pengawasan & Pengendalian
Pencemaran AIr,Tanah,dan Udara Bapedalda Kota Padang), 17 Maret 2014
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lingkungan telah di implementasikan sesuai dengan harapan penmdang-

undangan yang berlaku. Permasalahannya adalah bahwa sungai di Kota

Padang telah mengalami pencemaran Imgkungan akibat pembuangan limbah

pabrik dan limbah nimah tangga ke dalam sungai. Penumpukan sampah

dibagian hilir dan muara menjadikan aliian sungai sangat kotor. Seperti yang

terdapat di aliran sungai Batang Arau yang bermuara ke laut terlihat kondisi

sungai yang tercemar dan kotor.

Tingkat pencemaran Batang (sungai)
Harau, di Kota Padang, Prov.Sumbar,
semakin parah karena hampir seluruh
limbah di kota itu bermuara ke sana. Semua
limbah pembuangan di Kota Padang hampir
seluruhnya bermuara ke Batang Harau
sehingga tingkat pencemaran sungai itu
semakin tinggi.kata Kasubdin Bina
Program, Bapedalda Prov.Sumbar, Dharma
Suardi, di Padang, Jumat (12/5).Dari hasil
penelitian, hampir seluruh limbah cair di
Kota Padang, seperti berasal dari rumah
sakit, pasar, limbah rumah tangga serta
bengkel mobil dibuang ke sungai itu. Selain
itu, juga termasuk pencemaran dari limbah
pabrik karet,sehingga membuat kondisi
sungai semakin parah, yang ditandai
dengan air yang semakin hitam dan berbau.
Belum lagi tumpukan sampah masyarakat
yang dibuang langsung ke sungai, serta
limbah rumah tangga menimbulkan aroma
yang busuk bagi masyarakat yang berada di
kawasan itu.

Tingkat pencemaran Sungai Batang Arau sesuai kutipan beiita diatas

disebabkan pembuangan limbah pabrik dan rumah tangga yang dilakukan

terns menerus sehingga lama kelamaan sungai mengalami penurunan kualitas

air, hal itu tentu akan berdampak pada kondisi air sungai yang semakin lama
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semakin buruk dan tercemar, apalagi sebagai kota besar, Kota Padang yang

penduduknya sudah cukup padat sangat rawan tegadinya pencemaran air,

seat ini kadar air dipusat kota terutama pada aliran sungai Batang Arau dan

Bandar Bekali, kadar pencemaran at sudah cukup tinggl. Apabila pemerintah

tidak melakukan sosialisasi dan tindakan keras kepada perusak lingkungan ini

maka tentu kita tidak akan menikmati lagi air yang bersih dan bermanfaat

bagi masyarakat karena perlu diketahui juga bahwa sebagian sungai di Kota

Padang ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan mandi,

mencuci, dan bahkan air simgai dimgnfaatlfan sebagai sumber air minum. Hal

ini menunjukkan bahwa sungai masih memiliki peran yang menguntungkan

bagi masyarakat kita.

Maka dari itu, Pemerintah Kota Padang dalam menegaldcan hukum

harus bertindak tegas, Keberanian bertindak dan memberikan sanksi oleh

pemerintah kepada pelanggar akan menunjukkan keseriusan pemerintah

dalam kebijakan yang telah dibuat serta menimjukkan wibawa

pemerintah dimata masyarakat yang tidak bisa dikendalikan oleh kepentingan

apapun yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.Sikap atau keseriusan dan

komitmen implementor dalam melaksanakan tugasnya menentukan apakah

kebijakan tersebut benar-benar beijalan atau tidak. Komitmen dalam

menegakkan peraturan oleh pemerintah akan dibuktikan dengan adanya

keseriusan untuk memberikan sanksi bagi para pelanggar peraturan yang

telah dibuat oleh pemerintah. Maka dari sanalah dapat dilihat apakah

implementor benar-benar melaksanakan tugasnya.
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Berfungsi atau tidaknya sebuah instrumen hukum dalam hal ini penegakan

hukum Hnginitigfln adalah tergantung pada ketegasan aparat hukum yang

berwenang dan perhatian serius dalam melaksanakan peraturan tersebut,

sehingga masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga

linglningan. Sclain itu, kesiapan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan

dilihat dari kesiapan dnlam mempersiapkan sarana dan sarana penunjang

kebijakan itu sendiri.

Selain itu kebiasaan masyarakat membuang sampah ke simgai ini

ddak lepas dari kebiasaan malas dan kurangnya pendidikan tentang menjaga

linglnmgaTi. Maka diperlukan komtinikasi dari pemerintah kepada

masyarakat dan memberikan infonnasi yang jelas mengenai pentmgnya

menjaga simgai untuk kepentingan dan keselamatan bersama. Hal ini dapat

ftilaWiiVan melalui sosialisasi menjaga kelestarian sungai, pentingnya menjaga

sungai, serta danqjak dan bah^a yang mengancam apabila masyarakat terus

menerus membuang sampah ke sungai.

Selain itu juga, dengan melibatkan masyarakat dalam perumusan dan

pelaksanakan kebijakan tentunya akan semakin mempermudah implementasi

kebijakan karena dengan melibatkan masyarakat maka mereka akan lebih

mengerti tujuan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam

perspdctif pemerintahan daerah sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor

32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, keikutsertaan masyarakat dalam

pembangunan salah satunya dilihat dalam dimensi sejauh mana peran

masyarakat dalam mengakses dan melakukan kontrol sosial terhadap segala
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bentuk kebijakan pemerintahan daerah. Kontrol sosial masyarakat terhadap

kebijakan pemerintahan daerah dimaksudkan sebagai bentuk partisipasi aktif

masyarakat dalam mengawasi langsung maupun tidak langsung proses

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, bersih dari praktek

KKN serta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan dan

perundangan yang berlaku.'

Birokrasi yang baik,efektif dan efisien yang berisi orang-orang yang

berkompeten, konsisten, dan berdedikasi dalam melaksanakan kebijakan

tentu menciptakan suatu tatanan pemerintahan yang berwibawa sehingga

masyarakat pun menjadi segan dan patuh dan takut untuk melanggar karena

adanya ketegasan pemerintah dalam menegakkan peraturan.

1^ Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh peneliti, untuk menjawab

permasalahan diatas, rumusan masalah tentang PP No 38 Tahun 2011

Tentang Sungai ini adalah Bagaimana implementasi PP No 38 Tahun 2011

Tentang Stmgai ini di Kota Padang?

' http*7/repository.ung.ac.id/get/kaiyailraiah/70/faktor-fektor-yang-mempengaruhi-iinplementasi-
kebijakaE-transparansi-penyelenggaraan-pemermtahan-di-kota-gorontalo.pdf.
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13 Tujuan Penetitian

Tujuan saatu penelitian adalah untuk memecahkan atau merumuskan

jawaban t^rbariap suatu masalah'®. Maka dari itu penelitian ini dllakukan

adalah bertujuan untuk mendiskripsikan Implementasi Kebijakan PP No 38

Tahun 2011 Tentang Sungai ini di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara teoritis , penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

perkembangan ilmu pengetahuan sosial di masa mendatang, terutama

Hfllam kajian Ilmu Administrasi Negara.

1.4.2 Secara penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiian

b^ kalangan akademis lainnya yang mendalami raasalah ini atau

sebagai bahan refeiensi bagi penelitian selanjutnya

1.4.3 Secara umum penelitian ini dapat menjadi infonnasi b^ masyarakat

tentang permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat dan

untuk menjadi peringatan atau himbauan untuk menjaga lingkungan

dengan baik.

10 Sanapiah Fajsal,Format-Fonnat Penelitian Sosial,Jakarta,2010,hlro.29
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1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini tentang informasi umum yaitu latar belakang

penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tempat

penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB n TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi rangkuman penelitian terdahulu yang membahas

mengenai hal yang sama dengan bahan penelitian ini yaitu mengenai sungm,

serta juga menjelaskan teori kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini.

BABHI METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan pendekatan penelitian yang digimakan,teknik

wawancara penelitian,serta pemilihan informan dan teknik analisis data.
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BABn

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peaelidan Terdabulu yang relevan

Dasar atau acuan yang berupa teori teori atau temuan melalui basil

berbagai peoelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat

dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menunit

peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdabulu yang

relevan dan sesuai dengan permasalahan yang sedang dibabas dalam

penelitian ini. Oleb karena itu,peneliti melakukan langkah kajian terhadap

beberapa basil penelitian berupa tesis ataupun jumal jumal melalui internet.

Penelitian terdabulu pemab dilakukan oleb Drs.Sukadi dengan judul

penelitiannya "Pencemaran Sxmgai Akibat Buangan Limbab Dan

Pengaruhnya Terhadap BOD dan DO"" yang dilakukan di Yogyakarta yaitu

sungai Winongo, Code dan Gadjahwon. Hasil penelitian yang dilakukan oleb

Drs.Sukadi ini menemukan bahwa ketiga sungai yang diteliti mengalami

pencemaran air dengan bukti bahwa tingkat BOD dan DO ( seperti yang

dijelaskan pada bab sebelumnya) mengalami kenmkan dari standar normal

batas pencemaran air sungaL Hal ini dikarenakan terdapatnya aktititas

industri, rumab tangga dan masyarakat sekitar DAS yang membuang limbah

nya ke dalam sungai.

" http://ae.upi.edii/Direktori/FPTK/JUR._PEND.TEKNIK_SIPIL/'19640910199I0Il-
SUKADI/02-PeiieUtiaii/04-Pencemaran_Sungai.pdf
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Penelitian lain juga dilakiikan oleh Melky Lensun dengan judul

penelitian "Tingkat Pencemaran Air Sungai Tondano di Kelurahan Temate

Baru Kota Manado"^^._HasiInya adalah temyata Sungai Tondano mengalami

peningkatan Batas Baku Mutu Air (BOD) hingga mencapai tingkat tercemar.

Penyebab peningkatan ini adalah limbah yang berasal dari industri, nimah

tangga^ seita limbah pakan ikan yang melebihi kadar normal air limbah.

Untuk memudahkan pemahaman pada bagian ini, dapat dilihat dalam tabel

1.3 berikutini:

Tabel 2.1 Perbandingan penelitian terdahnlu dengan penelitian sekarang

Peneliti Judul Metode

Penelitian

Lokasi Hasil Penelitian

Drs.

Sukadi

Melky

Lensun

Pencemaran Sungai

Akibat Buangan

Limbah Dan

Penganihnya

Terhadap BOD dan

DO

Air Sungai Tondano

di Kelurahan Temate

Baru Kota Manado

Yogyakarta Simgai

WinongOjCode

dan Gadjahwon

yang terdapat di

Yogyakarta

mengalami

pencemaran akibat

pembuangan

limbah industri

dan rumah tangga

ke sungai tersebut.

Temate, Sungai Tondano

Manado, mengalami

Sulawesi pencemaran yang

Utara disebabkan oleh

limbah

industri,rumah

tangga,serta pakan

ikan

http;//ejoumal.unsrat.ac.i<l/index.php/bdp/aiticle/view/1919/1527
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Weno Implementasi Perda Kaualitatif Padang, Implementasi PP

Aulia No3Tahun2006 Sumatera No38Tahun2011

Tentang Pengelolaan Barat Tentang Sungai

Air dan Pengendalian belum beijalan

Pencemaran Air dengan baik

karena masih

terdapatnya

pencemaran air

sungai seperti

Sungai Batang

Arauyang

mengalami

pencemaran akibat

adanya

pembuangan

Hmbah secara

terus menerus

oleh pabrik karet.

Selain itu sungai-

sungai di Kota

Padang juga

dicemari oleh

sampah yang

berasal dari rumah

tangga masyarakat

seperti sampah

Sesuai tabel diatas dapat dlsimpuUcan bahwa sungai sungai yang terdapat di

masing masing lokasi penelitian mengalami pencemaran yang diakibatkan

karena masyarakat yang membuang sampah dan limbah ke dalam sungai

sehingga simgai menjadi tercemar.
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2.2 Teori Penelitian

Kebijakan publik adalah salah-satu kajian dari Hmu Administrasi

Publik yang banyak dipelajari oleh ahli serta ilmuwan Administrasi Publik.

Berikut beberapa pengertian dasar kebijakan publik yang dikemukakan oleh

beberapa ahli. Menurut Dye (1981:l):"P«&//c policy is whatever

governments choose to do or not to do". Dye berpendapat sederhana bahwa

kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau

tidak dilakukan. Sementaia Anderson dalam Public Policy-Maldng (1975:3)

mengutarakan lebih spesifik bahwa: "Pm6//c policies are those policies

L3
developed by government bodies and official".

Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah

kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang*^.

Implementasi dimaksudkan membawa kepada suatu basil dan menyelesaikan

permasalahan. Implementasi merupakan suatu aktifitas yang berkaitan

dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk

memperoleh hasi! yang diharapkan sesuai tujuan.

Apabila dikmtkan dengan kebijakan publik, maka implementasi

kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktifitas pelaksanaan kebijakan yang

telah disetujui dengan penggunaan alat dan sarana untuk mencapai tujuan

kebijakan. Impelementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang

" http://kertyawitaradya.wordpress.eom/2010/01/26/tmJauan-teoritis-impletnentasi-kebljakan-
publik/

http://ocw.usu.ac.id/course/download/10S80000048-institusi-dan-kebijakan-pembangUDan-
kota/tka__574_slide_implementasiJcebijakan.pdf.
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digariskan dalam keputusan kebijakan yang dilaksanakan baik oleh individu,

kelompok, pemeiintah maupun swasta.

Implementasi suatu kebijakan menipakan pimcak suatu peraturan.

Tahap implementasi secara umum menipakan suatu upaya bagaimana sebuah

kebijakan menjadi jawaban atas masalah yang dihadapi masyarakat, yang

diterapkan secara maksimal. Namun tahap implementasi bukanlah bagian

yang mudah untuk dilaksanakan. Pembuat kebijakan perlu melihat dan

menyusun strategi yang baik agar kebijakan yang dibuat benar-benar beqalan

dengan baik. Oleh karena itu diperlukan pertimbangan yang jelas dan

pemikiran yang meluas agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan

dengan baik. Hal ini tentu bukan karena masalah tanggung jawab saja, tapi

seperti yang telah teijadi terhadap kebijakan-kebijakan lain yang dibuat

pemerintah dapat dikatakan gagal dalam implementasinya sehingga kebijakan

yang hanya menjadi peraturan diatas kertas tanpa pelaksanaan

yang berarti. Hal ini disebabkan berbagai hal yang temyata tidak

diperhitungkan secara matang pada saat implementasinya, Seperti ketidak

cocokan budaya, atau belum siapnya masyarakat dalam menerima kebijakan

tersebut, atau hal-hal Imnnya yang mempengaruhi impelementasi kebijakan

tesebut. Masalah lain adalah bahwa sebenamya pembuat keputusan sudah

tneUhat masalah yang dihadapi, hanya raasih belum mempunyai cara yang

tepat untuk mengatasinya.

Terdapat beberapa teori implementasi kebijakan yang dapat

dignnaVan dalam menyclesaikan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini
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adalah menyangkut masalah implementasi kebijakan PP No 38 Tahun 2011

Tentang Sungai di Kota Padang. Untuk mengetahui bagaimana implementasi

sebuah kebijakan dilihat dari sisi kelembagaan pelaksana kebijakannya, maka

peneliti melakukan pemahaman melalui Teori Edward HI. Menurut Teori

Edward HI ini terdapat 4 variabel yang menentukan keberhasilan suatu

kebijakan. yaitu Komunikasi. Sumber Daya, Disposisi, dan Stmktur

Birokrasi.'^

Gambar 2.1 Model Implementasi Edward in

IMPLEMENTASI

SUMBER DAYA

DISPOSISI

KOMUNIKASI

STRUKTUR

BIROKRASI

Faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi

kebijakan, menurut Edward HI adalah Komunikasi. Menurutnya komunilmsi

sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi

kebijakan publik.Impementasi yang efektif teqadi apabila para pembuat

keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Pengetahuan

ata^ apa yang mereka keqakan dapat beqalan apabila komunikasi beqalan

Leo agustino.Dasar-Dasar Kebijakan Publik,Baiidung.2006,hIni.l49-153
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dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan

implementasi harus ditransmisikan dan dikomunikasikan kepada b^jan

personaUa yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus

tepat, akurat, dan konsisten. Komimikasi diperlukan agar para pembuat

keputusan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang

^^Tcan (hterapkan dalam masyarakat. Peneliti menduga adanya indikasi bahwa

tidak jeiasnya komunikasi kebijakan dimana tidak dijelaskan si^ yang

bertanggung jawab melaksanakan kebijakan PP No 38 Tahim 2011 ini

sehingga pelaksana kebijakan tericesan membiarkan pencemaian air sungai

ini kaiena tidak adanya kejelasan komunikasi dari pembuat kebijakan.

Terdapat 3 indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasUan

komunikasi teraebut, yaitu:

a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik almn d^at

pttrnghasilkan suatu implemcntsi yang baik puia Seringkali yang

teijadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah

pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena

komunikasi telah melalui beber^ tingkatan bitoktasi sehin^

perintah dalam menjalankan kebijakan mei^adi kabur.

b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan

tiftnislnh jelas. Ketidakjelasan komunikasi akan menimbulkan

teijadinya penyelewengan tujuan kebijakan.

c. Konsistensi, artinya keseriusan pelaksana kebijakan dalam tugasnya

sebagai implementor kebijakan.
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Ketidakjelasan transmisi, kejelasan kebijakan berdampak pada konsistensi

iraplementor dalam melaksanakan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah.

Faktor kedua adalah Sumber Daya, dimana indikator nya terdiri dari beberapa

elemen;

a. Staf, merupakan elemen panting sebagai penggerak pelaksanaan

kebijakan tentunya dengan syarat staf (SDM) yang berkompeten di

bidangnya.

b. Informasi, artinya bagaimana bentuk perintah atau Standar

Operasional Kerja yang diberikan agar pekeijaan bisa dilakukan

dengan benar.

c. Wewenang, maksudnya adalah otoritas atau kekuatan untuk

mengikat semua pihak agar mau mematuhi dan mengikuti apa yang

telah diperintahkan, dalam hal ini adalah wewenang untuk

melakukan penertiban apabila melakukan pelanggaran terhadap

kebijakan.

d. Fasilitas, adalah sarana dan prasarana pendukung agar kebijakan

dapat dilaksanakan tanpa halangan.

Walaupun peneliti menemukan bahwa staf yang bekerja sudah berkompeten di

bidangnya namun karena ketidakjelasan komunikasi dari pembuat kebijakan

kepada pelaksana maka tentu saja informasi tidak sampai dengan baik, dan

mengindikasikan bahwa wewenang pun tidak dapat dimiliki karena tidak adanya

pemberian otoritas secara resmi dari pemerintah kepada pelaksana kebijakan

sehingga staf yang berkompeten sekalipun tidak tahu apa yang harus dilakukan.
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Faktor ketiga yaiig mempengamhi implementasi kebijakan publik

menurut Edward III adalah Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan.

Pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan

tapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam disposisi pelaksana

kebijakan tersebut,diantaranya;

a. Pengangkatan birokrat, pelaksana kebijakan haruslah orang-orang

yang memiliki dedikasi pada kebijakan, lebih khusus lagi bagi

kepentingan warga.

b. Insentif, dengan caia menambah keuntungan atau biaya tertentu

mungkin akan menjadi faktor pendorong pelaksana kebijakan

trpilaksflnakan tugasuya dengan baik.

Selain VomiTniVflqi sumber daya, adanya indikasi bahwa ketidak seriusan

pelaksana kebijakan karena tidak adanya insentif dari pemerintah sehingga

timbul keengganan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, hal ini

berdasarkan pada PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai pada pasal 53

mengenai pelaksanaan kegiatan dunana disebutkan bahwa pelaksanaan

kegiatan meliputi kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sxmgai yang

tentu memerlukan alokasi dana dan tenaga dari para staf pelaksana kebijakan.

Tidak adanya insentif diindikasikan juga menjadi penyebab tidak

terlaksananya implementasi PP No 38 Tahun 2011 ini dengan baik. dan juga

bagaimana pengangkatan birokratnya apakah sudah sesuai atau adanya

indikasi tegadinya praktek KKN.
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Faktor keempat menurut Edward adalah Struktai Birokrasi.

Kebijakan yang begitu kompleks menantu adanya kerjasama banyak orang.
Birokrasi sebagai peiaksana sebuah kebijakan haras dapat mendukung
kebijakan yang teiah diputuskan secara politik dengan jalan melaknkan
koordinasi dengan baik. Menurut Edward ffl, yang dapat mendongkrak

Idnerja struktnr birokrasi kearah yang lebih baik adalah dengan melaknkan
Standar Operation Proeeduts (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. SOPs
adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk
■^.l.v^nakan kegiatannya sesuai standar yang telah dalam peraturan keqa.
Fragmentasi adalah npaya penyebaran tanggung jawab kineija pegawm
diantara unit keija. Kemungkinan lain yang menjadi penyebab adalah bahwa
tidak adanya fiagmentasi antar instansi dalam melaksanakan PP No 38 Tahun
2011 sebingga pelaksanaan pengelolaan sungai menjadi terhambat karena
antar masing-masing instansi terkait tidak ada koordinasi.
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2.3 Skema Pemikiran

Gambar 2.2 Skema pemikiraii

Sungm mengalami pencemaran akibat pembuangaa limbah dan sampah ke
sungai

Pengendalian Pencemaran Air

Peraturanmidiimplementasikan di Kota Padang kaiem sunga.
mengalami pencemaran

idi Kota Padang

Pemerintahmenug:askan totaasi/ lembaga teikait antuk mengatasi masalah iai

Bapedalda Kota Padang

Implementasii Ferda No 3 Tahun 2006 dilaksanakan oleh Bapedalda Kota Padang
untuk mengatasi penceirmran air sungai

Bagaimana pelaksanaannya?

I
Teori Edward III

1. Komunikasi yang jelas mengenai tujuan kebijakan yang telah disusun

2. Sumber Daya,staf dan sarana prasarana pendukung

3. Disposisi,keseriusan pemerintah dalam melaksankan peraturan

4. Stniktur Birokrasi,adanya koordinasi antar lembaga pelaksana kebijakan
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BASm

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Sesuai permasalahan dan uraian pada latar belakang yang dijelaskan

pada Bab I, penelitian mi dilakukan dengan menggunakan pendekatan

Kualitatif. Pendekatan Kualitatif didefinisikan sebagd suatu proses yang

mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai

kompleksitas yang ada dalam interaksi menusia ( Catherine Marshal,! 995)'^.

Poerwandari (2007) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif

mftngbasilkan dan mengolab data yang sifatiiya deskriptif, seperti transkip

wawancara, Catalan lapangan, gambar, foto, rekaman video, dan lain

sebagainya'^. Sasaran penelitian kualitatif yang utama ialah manusia karena

manusia adalah sumber masalah, artefak, peninggalan-peninggalan peradaban

kuno, dan sebagainya. Intinya sasaran penelitian kualitatif, ialah manusia

dengan segala kebudayaan dan kegiatannya.

Adapun jenis penelitian adalah penelitian Deskriptif. Dalam

penelitian Kualitatif, peneliti adalah instnunen, validitas data dalam metode

kualitatif banyak bergantung pada keterampilan, kemampuan, dan

kecermatan orang yang melakukan kega di l^angan'^. Sedangkan instrumen

pengumpulan data yang lain selain manusia adalah berbagai bentuk alat-alat

Bagong Suyanto & Sutinah, Metode Penelitian Sosial,Jakaita,2007,hIm.l86
Ibid

" Ibid

28



bantu berapa dokumen-dokumen yang dapat menunjang keabsahan hasil

penelitian, dan. berfungsi sebagai instnimen pendukung.

3.2 TeknikPengumpulan Data

Dalam penelitian Kualitatif,data dibagi atas 2 jenis'^.yaitu;

1. Data Primer, merupakan data yang didapat dari sumber pertama, misalnya

individu, perorangan. Data diperoleh melalui wawancara langsimg

dengan infoiman, ataupun melalui kuesioner. Data ini masih mempakan

data mentah yang nantinya akan diproses untuk tujuan tertentu sesuai

kebutuhan.

2. Data Sekunder, merupakan Data Primer yang sudah diolah, misalnya

tabel, gambar, dokumen, file, dan sebagainya sehingga lebih informatif

untuk digunakan pihak Iain.

Ada 3 maeam pengumpulan data secara kualitati^°,yaitu :

1. Wawancara secara mendalam

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu,

dalam hal ini adalah untuk memperoleh informasl yang dibutuhkan

peneliti, wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang dibutuhkan oleh peneliti. Peneliti melakukan

wawancara personal dengan informan penelitian menggunakan pedoman

wawancara yang disiapkan peneliti.

Husein Uraar,Metode Riset Ilmu Admitiistrasi,IImu Administrasi Negara,Petnbanguiian
dan Niaga,Gramedia,Jakarta,2004
Sanaplah Faisal,Fonnat-Fonnat Penelitian Sosial,Dasar-Dasar dan Aplika5i,Raja Gratindo
Persadajakatta,2007,hlm. 186
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2. Observasi langsung di lapangan

Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lapangan

terhadap masalah yang akan ditelitl

3. Dokumentasi

Maksudnya peneliti melakukan pengumpulan data melalui data-data yang

ada ditemukan dalam dokumen-dokumen, file-file yang berisi mformasi

penelitian. Data dapat diperoleh dari dokumen yang diberikan

narasumber, ataupun yang ditemukan di pusat data. Beberapa dokumen

berhasil dikumpulkan oleh peneliti, sepeiti Dokumen Inventaris

Bapedalda, Standar Operasional Prosedur keija Bapedalda , serta juga

Dokumen tentang Strukur Organisasi Bapedalda.

Tabel 3.1

Data Dokumentasi

No. Dokumen

1. Dokumen Stnikur Organisasi Bapedalda

2. Dokumen SOP Pengaduan masyarakat

3. Dokumen SOP Kelayakan lingkungan

4. Dokumen SOP Penegakan Hukum Lingkungan

5. Dokumen Inventaris Bapedalda 2013

Svmber: Hasil olahan peneliti, lahun 2014
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3.3 Teknik Pemilihan Informan

Dalam penelitian kualitatif, dikenal adanya populasi dan sampel.

Subjek penelitian dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek

penelitian ini menjadi infonnan yang akan memberikan inforraasi yang

diperlukau selama proses penelitian. Adapun teknik pemilihan infonnan atau

sampel penelitian adalah Teknik Puposive Sampling, yaitu penellti memilih

informan menurut kritcria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini hams

sesuai dengan topik penelitian, mereka yang dipilih pun hams dianggap

kredibel untuk menjawab masalah penelitiaa Jadi yang menjadi kepedulian

bagi peneliti adalah tuntasnya perolehan informasi dengan keragaman variasi

yang ada, bukan banyaknya sampel siunber data^*. Dalam penelitian ini,

inform^" yang dipilih adalah Bapedalda Kota Padang selaku Lembaga yang

ditugaskan menanga"' masalah pencemaran sungai. Dinas Kebersihan selaku

lembaga yang me"a"ga"i sampah,serta Dinas Pekeqaan Umum selaku

lemb^a yang bertugas menjaga sungm dari pengalihan fungsinya yang

seharusnya. Informan y^g dipilih dianggap kredibel menjawab pertanyaan

dari permasalahan dalam penelitian yang dilakukan ini. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Sugiyono,Metode Penelitian Kuantltatif,Kualitatif dan R&D,Bandung,2009
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No

Tabet 3.1 Daftar Informan Penelltian

Lembaga Infonuan

Bapedalda

Dinas Kebersihan dan

Pertamanan

Dinas Pekegaan Umum

Yenny Lusia SE,M Si (Kasubid
Pengawasan & Pengendalian Pencemaran.
Air,Tanah,dan Udara Bapedalda Kota
Padang)

Marzuki ST,M.I.L (Kasi Program &
Pengendalian Dinas Kebersihan Kota

Padang)

Herman H,ST.MM (Kabid Sumber Daya
Air Dinas Pekeijaan Umum Kota Padang)

33 Proses Penelltian

Penelltian d'laknVan dengan melihat situasi di lapangan yang

pada kineija Bapedalda dalam melaksanakan tugas dan tanggxmg

jawabnya sebagai pengawas lingkungan. Peneliti juga melakukan wawancara

terbadap objek penelitian untuk memperoleh infonnasi mendalam mengenai

PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai ini. Serta melakukan pengumpulan

data dari pihak-pihak terkait Untuk lebih jelasnya proses penelitian dapat

dilibat pada Tabel 3.2 berikut ini
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Tabel 3.2 Proses Fenelitiao

Tanggal Kepatan Keterangan

11703/2014

12/03/2014

13/03/2014

13/03/2014

16/03/2014

17/03/2014

Mengurus surat izin penelitian ke Sekretaris Jurusan Administiasi
program studi Umu administrasi negara Negara dan Bagian Akademik
(Prodi AN) dan mengurus surat izin FISIP
penelitian ke b^an akademik
^ikultas.

Mengambil surat izin penelitian dari
bagian akademik fakultas, dan
mengurus surat rekomendasi ke
Kesatuan Bangsa dan PoHtik Kota
Padang

Memasukkan surat rekomendasi
penelitian dari Kesbangpol Kota
Padang

Memasukkan surat ke Bapedalda Kota

Padang

Meraperoleh izin penelitian dari
KepalaBapedalda Kota Padang.

Wawancara dan pengarabilan data

terkait skripsi mengenai Bapedalda
Han tugasnya dalam mengatasi
masalah limbah sungai

Bagian Akademik Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan
Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Padang

Kantor Kesbangpol Kota Padang.

Kantor Bapedalda Kota Padang

Kantor Bapedalda Kota Padang.

Kasubdid Pengawasan &
Pengendallan Pencemaran Air,
Tanah, dan Udara Bapedalda Kota
Padang.

17/03^014 Wawancara dan pengambilan data Kasi Program & Pengendalian
terkait sampah sungai di Kota Padang Dinas Kebersihan dan Pertamanan
dengan Dinas Kebersihan dan Kota Padang
Pertamanan Kota Padang

Kabid Sumber Daya Air Dinas
Pekegaan Umum Kota Padang

17/03^2014 Wawancara dan pen^mbilan data
terkaitjumlah sungai di Kota Padang
dengan Dinas Pekeijaan Umum Kota
Padang

29/03/2014 Wawancara dengan kepala
Laboratorium PT Teluk Luas terkait PT Teluk Luas, Padang
izin lingkungan
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30/03/2014 Wawancara dengan Lurah Tanjung Darwi Zaiman

Saba Nan XX, Lubuk Begalung, Kota

Padang terkait sosialisasi dari
Bapedalda mengenai masalah
pencemaran sungat

30/04/ 2014 Wawancara dengan masyarakat yang
mempunyai akses yang dekat dengan
sungai

Bapak Syailullah warga Kelurahan
Batang Arau

Bapak Ghozali warga kelurahan
Batang Arau

Sumber: Hasil olahan peneliti, lahun 2014.

3.4 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan peneliti adalah lemb^a karena dalam

penelitian ini peneliti melakukan observasi terhadap kine^a Bapedalda Kota

Padang.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebUi banyak beisifat

nraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh

akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Selain menganalisis data,peneliti juga perlu dan masih perlu mendalami

kepustakaan guna mengkonfirmasikan teori yang digunakan.
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3.7 Triangulasi Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandmgkan hasil wawancara

terhadap objek peneUtian^. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan

Triangulasi Sumber dilapangan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh

dari infonnan sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan. Peneliti

melakukan wawancara dengan lurah-lurah yang wilayah keijanya di

lingkungan sekitar sungai untuk mengetahui penyebab permasalahan ini.

Triangulasi data dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.3 Daftar Infonnan Triangulasi

No. Infonnan Alasan pemllifaan infonnan Nama

1. Kasubdid Pengawasan & Untuk mendapatkan data dan Yeimy Lusia SE,M Si
Pengendalian informasi raengenai Idnega
Pencemaran Air, Tanah, & tugas Bapedalda dalam
dan Udara Bapedalda mengatasi pencemaran
Kota Padang sungai di Kota Padang

2. Kasi Program & Untuk mendapatkan data dan
Pengendalian Dinas informasi mengenai tugasnya
Kebersihan dan dalam menangani sampah
Pertamanan Kota Padang yang masuk ke sungai

3. Kabid Sumber Daya Air Untuk raendapat informasi
Din^ Pekeijaan Uraum mengenai peran Dinas
°  ̂ Pekeijaan Umum dalam

masalah sampah sungai

4. LurahTanjungSabaNan Untuk mendapatkan
^Lubuk Begalung, informasi tenitang sosialisasi
Kota Padang yang dilakakanBapadalda

kepada lurah-lurah

Marzuki ST,M.I.L

Herman H,ST.MM

Darwi Zarman

22Moloeag,Metode Penelitian Kualitatif. Bandung.2004
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5, Masyarakat yangtinggal Untuk mendapatkan
dekatsungai infonnasi mengenai

penyebab sarapah masuk ke
dalam sungai

Bapak Syaifiillah
warga Kelurahan

Batang Arau

Bapak Ghozali warga
kelurahM Batang Arau

Sumber: Diolah oleh peneliti, Tahun 2014.
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BAB IV

DESKRIPSILOKASIPENELITIAN

4.1 Profil Kota Padang

Kota Padang adalah ibukota Propinsi Sumatera Barat yang terletak di

pantai barat pulau SumateraXuas Kota Padang adalah 694,96 km2 atau setara

dengan 1,65 person dari luas Propinsi Sumatera Barat Kota Padang terdiri

dari 11 kecamatan.Kota Padang dilalui oleh banyak aliran sungai besar

maupun kecil. Terdapat tidak kurang dari 21 aliran sungai yang mengalir di

wilayah Kota Padang dengan total panjang mencapai 155,40 km. Umumnya

sungai-sungai besar dan kecil yang ada di wilayah Kota Padang

ketinggiannya tidak jauh berbeda dengan tinggi permukaan laut.

Saat ini sungai di Kota Padang banyak yang mengalami pencemaran,

yang diakibatkan oleh pembuangan limbah dan sampah secara sembarangan

kedalam sungai. Hal ini menjadikan sungai rusak dan bisa menjadi sumber

penyakit bagi masyarakat terulama yang tmggal di sekitar aliran sungai.

Tabel 4.1 Daftar Sungai Tercemar Dan Penyebabnya

Sungai yang tercemar Penyebab pencemaran

Sungai Batang Arau Aktifitas pabrik karet yang membuang limbahnya

ke dalam sungai, serta pembuangan sampah ke

dalam oleh masyarakat

Sungai Batang Kuranji Perubahan fimgsi lahan, pembuangan sampah ke

dalam sungai
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SungaiBandaBakali/ Pembuangan limbah nimah tangga ke dalam su^
Baojir Kanal

Sumber: Bapedalda 2013

Berdasarkan data diatas bahwa salah satu sungai yang tercemar itu

adalah sungai Batang Aiau. Sungai Batang Arau menipakan sungai terbesar

di Kota Padang. Aiiran Batang Arau pada bagian muaranya membagi
kawasan di kota Padang dengan bukit yang dikenai dengan nama Gunung
Padang dan pada muara Batang Arau ini juga terdapat sebuah pelabuhan yang
bemama pelabuhan Muara. Batang Arau ini berhulu sampai pada kawasan

Bukit Barisan. Sungai Batang Arau dulunya menipakan pusat peidagangan

pelabuhan Kota Padang dan betnUai historis dimana pada muara sungai ini

terdapat gedung-gedung tua peninggalan Belanda dan Jepang yang menjadi
saksi perkerabangan Kota Padang. Namuu sekarang sungai ini mengalami

pencemaran yang cukup parah akibat aktifitas industri di bagian hulu sungai.

Juga Sungai Buatan Banda BakaU yang selama ini digunakan oleh

masyarakat sekitar sebagai sarana mandi dan mencuci juga mengalami

pencemaran akibat sampah-sampah yang dibuang ke dalam sungai yang

mengakibatkan sungai menjadi kotor. keruh dan menjadi sumber penyakiL
Untuk itu perlu dUakukan penyelamatan sungai oleh pemerintah daerah Kota

Padang dan dibantu oleh masyarakat agar kondisi sungai bisa kembali

raembaik. Apalagi sungai ini bisa menjadi aset wisata yang tentunya
memberikan masukan APBD bagi Kota Padang.
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4.2 Profil Bapedalda Kota Padang

Terdapat mstansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk menjaga

dan mengawasi pencemaran sungai yaitu Bapedalda, yang merupakan badan

yang bertugas mengawasi dan mengendalikan dampak pencemaran

lingkungan di daerah dalam hal in! Kota Padang. Bapedalda bertugas

mengawasi badan usaha seperti pabrik, bengkel, dan badan-badan usaha lain

yang membuang limbahnya ke sungai. Bapedalda ini akan berperan

membeiikan pengarahan tentang tata cara pembuangan limbah ke sungai

sehingga tidak mencemari sungai.

Bapedalda Kota Padang merupakan badan pemerintah yang bertugas

sebagai badan pengawas lingkungan Kota Padang yang beralamat di Jalan By

Pass Km. 15 Palarik Aia Pacah, Kota Padang dengan kepala dinas DR. H. Edi

Hasymi, Msi^. Bapedalda mempunyai tanggung jawab dalam hal AMDAL

yaitu mengawasi pencemaran lingkungan baik tanah, air, maupun udara,serta

melakukan pengawasan terhadap aktifitas badan usaha yang bercpeiasi di

Kota Padang dengan memantau tingkat pencemaran yang dihasillfgn dan

memilki wewenang dalam izin lingkungan. memiliki visi dan misi yaitu

"memijudkan kuaUtas lingkungan hidnp yang serasi dan seimbang

unfuk menunjang pencapaian pembangunan berkelanjutan di Kota

Padang", serta tugas pokok dan fimgsinya membantu walikota melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian

dampak lingkungan. Sesuai tupoksi nya Bapedalda bertugas mengawasi dan

23 SKPD Kota Padang
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mengendalikan dampak lingkungan di Kota Padang. Serta misi Bapedalda

sebagai Badan Pengawas Lingkungan diantaranya dapat dilihat pada Tabel

4.2 berikut

Tabel 4.2 Misi Bapedalda Kota Padang

MISI

Mengembangkan kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup Kota

Padang yang memperhatikan aspek kebencanaan dan azas

pembangunan berkelanjutan.

Mewujudkan perbaikan dan pelestarian fungsi lingkungan bidup.

Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM bidang

lingkungan hidup di Kota Padang.

Sumber: SKPD Kota Padang

Bapedalda dibentuk dengan tujuan membantu pemerintah dalam hal

mengawasi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan

ataupun aktifitas manusia yang dapat dan berpotensi mencemari lingkungan

b^ air, tanah, maupun udara di Kota Padang. Bapedalda bertanggung jawab

kepada walikota dan memperoleh kewenangau dari walikota untuk

melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah yang

berhubungan dengan lingkungan serta memiliki otoritas dalam melakukan

tindakan hukum lingkungan terhadap aktifitas masyarakat 3'ang melakukan

pencemaran terhadap lingkungan.
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Tabel 4.2 Tupoksi Bapedalda

Tugas pokok Fungsi

Membantu Walikota
tpftlaksanaVan penyusiman dan
pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pengendalian dampak
lingkungan..

Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan
lingkup tngasnya.

Pemberian dukungan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah
sesuai dengan lin^nip tugasnya.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai
dengan lingkup tugasnya.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Walikota sesuai dengan tugas dan
tanggung Jawabnya

Sumber: SKPD Kota Padang

Tupoksi Bapedalda menunjukkan bahwa sebagai implementor, Bapedalda

bertugas membantu walikota dalam melaksanakan kebijakan daerah dalam

menjaga lingkungan.
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BABV

TEMUAN & ANALISIS DATA

S.1 Implementasi PP No 38 Tahun 2011 Tentaog Sungai Di Koto Padang

Untak melihat implementasi PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai
mi. peneim melakukan pendekatan menggunaJcan Perda No 3 Tahun 2006

Tantang Pengololaan Air Dan Pongendalian Pencemanm Air karena dalam PP
No 38 Tahun 2011 tidak dijdaskan instansi pdaksana kebijakan, dan

menggunakan Perda No 3 Tahun 2006 instansi polaksana kebijakan yang
mengelola kualitaa dan pengendalian pencemanm sungai adalah Bapedalda.
Dalam Perda ini diatur bagaimana tugas Bapedalda dalam mengelola air
tennasuk didalamnya air sungai, ata eara dan syanrt pembuangan limbah ke

dalam sungai sehingga tidak meiusak sungai, serta bagaimana pengelolaan air

tennasuk didalamnya air sungai,dan juga mengatur mengenai tanggung jatvab
badan usaha dalam memproses basil limbahnya dan pembuangannya tanpa
haras merusak sungai. Dengan melihat peraturan yang telah dibuat maka
dapat dillhat apa yang dUakukan oleh Bapedalda apakah sudah sesuai dengan
tujuan kebijakan tereebut.

Proses implementasi kebijakan merapakan tahapan yang sangat
penting dalam sebnah nmgkaian kebijakan publik, karena melalui tahapan
implementasi sebnah kebijakan akan dinyatakan berhasU atau mengalami
hegagalan dalam meneapai tujuan yang telah ditentukan oleh pelaksanaan
kebijakan tetsebut. Implementasi kebijakan bukan hanya sekedar menjalankan
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perintah beidasarkan aturan yang telah ditetapkan, melainkan sebuah

rangkaian yang dilalui setiap implementor kebijakan untuk melihat kinerja

mereka apakah selama proses implementasi patuh atau tidak dari ketetapan

yang berlaku, ini sangat berpengaruh terhadap implementasi. Setelah

melakukan penelitian di lapangan, peneliti menemukan beberapa variabel

menyangkut permasalahan yang diteHti. Implementasi kebijakan berkaitan erat

dengan beberapa variabel penentu kebijakan.

Implementasi bukanlah proses yang sederhana, tetapi sangat

kompleks dan rumit serta merupakan proses yang beriangsung dinamis, yang

basil akhimya tidak bisa diperldrakan hanya dari ketersediaan kelengkapan

program. Implementasi berfimgsi menetapkan suatu kaitan yang

memungkinkan tujuan - tujuan kebijakan terwujud, sehingga menjadi apa

yang disebut sebagai basil keija atau prestasi pemerintah. Namun dalam

prakteknya sering tegadi kegagalan dalam implementasi karena walau telab

diperhitungkan sedemikian rupa, bukan berarti kesuUtan dalam proses

implementasi telah tiada.

Pennasalahan seringkali justru timbul karena kenyataan di lapangan
justru tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Walter William menyatakan

kesulitan implementasi sebagai berikut :« The most pressing implementation

problem is that of moving from a decision to operation in such way that what

it is put into place bears a reasonable resemblance to the decision and is

Juctioning well in its that of the difficulty of bringing the gap between policy
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decision and worhible field operations" (Jones, 139). Menafsirkan keputusan

menjadi tindakan operasional yang tepat lidaklah semudah yang dibayangkan.

Sasatan - sasaian program bahkan mungldn haras direvisi secara

drastic saat program tersebut dilaksanakan. sclaiir kareaa kesalitan

menjembalani aatara tujuan kebijakan dengan tindakaa-tmdakan operasioaal

yang dapat dijalaakan, (yang disebut oleh Andrew Dunsire sebagai

implementation gap, yaitn suatu kondisi dimana terjadi perbedaan antara apa
yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan hasil implementasinya). Juga

karena kondisi lingkungan yang berbeda dari yang dibayangkan oieh pembnat

keputusan?**

Vanabel-variabel yang berkaitan dengan penentu kebijakan tidafc

hanya berdin sendiri, namua juga memilild hubungan keterkaitan antara satu

variabel dengan variabel Jain. Dalam penelitian ini, peueUti menggunakan

pendekatan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C.
Edwards HI, dengan menawarkan model pendekatan kebijakan dengan 4

(empat) vanabel penling yang mempengaruhi implementasi kebijakan.
Melalui model pendekatan yang dikemukakan oleh George C. Edwards HI.

maka peueKti dimungkinkan untuk menganalisa dan menggambarkan proses

implementasi PP No 38 Tahun 2011 ini.

Dalam PP No 38 Tahun 2011 diatur mengenai pencegahan
pencemaran sungai, dan bila dihubungkan dengan Perda No 3 Tahun 2006

maka berdasarkan isi dari Peida Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengendalian
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Pencemaran Air Di Kota Padang yaitu mengenai Hmbah dan pencemaran

sungai maka kewenangan dan tanggung-jawabnya adalah kepada Badan

PengendaUan Dampak Lingkimgan Daeiah Kota Padang selaku instansi

pemerintah yang berkompeten dan bertanggung jawab dalam hal. ini.

5.1.1 Komunikasi

Dalam Teori Edward III, Komunikasi merupakan variabel

penting agar sebuah kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Agar

iraplementasi kebijakan begalan efektif, siapa yang bertanggung jawab

melaksanakan sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang mereka

lakukan . Komunikasi oleh pembuat kebijakan kepada impelementor

tentu sangat penting agar kebijakan yang dibuat dapat diterima dengan

jelas oleh implementor sehingga tidak menyimpang dari tujuan

pelaksanaan kehijakan. Komunikasi merupakan proses penyampaian

infonnasi dan komunikator kepada komimilmn. Sementara itu,

komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian infonnasi

kebijakan daii pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana

kebijakan (policy implementors) (Widodo, 2011:97). Widodo kemudian

menambahkan bahwa infonnasi perlu disampaikan kepada pelaku

kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang raenjadi isi,

tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku

kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan

2i Dr. Mas Roro Lilik Ekowati,MS "Perencanaan,Implenientasi & Evaluasi Kebijakan atau
i^gram tilni.3s
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dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa

begalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu

sendiri. Dalam variabel Komunikasi, Edwar HI membagi 3 sub

variabel yaitu Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi. Terkait 3 (tiga)

indikator komunikasi dalam sebuah kebijakan, di bawah ini peneliti

kemukakan gambaran mengenai ketiga indikator komunikasi yang

terkandung dalam implementasi PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

di Kota Padang.

5.1.1.1 Transmisi

Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik

disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana

(implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada

kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan

baik secara langsung maupun tidak langsung.^'

Trasmisi kebijakan diperlukan agar kebijakan yang dibuat dapat

dikomunikasikan kepada pelaksana kebijakan sehingga

kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sesuai tujuan yang ingin

dicapai.

Transmisi kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah pusat

berupa Undang-Undang kemudian melahirkan Peraturan

^®Dr. Joko Widodo, M.S "Analisis Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasi Analisis Proses
Kebijakan Publik." Him 76

" Winanio, Budi. "Teori & Proses Kebijakan Publik' him 84
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Daerah, Peraturan Walikota, dan peraturan - peraturan lain yang

berhubungan dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pembuat

kebijakan yaitu pemerintah kemudian dilakukan koordinasi

kepada Badan dan Dinas yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan

fungsi keijanya. Perda Nomor 3 Tahun 2006 merupakan salah

satu bentuk peraturan yang dibuat dalam melaksanakan

pengelolaan lingkungan, dan pemantauan dan pengawasan

lingkungan di Kota Padang. Perda No 3 Tahun 2006 merupakan

kebijakan pemerintah daerah Kota Padang yang ditransmisikan

berdasarkan PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

Pemerintah sudah memberikan

peraturan mengenai pengelolaan limbah
sungai kepada Bapedalda yang kemudaian
dilaksandkan secara sistematis dalam

mengatasi masalah pencemaran sungai
,Bcq)edalda melaksanakan kinerjanya
berdasar pada Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai
Pengelolaan Kualitas Air & Pencemaran
Air sehingga Bapedalda dapat
melaksanakan tugasnya tidak menyimpang
dari tugas pokok dan jungsi Bapedalda
sebagai Badan Pengendali Lingkungan
Daerah

.,28

Temuan peneliti adalah bahwa Bapedalda sudah menerima

peraturan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi pencemaran

sungai tersebut, yaitu menggunakan Perda No 3 Tahun 2006

Bapedalda melakukan pengawasan pencemaran sungai. Hal ini

berhubungan dengan PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

2» Wawancara deagan ibu Yenny Lusia SE,M Si (Kasubid Pengawasan & Pengendaliaa
Pencemaran Air,Tanah,danUdara Bapedalda Kota Padang), 17 Maret 2014
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Himanfl didalamnya diatur mengenai upaya pencegahan

pencemaran suBgai. Kemudian dengan adanya kejelasan

peraturan dan tugas Bapedalda seperti yang diatur dalam

peraturan yang telah. dibuat maka Bapedalda akan melaksanakan

koordinasi diantara bidang keganya, yaitu dengan mengadakan

rapat-r^at anggota sehingga akan memberikan kejelasan

pembagian tugas masing-masing para staf Bapedalda.

"setiap permasalahan yang Bapedalda
temukan di lapangan, seperti adanya
pengaduan masyarakat, adartya indikasi
pelanggaran, dan Juga hal lain yang kami
terima mengenai AMDAL maka kami
melaksanakan rapat, biasarQ/a rapat dilakukan
per triwulan atau mmgldn lebih tergantung
banyaknya temuan di lapangan"^^

Rapat koordinasi ini dilakukan agar anggota

mengetahui permasalahan yang teijadi yang diterima dan

kemudian dilakukan transmisi tugas dan tanggung jawab untuk

mel^lnilcan lapgVab perbaikan kepada anggota yang sesuai

bidang permasalalian yang dihadapi. Hal ini menunjukan

Bapedalda selalu melakukan komunikasi antar anggota sehingga

semua mei^etahui permasalahan di lapangan sehingga transmisi

komunikasi bisategalin dan jelas imtuk semua anggota, dan juga

Bapedalda juga melakukan sosialisasi mengenai pentingnya

menjaga lingkungan.

Wawancara dengan ibu Yeany Lusia SE,M Si (Kasubid Pengawasan & Pengendaiian
Pencemaran Air,Tanah,dan Udara Bapedalda Kota Padaog), 17 Maret 2014
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sudah melakukan berbagai
sosiaUsasi kepada masyardkat meJalui lurah-
lurah yang dikumpulkan untuk membahas
men^nai masalah pentingya menjaga
bngkungan,serta meminla mereka untuk
memhantu dalam penyampaian informasi

Untuk melihat keabsahan data lalu peneliti mencoba

melakukan wawancara dengan lurah tepatnya lurah Paiak Buiuk

"Bapedalda memang sudah pernah
memberikan sosiaUsasi mengenai masalah
pencemaran sungai ini. dan sudah soya
sampaikan kepada warga saya distni, namun
s(^a merasa bahwa pencemaran ini merupakan
ahbat aktifitas pabrik disini, yvalaupun Jdta
tidakrnenutup kemungkinan bahwa masyarakat
juga ikut terlibaf^^

Transmisi dari pemerintah Dengan kata Iain Bapedalda
temyata sudah dUakukan hingga tingkat masyarakat mdalui

sosialisasi kebijakau. Dengan kata lain bahwa transmisi

kebijakan sudah melewati birokrasi hingga tingkat kelurahan,
dan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai kebijakan yang telah
dibuat oleh pemerintah.

Selain itu, Bapedalda juga melakukan pengarahan

kepada para pemilik usaha untuk memperhatikan standar limbah
sehingga tidak mencemari sungai dimana hal ini tertuang dalam

30

31W
Ibid

a„™ dengan Land. Tanjnng gaba Nan XX. Lubdc Begalang, Kon. Padang
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Perda No 3 Tahun 2006 Pasal 19 mengenai persyaratan

pemanfaatan danpembuangan air limbah.

"setiap badan usaha yvajih memiliki
surat izin lingkungan, surat ini merupakan
jaminan bahwa pelaku usaha sanggup dalam
mengelola lingkungan disamping melakukan
kegiatan usaha mereka yang nantinya limbah
mereka akan dibuang sehingga ada
kemungkinan dapat merusak lingkungan.
seperti limbah yang dibuang ke sungai

Setelah melakukan kroscek kepada salah satu Pabrik

Karet di Kota Padang , peneliti menemukan memang sudah ada

kesepakatan dari Bapedalda dengan pihak pabrik dalam

mengelola limbah yang akan dibuang ke dalam sungai

"sebagai salah satu pabrik yang
mencakup pekerjaan skala besar ini, PT sudah
mengantongl izin dari pemerintah daerah
(Bapedalda) dalam proses pembuangan limbah
yang dihasilkan dari pabrik, sudah ada
dokumen tertulis yang sah bahwa kami memiliki
izin dalam beroperasi"^^

Hal ini menunjukkan bahwa transmisi kebijakan yang

dilakukan mulai dari tingkat pusat sebagai pembuat kebijakan

yaitu berupa PP No 38 Tahun 2011 ditrasmisikan kepada

pemerintah daerah melalui Perda No 3 Tahun 2006 yang

kemudian memberikan tugas kepada badan pemerintahan yang

terkait yaitu Bapedalda dan dengan peraturan tersebut dan

setelah menerima tugas dan tanggung jawabnya maka pelaksana

Wawancara dengan ibu Yenny Lusia SE,M Si (Kasubid Pengawasan & Pengendalian
Pencemaran Air,Tanah,dan Udara Bapedalda Kota Padang), 17 Maret2014

Wawancara dengan kepaiaLaboratoriumPTTelukLuasyangberalamat di Kelurahan Tanjung
Saba Nan XX Lubuk Begalung,Padang, 29 Maret 2014

50



kebijakan mentransmisikan kebijakan yang telah dibuat kepada

sasaran kebijakan yaitu ma^arakat yaitu mengatur mengeoai

pengelolaan limbah yang beiasal dari kegiatan usaha seperti

pabrik-pabrik dan badan usaha Iain yang menghasilkan limbah

hasU usaha nya tersebut

5.1.1.2 Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana

kebijakan baruslahjelas dantidakmembingungkan^^

Dalam PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sxmgai tidak dijelaskan

secara jelas mengenai masalah sampah yang juga ikut menjadi

penyebab pencemaran sungai. Begitu pula dengan Perda No 3

Tahun 2006 yang tidak mengatur secara jelas mengenai

penanganan sampah yang mencemari simgai. Ketidakjelasan ini

tentu akan membuat pelaksanaan kebijakan tidaksepenuhnya

beqalan dengan baik. Peneliti menemukan adanya ketidakjelasan

siapa yang sebenamya mempunyai tanggung Jawab penuh

terhadap penyebab pencemaran sungm yaitu sampah sungai ini.

Bapedalda bertugas melakukan
pengawasan lingkungan terhadap badan
usaha seperti industri dan pabrikNamun
Bapedalda tidak ada kewenangan dalam
menangani penyebab pencemaran apabila
berasal dari sampah yang dibuang
masyarakat.karena sesuai peraturan

34 Leo Agustino "Dasar Kebijakan Publik" blm.151
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Bapedalda har^a berwenang melakukan
' pengawasan terhadap badan usaha yang

membuang Umbah^a ke dalam sungai"^^

Bapedalda mengakul bahwa kebijakan yang diberikan

kepada mereka tidak mengatur mengenai penanganan

pencemaran sungai selain limbah yang berasal dari pabrik.

Bapedalda mengganggap masalah sampah adalah tanggung

jawab Dinas Kebersihan karena bagi Bapedalda limbah pabrik

lah yang menjadi perhatian utama mereka karena menganggap

itulah penyebab pencemaran sungai.

Sementara Dinas Kebersihan mengklaim bahwa

mereka sudah melakukan upaya penanganan sampah dengan

meletakkan bak-bak pembuangan sampah di beberapa titik tepian

simgai di Kota Padang, seperti yang terdapat di Jalan Banda

Bakali dekat Simpang Haru, dan juga terdapat di bawah jembatan

dekat Taman Siswa. Bak-bak sampah ini akan mendorong

masyarakat untuk membuang sampah ketempat yang sudah

ditentukan. Namun permasalahannya Dinas Kebersihan tidak

merasa bertanggung jawab untuk mengunisi sampah yang masuk

ke dalam sungai.

"DKP memang sudah menyediakan bak-
bak penampungan sampah di tepian sungai
yang membantu mengumpulkan sampah
masyarakat sekitar sungai agar membuang
sampah ke tempat yang kami sediakan. Namun

" Wawancara dengan ibu Yenny Lusia SE, M Si (Kasubid Pengawasan & Pengendalian
Pencemaran Air,Tanab,danUdaTa Bapedalda Kota Padang), 17 Maret20I4
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bila kita menemukan sampah yang masuk ke
sungai maka DKP tidak bisa berbuat apa-apa
karena sebenarr^a tugas DKP addlah sampah-
sampah yang berada di tepi jalan raya, dan
mengumpulkan sampahsampah masyarakat
yang mereka buang di tempat yang telah
ditentukan"^^

Ketidak jelasan penanganan limbah yang berasal dan sampah ini

menjadikan kebijakan PP No 38 Tahim 2011 ini tidak beqalan

dengan balk karena ketidakjelasan pelaksana kebijakannya.

Wawancara berikutoya dilakukan dengan Dinas

Pekegaan Umum yang menangani sungai

" Sampahsampah yang dibuang ke
sungai addlah kebiasaan buTuk masyarakat
kita yang tidak mempedulikan Ixbersihan
lingkungan, bukan menutup mata dengan
masalah ini tapi Dinas PU hanya bertugas
memperbaiki daya tampung sungai, dan
mengawasinya, pembersihan sungai yang
dilakukan PU hanya pada pengerukan
sedimentasi atau endapan tanah atau
lumpur sungai yang menjadikan sungai
menjadi dangkal, hal tersbeut dapat anda
lihat seperti pekerjaan yang sudah kami
lakukan di sungai yang ada di dehit Siteba.
Disana kami melakukan pengerukan
menggunakan alat berat eskavator untuk
mengangkat pasir-pasir yang menumpuk di
tepian sungai yang menjadikan sungai
tersebut menjadi dangkal dan membentuk
daratan baru yang seharusnya mertgjakan
daerah aliran sungauUntuk sampah yang
dibuang ke sungai itu bukanlah tanggung
jawab Dinas PU"^^

^ Wawancara dengan Bapak Maizuki ST.M.I.L (Kasi Program & Pengendalian Dinas Kebersihan

"  dL^Ba^Heiman H,ST.MM (Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekeijaan Umum
KotaPadang), l7Maret2014

53



Bila melihat tugas dan fungsinya, Dinas Pekeijaan

TTmiim memang bnkanlah salah satu pihak yang hams mengurus

pencemaran sungai. Bila dilihat dari tugasnya maka Dinas

Pekeqaan Umum melakukan pengawasan terhadap fimgsi fisik

sungai saja, maksudnya apabUa sungai bembah lungsi dari

semestinya sebagai daerah aliran sungai misalnya terjadinya

pembangunan yang mengganggu sungai atau misalnya terdapat

bagian dinding sungai yang diubah menjadi bangunan bam

seperti pondok maka Dinas PU lah yang bertanggung jawab

untuk menegiir pelaku pembangunan tesebut. Selain itu juga,

Dinas PU melakukan pengenikan terhadap sedimentasi tanah

ataupun Imnpur yang mengakibatkan pendangkalan sungai. Hal

ini sesuai tugas dan tanggung jawabnya selaku pengawas fisik

bangiman simgai. Sementara masalah penanganan sampah Dinas

Pekegaan Umum merasa memang bukan wilayah kerja mereka.

Ketidakjelasan pemegang tanggung jawab dalam

penanganan pencemar sungu yang berasal dari sampah ini

menjadi penyebab mengapa sungai tetap saja tercemar karena

tidak adanya penanganan dan sikap dari lembaga pemerintah

yang seharusnya ikut bertanggungjawab.
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5.1.1.3 Konsistensi

Koosistensi Bapedalda dalam melaksanakaa tugasnya

dalam menjaga pencegahan pencemaran sungai sesuai PP no 38

Tahun 2011 sudah dilaksanakan ssxiai dengan PerdaNo 3 Tahun

2006 ini dimana Bapedalda selalu melakukan pengawasan

terhadap lingkungan sungai, dan juga adanya tim peneliti

bertujuan untuk mengawasi masyarakat yang melakukan

pelanggaran terhadap lingkungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 11

dimana dijelaskan bahwa pengendalian pencemaran air dilakukan

dengan cara:

• menetapkan daya tampung pencemaran

•  identifikasi sumber pencemaran

• menetapkan syarat air limbah pada tanah

• menetapkan syarat pembuangan Umbah ke air

• memantau kualitas air

• memantau fektor lain penyebab perubahan

mutumr

tugas-tugas ini dilakukan oleh tim peneliti dari laboratorium

Bapedalda untuk mengetahui tinglmt pencemaran w akibat

pembuangan limbah oleh badan usaha sehingga Bapedalda dapat

melakukan tindakan apabila te^adi pencemaran lingkungan

sesuai peraturan yang telah dibuat. Jadi dalam Perda No 3 Tahun

2006 ini pemerintah sudah menjelaskan mengenai tugas
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Bapedalda dalam melakukan pengawasan pencemaran air yang

menunjukkan konsistensi untuk menangani pencemaran air

sungai. Kesimpulannya adalah bahwa konsistensi Bapedalda

dalam melaksanakan PP No 38 Tahun 2011 sudah sesum dan

sudah dilaksanakan dengan baik oleh Bapedalda.

Selain itu juga bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan

kesadaran lingkungan adalah dengan dilaksanakannya Program

Adiwiyata yang kemudian dilaksanakan oleh Bapedalda secara

menyeluruh di sekolah-sekolah di Kota Padang. Program

Adiwiyata sendiri menipakan salah satu program Kementerian

Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya

pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya

pelestarian lingkungan hidup. Dalam program ini dihaiapkan

setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju

lingkungan yang sehat serta menghlndari dampak lingkungan

yang negatif.

Dalam pelaksanaannya Kementerian Lingkimgan

Hidup bekerjasama dengan para stakeholders, menggulirkan

Program Adiwiyata ini dengan harapan dapat mengajak warga

sekolah melaksanakan proses belajar mengajar mateii lingkungan

hidup dan turut berpartisipasi melestarikan serta menjaga

lingkungan hidup di sekolah dan sekitamya.
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"saat ini Bapedalda sudah
melaksanakan Program Adiwiyata baik di
tingkat SD, SMP dan MTsN, maupun tingkat
SMU di seluruh sekolah Kota Padang ini.
Dan sekolah kita ini banyak yang dinilai
sehagai sekolah-sekolah terbaik yang
melaksanakan Program Adiwiyata ini. Saat
ini sudah terdapat lebih dari 100 sekolah
semua iingkatan yang melaksrmkan program
ini Program Sekolah Adiwiyata ini
dilaksanakan dengan tuj'uan agar nantinya
para pelajar ini akan mengerti pentingnya
menjaga lingkungan hidup.

Apa yang telah dilakukan oleh Bapedalda

menunjukkan keseriusan dalam melaksanakan dan

tanggung jawabnya sebagai Badan Pengawas dan Pengendali

Lingkungan dengan menanamkan kepada para generasi ni^ida

tentang pentingnya menjaga lingkungan. Sesuai tanggung

jawabnya sebagai pengawas lingkungan Bapedalda konsisten

melaksanakan apa yang ditugaskan oleh pemerintah yang berarti

kebijakan sudah jelas dan dapat diterima Han Hi1alf<sanaifan

dengan baik oleh Bapedalda Kota Padang

3B Wawancara dengan bapak Emrizal, SH (Kasubid Pengembangan Komunikasi Lingkungan
Bapedalda Kota Padang) 17Maret2014
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Gambar 5.1 Program Adhviyata di sekolah di Kota Padang

1. Siswa SD Angkasa Lanud Padang menanam pohon dalam
rangka program Adiwiyata

w.-. i , n

- I- • . ►

Sumber: Dohimentasi Bapedalda 2013

2. Siswa SMA 3 Padang mendengarkan penget^uan tentang
pentingnya menjaga lingkimgan oleh Bapedalda Kota Padang

Sumber: Dokumentasi Bapedalda 2013

3. Berhasilnya program Adiwiyata di SMP Semen Padang
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4. Siswa SMPN 11 Padang menanam pohon dalam rangka
program Adiwiyata

Sumber: Dokumentasi Bapedalda 2013

5.1^ Sumber Daya

Sumber Daya merupakan faktor penting yang menunjang

keberhasilan kebijakan. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan

menjadi dokumen diatas kertas yang tidak diwujudkmi untuk

memberikan pemecahan permasalahan yang ada di masyarakat dan

upaya memberikan pelayanan pada masyarakat^^.

5.1.2.1 Staf

Sumber utama dalam impelementasi kebijakan adalah

staf. Kegagalan yang sering te^adi dalam implementasi

kebijakan salah satunya disebabkan karena staf yang tidak

mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.

Penambahan jumlah staf dan impelementor saja tidak mencukupi

tapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian yang

diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan^®

^'Prof.Dr.Ismail Nawawi,MPA,M.Si" Public Policy" him. 137
Leo Agustino " Dasar Kebijakan Publik" him. 151
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Secara langsung implementasi kebijakan tersebut

melibatkan seluruh staff di Bapedalda Kota Padang.

Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu

implementor, namun implementor diharuskan bekeijasama secara

kolektif, baik itu antara implementor dengan implementor dan

implementor dengan sasaran kebijakan yakni para pelaku Badan

usaba hams bekegasama karena satu sama lain memiliki

keterkaitan tugas dan tanggung jawab lingkungan.

Dalam organisasi Bapedalda, staf-staf yang bekeqa

adalah staf dengan kemampuan kega yang sesuai bidangnya.

Dengan kata lain Bapedalda merekrat orang-orang dari latar

belakang yang sesuai yang dibutuhkan Bapedalda. Hal tersebut

dalpat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 5.1 Kualifikasi Pendidlkan Staf Bapedalda Kota Padang

No Jabatan Pendldikan Jumlah

1 Kepala Bagian & S2 3 orang
Laboratorium SI 2 orang

2 Kepala Bidang S2 2 ormig
SI 2 orang

3 Kepala Seksi S2 5 orang
SI 3 orang

4 Staf SI 17 orang
D3 6 orang

Sumber : Dokumentasi Bapedalda 2013
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smf-staf Bapedalda dioilai sudah ™ampu :nelalcsanakan
t^gaanya secara tapelen dan ™an.pu mentogkato kaalitaa
Bapedalda sebagai badan pengawas Imgkungan. Latar belakang
pendidikan yang bisa dikatakan baik dan kompaten ini harn^ya
mampu memberikan konWbnai yang baik bagi Baapdalda. Staf-

ataf Bapedalda bekeria secara efekaf. tegas, seanai Perda No 3
Tahnn 2006 Tentang Pengelolaan dan Pengandalian Pencenraran
Air yang nrengatnr tentog syamt penrbnangan iirnbah aesnai
pasal 23. Hai ini dilihat dati pelaksanaan SOP Hukum
Lingknngan oleh ataf Bapedaida terhadap badan nsaha yang
melaknkan pelanggaran lingknngan. Staf-ataf yang bertngaa
-dab nrampn nremberikan finrgai Bapedalda sebagai lembaga
pemerintah yang dihomrati karena ketegasan dan kompetensi
staf-stafiiya.

S.1.2.2 Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempnnyai 2
bantnk, pertara infonnasi yarrg berhnbnngan dengan cam
nrelaksanakan kebijakan, kedna nrengenai dam kepamban
pelaksana terhadap peraturan"'

Informasi kebijakan dibnbddcan agar peiaksana kebijakan
mengetabni apa yang bams mereka iaknkan dan bagaimana cam

41
Ibid him 152
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melakukannya. Berkaitan dengan pennasalahan dalaru penelitian

ini, maka infonnasi yang dibutuhkan pelaksana kebijakan adalah

infonnas! mengenai bagaimana dan kapan melaksanakan PP No

38 Tahun 2011 ini dan apa yang hams ddakukan oleh Bapedalda.

Terkait dengan infonnasi mengenai bagaimana dan kapan

melaksanakan PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai ini peneHti

mencari infonnasi kepada Bapedalda Kota Padang.

Sebenamya kebijakan untuk melakukan
pengelolaan dan pencegahan pencemaran
sudah dilaksanakan sejak 2006 lain dengan
diterbitkannya Perda No 3 Tahm 2006
namun tidak diatur mengenai penanganan
limbah sampah dan hingga sekarang
Bapedalda masih herdasar pada Perda ini
yang disusun ke dalam SOP Namun PP No
38 Tahun 2011 masih sejalan dengan Perda
yang kami punya walaupun kami tidak
sepenrAnya berpatokan pada PP yang
baru

Benlasarkan wawancaia peneliti menemukan bahwa kebijakan

pencegahan pencemaran sungai sebenamya sudah terlaksana

sejak 2006 namun pennasalahannya bahwa penanganan limbah

dari sampah rumah tangga tidak diatur penanganannya. Jadi

dapat dikatakan bahwa kebijakan ini sedikit kurang dalam

memebrikan infonnasi mengenai penanganan limbah sampah
tersebut.

Meskipun begitu infonnasi kebijakan mengenai pengelolaan

pengendalian pencemaran air sudah diterima dan sudah
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dilaksanakao oleh Bapedalda dalam bentuk SOP. dalam

melaksanakan kebijakan pemerintah, Bapedalda memilild

Standar Operasional Prosedur agar pekegaan yang dilakukau

lebih terarah sehingga tidak teqadi kekacauan dalam kineria

mereka nantinya. Informasi ini memberikan para staf dan

anggota badan keqa pemerintah ini pengetahuan dan jalan dalam

memberikan solusi dan peneyelesaian masalah yang teqadi.

Seperti SOP Bapedalda mengenai penegakan hiikum

lingkungan, dimana setiap laporau benipa pengaduan ataupun
temuan langsung oleh Bapedalda

1. Masalah diproses melalui Kasi Penegakan Hukum

kemudian dilakukan mediasi dengan pihak yang

bermasalah.

2. Selanjutnya dilakukan penelitan oleh ahli laboratorium

Bapedalda untuk memastikan apakah sebuah kegiatan

nsaha benar-benar sudah melanggar hukum pencemaran

lingkungan.

3. Apabila terbukti melakukan pelanggaran maka pelanggar

dipanggil ke kantor Bapedalda dan diberikan pengarahan

untuk memperbaiki kesalahannya dalam membuang

limbah yang mencemari lingkungan.

4. Apabila masih melakukan pelanggaran, maka Bapedalda

memberikan sanksi berapa penyegelan sementara agar
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pihak pelanggar segera mematuhi peraturan yang sudah

ditetapkan dalam meDgatur dan menjaga lingkungan

5. Bila masih tegadi pelanggaran maka Bapedalda akan

melakukan tindakan keras dengan melakukan penutupan

kegiatan usaha tersebut.

Setiap SOP yang disusim merapakan standar keqa untuk setiap

masalah yang ditemukan dilapangan, hal ini agar mencegah

tegadinya penyelewengan dan paiyimpangan tugas dan keqa

masing-masing badan ke^a. Tennasuk didalamnya mengatur

staf-staf agar bekega sesuai prosedur sehingga tidak melakukan

kesalahan yang akan merugikan badan kega itu sendiri.

5.1.2.3 Wewenang

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi

para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan

secara politik'*^ Berdasarkan PP No 38 Tahun 2011 pasal 27

tentang pencegahan pencemaran air sungai, Bapedalda sudah

memiliki wewenang dalam memberikan sanksi hukum kepada

badan usaha yang melakukan pelanggaran lingkungan. Hal ini

sesuai pada pasal 30 Perda No 3 Tahun 2006 mengenai sanksi

admlnistratif. Sanksi diberikan dalam bentuk surat teguran dan

dalam bentuk penutupan dan pencabutan izin usaha. Jadi

43
Ibid
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Bapedalda memiliki sebuah otoritas dalam menjaga lingkungan

sehingga para pelanggar akan berurusan langsung dengan

Bapedalda.

"Bapedalda diberikan legitimasi dan
kewenangan dalam memberikan sanksi-sanksi
kepada settiap badan usaha yang melakukan
pencemaran lingkungan. Sanksi diberikan
dengan diawali pemberian surat teguran dan
meminta pemilik badan usaha untuk melapor ke
Bapedalda agar mengkonjirmasi kegiatannya
dan melakukan perbaikan " ̂

Kewenangan yang dimiliki oleh Bapedalda adalah bisa

memberikan sanksi kepada pelanggar lingkungan. Hal ini sesum

SOP Penerapan Penegakan Hukum Lingkungan Bapedalda.

1. Pada awalnya Bapedalda menemukan kasus

pelangggaran hukum lingkungan.

2. Kemudian dilakukan mediasi dengan pihak

pelanggar untuk memperbaiki pembuangan

limbahnya

3. Bapedalda melakukan pembinaan dan saran untuk

memberikan solusi pembuangan limbah yang benar

dari kegiatan usaha tersebut

4. Bila melanggar maka sanksi-sanksi yang diberikan

melalui surat teguran pertama imtuk badan usaha

yang diindikasikan melakukan pencemaran

limbahnya, mereka diminta datang ke kantor

** Wawancara dengan ibu Yenny Lusia, SE M,Si (Kasubid Pengawasan & Pengendalian
Pencemaran Air,Tanah,dan Udara B^edalda Kota Padang), 17 Maret 2014

65



Bapedalda imtuk diberikan pengarahan pembuangan

limbah yang benar.

5. Apabila teguran tersebut masih dilakukan maka

Bapedalda selanjutnya melakukan penyegelan

bahkan penutupan sementara usaha mereka dengan

syarat harus melakukan perbaikan tata cara buang

air limbah yang benar sesuai Perda No 3 Tahun

2006 pasal 19 mengenai tata cara pembuangan air

limbah yang benar.

Pelafaanaan PP No 38 Tahon 2011 im dilaksanakan dengan balk
oleh Bapedalda seperti penyegelan Perusahaan UD Sumber Laut

yang lerletak di Jl. Tanah Beroyo No.32 Kelurahan Belakang

Taagsi, Padang Barat, disegel Bapedalda Kota Padang''^
Perusahaan yang bergenik di bidang pengolahan ikan segar itu
dinilai melakukan sejumlah pelangganm yang tidak mengikuti
kaidah pengelolaan lingkungan dengan balk diantaianya
pembuangan limbah yang meneemari sungai, tidak adanya ian
lingkungan seperti yang diatur dalam Penia No 3 Tahun 2006.
uerta teridentiiikasi melakukan pelangganm sistem pembuangan

limbah yang tidak sesuai IPL (Mn Pembuangan Limbah)
Namnn masalahnya adaiah wewenang ini hanya berlaku terhadap
badan usaha ataupun pahrik- pabrik yang memiliki sistem

43

htfp;/yhariai,singgaIang.co.imapedalda-segel-penisahaan-tidak-•peduU-lingkungan/

66



«s
Ibid

pembuangan limbah, namun untuk wewenang dalam

memberikan sanksi kepada masyarakat lunum bukan lagi

menjadi wilayah kega mereka

"Bapedalda har^a bisa memberikan
sanksi kepada setiap bentuk pelanggaran yang
dilakukan oleh limbah yang herasdl dari
kegiatan badan usaha seperti pabrik, bengkel,
rumah sakit yang membuang limbahnya ke
sungai, namun untuk masalah sampah sungai
itu bukan kewenangan Bapedalda lagi"^^

Dalam Perda No 3 Tahun 2006 momang tidak dijelaskao

mengenai sanksi terhadap masyarakat umum karena dalam Prada

tersebut fokus sanksi banya kepada badan usaha namun bukan

perorangan yaitu masyarakVat umum sehingga Bapedalda tidak

memiliki kewenagan. dalam memberikan sanksi kepada

masyarakat yang membuang sampah ke dalam sungai.

Tentunya permasalahan pencemaran sungai tidak banya

disebabkan oleh limbah pabrik saja, juga sampah yang berasal

dari perbuatan masyarakat yang membuang sampah secara

sembarangan ke dalam sungai. Namun sanksi kepada perbuatan

yang seperti ini sepertinya tidak begalan dengan baik, karena

lemahnya pengawasan terhadap hal yang seperti ini.
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5.1.2.4 FasUitas

Mengenai fasilitas dapat dikatakan Bapedalda sudah

memiliki kelengakapan penunjang dalam melaksanakan tugasnya

sebagai badan pengawas dan pemantau pencemaran lingkungan.

Dalam menunjang kineganya, Bapedalda memiliki fasilitas

pendukung untuk memperlancar keija nya. Dalam halaman

lampiran dapat dilihat fasilitas yang dimiliki Bapedalda sebagai

inventaris. Failitas ini terdiri dart kendaraan operasional,

prasarana keqa, seperti printer, LCD Monitor, Laptop, Komputer

serta sarana penunjang lain.

Tabel5.2

Jumlah Fasilitas Bapedalda Kota Padang

No. Nama Barang Jamlab (unit) Kondisi

1. Mobil Operasional 3 Baik

2. Sepeda motor 7 Baik

3. Komputer/ Laptop 7 Baik

4. Printer 14 Baik

5. AC 18 Baik

6. Genset/Stabilizer/Kompresor 4 Baik

7. Kursi kantor 62 Baik

8. Meja kantor 50 Baik

9. Telepon/faximile/camera 3 Baik

10. LCD Monitor/TV 5 Baik

11. Dispenser 2 Baik

12. Lemari 13 Baik

Sumber: dokumentasi Bapedalda 2013
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Selain itu juga Bapedalda memiliki laboratorium yang

berflingsi sebagai tempat melakukan penelitian terbadap sampel-

sampel yang diambil di lapangan untuk mengetahui apakah

sebuah badan usaba sudah melaksanakan AMDAL dengan baik

atau terbukti melakukan pelanggaran lingkungan, sesuai IFL atau

malah melebihi kadar pencemaran air sehingga mencemari mr

sungai.

Gambar 5.2 Laboratorium Bapedalda Kota Padang

Sumber: Dokumentasi Bapedalda Kota Padang 2013

Sumber: Dokumentasi Bapedalda Kola Padang 2013
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Gambar 5 J Mobil Operasional Bapedalda Kota Padang

1.

\

Sumber: Dokumentasi Bapedalda Kota Padang 2013

Berdasarkan tabe! 5.2 mengenai inventaris yang dimiliki Bapedalda ^

maka dapat disimpulkan bahw fasilitas yang dimiliki oleh Bapedalda

sudah sangat mencukupi untuk menimjang kineija staf-staf Bapedalda.

Kelengkapan fasilitas ini tentu mendukung dalam pelaksanaan kebijakan

pemerintah yang dilaksanakan oleh Bapedalda.

5.U Disposisi

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik,sikap

yang dimiliki oleh implementor kebijakan adalah seperti komitmen,

kejujuran, komunikatif, cerdik,dan sifat demokratis. Implementor yang

baik hams memiliki disposisi yang baik'*'. Menumt Edward III, hal-hal

penting yang perlu dicermati adalah Pengangkatan Birokrat dan Insentif.

47 Ismail Nawawi,Ioc.cit
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5.13.1 Pengangkatan Birokrat

Pengan^atan staf-staf yang bekega di Bapedalda

dilalnikan melalui tes CPNS karena Bapedalda merupakan salah

satu lembaga pemerintah resmi sehingga penerimaannya hams

melalui tahapan resmi karena staf-staf Bapedalda akan

mempunyai status seb^ai PNS yang gajinya diberikan oleh

pemerintah seperti lembaga pemerintah Imnnya

"para staf yang bekerja disini
merupakan orang-orang dengan latar
pendidikan yangjelas karenapara staf diangkat
melalui pengangkatan pegawai pemerintah
yaitu Pegawai Negeri Sipil, dan yang bekerja di
Bapedalda merupakan orang-orang yang
benar-benar memilifd kemampuan yang
dibutuhkan Bapedalda sehingga staf yang
bekerja adalah orang-orang yang diterima
dalam seleksipegawai negeri

Dengan sistem pengangkatan melalui seleksi penerimaan

pegawm negeri maka akan kecil kemungkinan te^adinya

praktek KKN sehingga dapat dikatakan hahwa para staf-staf

birokrat Bapedalda adalah orang-orang dengan kemampuan

yang bagus dan berkompeten.

Penempatan SDM yang sesuai dengan kemampuarmya tentu

akan menjadi suatu dampak positif karena tentu SDM yang

ditempatkan ini sudah mengerti dasar tanggimg jawab tugas

mereka saat bekeija.

Wawancara dengan ibu Yenny Lusia SE,M Si (Kasubid Pengawasan & Pengendalian
Pencemaran Air,Tanah,daQ Udara Bapedalda Kota Padang), 17 Maret 2014
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5.13Jt Insentif

Insentif merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah

dengan tujuan meningkatkan standar keija dan motivasi bagi

para impelementor kebijal^ agar bekeija lebih baik lagi.

Terkmt peneiitian ini, yang termasuk insentif adalah mencakup

gaji, tuojangan maupun bonus yang diterima oleh jajaran

pegawai Bapedalda Kota Padang terkmt pelaksanaan PP No 38

Tahun 2011 baik itu dari tingkatan insentif Kepala Dinas

hingga para staff dinas tersebut. Pemberian insentif yang

sesiuti dengan beban keija staf Bapedalda Kota Padang akan

berdampak pada keberhasilan pelaksanaan PP No 38 Tahun

2011 ini.

Namun menurut Bapedalda insentif yang dimaksud

adalah gaji serta fasilitas penunjang lain yang membantu

kenyamanan dan efisiensi kega.

"kami tidak melakukan pemberian
tips-tips ataupun bonus yang bersifat
pribadi, namun semua sudah termasuk
daJam dqfiar gaji sehagai PNS. Mungb'n
insentif yang dimaksud adalah fasilitas yang
kami milild di Bapedalda ini,
AC,Dispenser,TV sudah merupakan
penunjang hnerja kami disini

Wawancara dengan ibu Yenny Lusia SE,M Si (Kasubid Pengawasan & Pengendalian
Pencemaran Air,Tanah,dan Udara Bapedalda Kota Padang), 17 Maret 2014
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Berdasarkan penuturan infonnan Bapedalda, bahwa insentif

yang dimaksud berupa gaji dan fasilitas yang sudah dimiliki

oleh Bapedalda yang menumt Bapedalda sudah memberikan

efek positif dalam peningkatan kineija staf-staf Bapedalda,

Dengan kata lain tidak ada bentuk pungli ataupun bonus pribadi

yang diberikan olehpemerintah.

5.1.4 StnikturBirokrasi

Struktur biiokrasi adalah salah satu karakteristik orgaoisasi/ lembaga

yang secara langsiing akan mempengaruhi sebuah implementasi

kebijakan. Struktur birokrasi yang cenderung besar dan berbelit-belit

tentunya akan sulit memberikan pelayanau yang maksimal, sebaliknya

struktur birokrasi yang ramping dan efisien akan lebih mudah dan

mampu memberikan pelayanan yang lebih maksimal. Meskipim para

pelaksana kebijakan telah mengetahui apa yang dilakukan, telah

didukung oleh sumber daya yang mencukupi, dan memiliki keinginan

untuk melaksanakan sebuah kebijakan, tetapi pelaksanaan kebijakan

dapat saja dihambat oleh struktur oiganisasi pelaksana kebijakan

tersebut. Menurut Edwards HI, terdapat dua indikator dalam struktur

birokrasi yang mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan, yaitu

standard operating procedures (SOP) dan fragmentasi.
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5.1.4.1 Standard Operating Procedure (SOP)

Standar Operating Procedures / SOP dan Fragmentasi

(Pembagian Tugas) merupakan bagian dari struktur organisasi

yang ada. Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi

mempunyai peranan yang penting. Salah satu dan aspek struktur

organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standar

Operating Procedures / SOP) Fungsi SOP adalah menjadi

pedoman bagj setiap implementor dalam bertindak^".

Bapedalda memiliki SOP untuk melaksanakan

kerjanya agar dapat sesuai alur birokrasi yang ada. Terdapat

SOP Pengaduan Masyarakat, SOP Penegakan Hukum

Lingkungan, SOP Izin Lingkungan. SOP ini bertujuan agar

setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif.

Bapedalda memiliki prosedur tetap dalam
setiap tindakan yang berhubungan dengan
tugas Bapedalda sehingga setiap kasus
ataupun pelaksanaan tugas lingkungan
Bapedalda mengikuti SOP yang telah
disusuf^'

SOP yang telah disusun dilaksanakan oleh Bapedalda dalam

setiap jenis pelaksanaan tugas dan fungsi Bapedalda dalam

mengawasi lingkungan, seperti SOP Pengaduan masyarakat,

atau dalam penegakan hokum lingkungan.

Ibid him. 139

Wawancara dengan ibu Yenny Lusia SE,M Si (Kasubid Pengawasan & Pengendalian
Pencemaran Air,Tanah,dan Udara Bapedalda Kota Padang), 17 Maret 2014
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Gambar 5.3 SOP Pengaduan Masyarakat

Analisa laboratorium

Pengambilan sampel

Staf

Kepala Bidang
Pengkajian Dampak

Lingkungan

Koordinasi dengan

liu-ah/camat di lokasi

pengadiian masyarakat

Menentukan pemberian

sanksi bila terbukti

melanggar

Membuat laporan basil

pemeriksaan pengaduan

masyarakat

Mencatat informasi dari

camat/Iurah sesuai

pengaduan masyarakat

Kepala Sub Bidang

Peraturan Perundang-

Undangan

Tim laboratorium

Sumber: Dokumentasi SOP Bapedalda

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat SOP mengenai

pengaduan masyarakat, dimana Bapedalda akan melakukan

koordinasi dengan camat atau lurah setempat untuk meminta

izin dan bantuan serta mencatat hal-hal yang diperlukan dari

masyarakat, ataupun lurah/camat kemudian Bapedalda akan

melakukan analisa di Laboratorium terhadap sampel di lapangan

apakah basil pembuangan limbah memang mencemaii
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lingbingan atau tidak, bila postif maka Bapedalda akan

menyiapkan sanksi dan teguran kepada pihak yang dianggap

melaViikan penccmaran.

Gambar 5.4 SOP Penegakan Hukum Lingkungan

Menerima kasus

lingkungan
Kepala bidang pengawasan

lii^kungan

1 f

Melakukan

mediasi dengan
Bidang Penegakan Hukum

Melakukan

penelitian di

iapangan

Tim Laboratonum

Memberikan pembinaan kepada

pihak pelanggar imtuk memperbaiki
sistem pembuangan limbah

Bidang Tata

Bidang

Lingkungan

Melakukan penyegelan bila

pembinaan tidak berhasil
HilaVsanakan deogan baik

Bidang

Hukum

Sumber: Dokumentasi SOP Bapedalda

Dalam SOP Penegakan Hukum Lingkungan dapat dilibat bahwa

setiap kasus lingkungan akan diteinw oleh bidang pengawasn

lingkungan, yang kemudian nantinya akan diproses yang
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melibatkan tim laboratorium Bapedalda untuk memberikan

kepastian pelaoggaran hukum linkungan yang kemudian bila

memang teqadi pelanggaran maka Bidang penegakan hokum

fllfan menjatuhkan sanksi hukum lingkungan berupa teguran

atau bahkan penyegelan badan usaha.

5.1.4.2 Fragmentasi

Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab xmtuk

bidang kebijakan di antara beberapa unit organisasi yang lebih

kecil. Dalam pelaksanaan kineija nya Bapedalda sudah

melakukan pembagjan tanggung jawab dengan baik, hal ini

dapat dilihat seperti pada tabel 5.3 dan tabel 5.4 sebelumnya

SOP Pengaduan Masyarakat dan SOP Penegakan Hukum

T.itigkiingan sebelumnya dimana dapat dilihat adanya

penyebaran tugas dan tanggung Jawab antar bidai^ keg a dalam

melaksanakan sebuah Standar Operasi Prosedur. Antar bidang

ini saling memberikan kontribusi dalam menyelesaikan suatu

masalah yang ditemukan oleh Bapedalda sehingga dapat

dihasilkan sebuah keputusan yang tepat sesuai perundang-

undangan yang berlaku.

Namun peimasalahan lain yang ditemukan adalah

tidak adanya koordinasi antar lembaga pemerintah terkait dalam

melaksaimkan PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai ini yakni
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antara Bapedalda dengan Dinas Kebersihan ataupun dengan

Dinas PU karena ketidak jelasan komunikasl kebijakan yang

ditujukan pada lembaga yang terkait dengan pencemaran

sampah sungai tersebut. Dalam pelaksanaan tugas nya masing-

masing bergerak sendiri sehingga bila ditemukan masalah yang

memerlukan keijasama semua instansi maka yang teqadi adalah

pelemparan tanggimg jawab sehingga menunjukkan bahwa tidak

adanya keqasama dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Tabel 5.3

Faktor-Faktor Krusial dalam Implementasi PP No 38 Tahnn 2011

Tentang Sungai di Kota Padang

No. Faktor-Faktor

Implementasi

1.

3.

Komunikasi

Somber Daya

Disposisi

Faktor Pendukung Faktor Pengbambat

Transmisi sudah dilakukan

dengan baik, Hal ini
didasarkan pada

diterbitkannya peraturan di
tingkat daerah sehingga
lembaga terkait bisa

melakukan tugasnya sesuai
tugas pokok dan fungsinya

Staff dan fasilitas teiah

lengkap dan memadai

Pengangkatan staf sesua!
pengangkatmi resmi

pemerintah melalui tes

Ketidak jelasan mengenai
pelaksana khusus dalam

mengawasi dan menangani
masalah sampah sungai

selain limbah yang berasal
darl pabrik dan badan usaha

seperti yang diatur pada
PerdaNo 3 Tahun 2006

Wewenang dalam

memberikan saoksi kepada
masyarakat umum selain
kepada badan usaha dan

pabrik tidak dijelaskan dalam
PerdaNo 3 Tahun 2006

Tidak adanya tanggung

jawab dalam mengatasi
masalah sampah sungai

78



CPNS

4. Straktur

Birokrasi

Adanya SOP yang jelas

dalam setiap tugas

karena dalam Perda No 3

Tahun 2006 hanya mengatur

pemantauan terhadap badan
usaha dan limbab yang

bersifat cair namun tidak

menjelaskan mengenai
tanggung jawab Bapedalda
dalam menangani masalah

sampah sungai yang ikut
menjadi sumber pencemar air

sungai

Tidak adanya keijasama dan

koordinasi antar lembaga

pemerintah dalam menangani
permasaiahan sungat karena
untuk mengatasi masalah
yang bertiubungan dengan
sungai melibatkan banyak

instansi dan lembaga

pemerintah

Sumber: Hasil olahan peneliti 2014
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BAB VI

KESIMPUIAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulao

Walaupun Bapedalda sudah melakukan tugasnya dengan baik, lalu kenapa

lingkungan masih saja mengalaini pencemaran? Dalam hal ini adalah pencemaran

sungai. Pemberian sanksi yang tegas juga sudah dibeiikan bagi para pelanggar

lingkungan. Namun tetap saja teqadi pencemaran. Penelitian ini bertujuan untuk

mendeskripsikan Implementasi PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai di Kota

Padang. Berdasarkan uraian hasU penelitian berupa wawancara peneliti dengan

informan, dokumentasi, dan pengamatan peneliti di lapangan terkait Implementasi

PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai serta pembahasan mengenai permasalahan

dikaitkan dengan teori Edwards HI, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi

PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai di Kota Padang belum beqalan dengan

baik. Hal ini kaiena ada beberapa variabel yang tidak terlaksana dengan baik,

1. Komunikasi

Ketidakjelasan aturan yang mengatur mengenai permasalahan

sumber pencemaran simgai selain limbah pabrik yaitu sampah tidak diatur

dalam PP No 38 Tahun 2011 dan Perda No 3 Tahun 2006 sehingga teijadi

ketidalqelasan tanggung j awab terhadap penanganan masdah pengelolaan

pencemaran sungm ini yang disebabkan oleh limbah yang berasal dan

sampah selain limbah yang berasal dari pabrik dan badan usaha.

80



Satu hal yang ditekankan oleh B^edalda adalah bahwa mereka

hanya bertanggung jawab terhadap pencemaran yang berasal dari limbah

bangunan yang bempa badan usaha, dan limbahnya yang bersifat cair

sesuai pasal 1 Perda No 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air dan

Pengendalian Pencemaran Air. Maksudnya adalah bahwa limbah-limbah

yang diawasi oleh Bapedalda ini adalah limbah yang menipakan

pembuangan dari kegiatan usaha seperti pabrik-pabrik yang memproduksi

bahan mentah, mengolahnya dan kemudian membuang ampas nya ke

sungai, limbah-limbah ini berbentuk cair namun tidak mengatur mengenai

penanganan limbah yang berasal dari sampah yang dibuang ke dalam

sungai. Jadi permasalahan masih tegadinya pencemaran sungai adalah

karena salah satunya tidak adanya peraturan yang jelas mengatur tentang

pengelolaan limbah sungai yang berasal dari sampah tersebut.

2. SumberDaya

Bapedalda melakukan pengawasan terhadap badan-badan usaha

yang membuang limbahnya ke dalam sungai. Seperti pabrik-pabrik,

rumah sakit, ben^el, atau rumah makan. Limbah- limbah yang

mengandung zat kimia inilah yang menjadi perhatian Bapedalda. Zat- zat

seperti pestisida yang dibuang oleh pabrik karet, zat- zat kimia yang

berasal dari rumah sakit atau zat-zat sisa pembakaran seperti oli- oli

kendaraan, bensin, minyak tanah, yang dibuang oleh pemilik badan usaha

tanpa memperhatikan lingkungan sungai, maka Bapedalda melakukan
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tugasnya dengan memberikan teguran, sanksi dan hukuman kepada

pelanggar agar menjadi efek jera sehingga mereka lebih memperhatikan

pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan usaha mereka.

Hal ini sesuai dengan Perda No 3 Tahun 2006 Tentang

Pengendalian Pencemaran Air yang terdapat pada pasal 11 mengenai

wewenang dimana pencegahan pencemaran air sungai dilakukan dengan

melakukan pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.

Dalam variabel Sumber Daya, fektor staf, wewenang, serta fasilitas yang

H.-milki oleh Bapedalda sudah bisa dikatakan terlaksana dengan baik

sesuai tupoksi dan tanggung jawab Bapedalda. Namun terbatasnya

kewenangan Bapedalda adalah menyaugkut pencemaran lingkungan yang

bersifat kimia, jadi untuk masalah sampah yang menceman sungai,

Bapedalda tidak dapat melakukan pengawasan dan pengendalian sungai

karena alasan kewenangan tersebut. Walaupun begitu secara keseluruhan

variabel sumber daya sudah terlaksana dengan bmk.

3. Disposisi

Peneliti menemukan bukti bahwa ketidak jelasan siapa yang

bertanggung jawab dalam mengurus masalah pencemaran sungai yang

disebabkan oleh sampah sungai ini karena pada PP No 38 Tahun 2011

tidak mengatur dengan jelas siapa yang bertanggung jawab dalam

melaksanakan PP tersebut, sehingga tidak ada instansi yang metasa

bertanggung jawab dalam mengatasi pencemaran sungai di Kota Padang
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yang disebabkan oleh limbah yang berasal dari sampah yang (Mbuang ke

dalam sungai. Bapedalda sendiri mengat^an bahwa tanggung jawab

mereka adalah limbah simgai yang berasal dari pabrik-pabrik. Hal ini

menunjukkan bahwa tidak adanya kejelasan siapa yang sebenamya

bertanggung jawab dalam mengatasi masalah penyebab pencemaran ak

selain limbah yaitu sampah sungai ini, karena sesuai PP No 38 Tahun

2011 dan Perda No 3 Tahun 2006 tidak dijelaskan bagaimana penanganan

bahan pencemar sungai selain limbah yaitu sampah.

4. Struktur Birokrasi

SOP yang dimilki oleh Bapedalda dapat dikatakan sudah baik namun

permasalahannya adalah koordinasi antar instansi dan tidak adanya

keqasama antar lembaga pemerintah menunjukkan bahwa fragmentasi

kebijakan tidak beijalan dengan baik sehingga permasalahan yang

harusnya bisa diselesaikan bersama-sama menjadi terhambat karena

adanya batasan wewenang masmg-masing lembaga. Masing-masing

lembaga bergerak dalam lingkungan dan kewenangan masing-masing.

Sehingga keijasama yang harusnya dilakukan tidak terlaksana dengan

baik. Dalam PP No 38 Tahun 2011 tidak dijelaskan instansi mana saja

yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan

tersebut.

Kemungkinan lain adalah sikap masyarakat lah yang menjadi penyebab

pencemaran ini. Kita tahu bagaimana sebagian masyarakat kita berprilaku
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membuang sampah sembarangan tanpa memperhatikan lingkungan nya,

baik dijalan, di sungai, danau, hal ini tentu nya membutuhkan kesadaran

bersama dalam mengatasinya. Pemerintah sudah menyediakan sar^a dan

prasarana yang baik, juga sosialisasi kepada masyarakat juga sudah

diberikan, namun bila semua itu tidak diindahkan maka tentunya

masyarakat tdta lah yang memang tidak menyadari pentingaya menjaga

lingkungan.

6.2 Saran

Berdasarkan penjabaran diatas terdapat 2 Badan pemerintah yang

seharusnya bertanggung jawab atas pencemaran sungai ini yaitu Bapedalda

dan Dinas Kebersihan. Bapedalda sebagai pengawas dan pengeodali

pencemaran sungai mempunyai tugas mengawasi limbah bahan pencemar

sungai, dan Dinas Kebersihan menjaga kebersihan dari sampah- sampah yang

dibuang tidak pada tempatnya termasuk ke dalam sungai. Masmg-masmg

lembaga ini sudah melakukan tugasnya masing-masmg dengan baik. Namun

tetap saja pennasalahan pencemaran sungai ini masih teqadi. Hal yang perlu

dilakukan adalah terjalinnya keqasama dan koordinasi berkesinambungan

karena lembaga-lembaga ini sebenamya memiliki kaitan karena sama-sama

bertugas imtuk menjaga lingkungan.

Maka dari itu, pentingnya raengajarkan tentang pengelolaan

Ungkungan memang sebaiknya dilakukan sejak dini agar generasi mendatang

lebih baik dari sekarang. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah
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sudah dilaksanakannya program Adiwiyata di sekolah-sekolah, hal ini

bertujuan mengajarkan kepada para generasi muda untuk lebih

memperhatikan kebersihan dan keasrian lingkungan. Untuk masyarakat

penyadaian dilakukan dengan memberikaa sosialisasL secara intens agar

masyarakat dapat lebih menyadari pentingnya menjaga lingkungan.

Pemasangan papan-papan pengumuman dan himbauan untuk menjaga

lingkungan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan

kita. Namun sekarang semua hanya bisa dilakukan secara perlahan-lahan

karena sebuah kebiasaan baik jelek nya tidak akan mudah berubah dan perlu

banyak waktu imtuk merubahnya.
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Pedoman Wawancara

Instansi: Bapedalda

L Komunikasi

a. Transmisi:

-  Adakah Peraturan Daerah yang diterbitkan pemerintah dari PP No 38 Tahun

2011 Tentang-sungai ini?

-  Apakah Bapedalda sudah memberikan sosialisasi mengenai kebijakan untuk

tidak mencemari sungai kepada raasyarakat khususnya kepada industri-

industri atau pabrik-pabrik yang. terdapat di sekitar aliran sungai di Kota

Padang?

-  Bagaimana koordinasi Bapedalda dalam mengatasi masalah pencemaran

sungai ini?

b. Clarity (kejelasan)

-  Apakah kebijakan yang diahsilkan oleh pemerintah sudah dimengerti danjelas

untuk dilaksanakan oleh Bapedalda?

c. Konsistensi

-  Bagaimana sikap Bapedalda dalam melaksanakan kebijakan yang sudah

dilimpahkan dan komitmen untuk melaksanakannya?

2. SumberDaya

a. Staff Anggaran/ Fasilitas

-  Apakah Bapedalda sudah memiliki staf yang. lengkap dan kompeten sesuai

bidang keijanya masing-masing?

-  Apakah sudah memenuhi kebutuhan setiap fasilitas pendukung Bapedalda?



b. Informasi

-  Bagaimana staf-staf Bapedalda mengetahui ap yang menjadi tugas mereka dan

bagaimana mereka melaksanakaimya?

c. Wewenang

-  Apakah Bapedalda memiliki wewenang dalam memberikan sanksi kepada

pelanggar peraturan yang telah dibuat pemerintah?

-  Apakah Bapedalda memiliki wewenang, dalam mengembangkan peraturan ini

sehingga sesuai dengan kondisi di lapangan?

3. Disposisi (Sikap pelaksana)

a. Pengangkatan birokrat

-  -bagaimana sikap Bapedalda dalam melihat pencemaran sungai ini?

-  Adakah upaya yang dilakukan?

b. Insentif

-  Adakah hal-hal yang berhubungan dengan insentif menjadi penunjang kineija?

4. Strukur Birokrasi

a. SOPs

-  Apakah Bapedalda memiliki SOPs agar kineija Bapedalda tidak keluar dari

tanggungjawabnya?

b. Fragmentasi/Koordinasi

-  Apakah antar instansi baik didalam internal Bapedalda atau pun antar instansi

lain melakukan koordinasi dan keijasama dalam melaksanakan keijanya?



8TRUKTUR ORGANISASf BAPEDAU>A KOTA PADANG

PSRATURAN DA£HAH KOTA PADANG NOMOR17 TAKUN 200B

KCPAWA

Or.H.edlH«yBil.liW
NIP. 19000191 198802 1 001
Sol rv^ 69 ttiHl SMttbOl

r
lUptkUPT LibontarlwiB

Unglunotn HMup
NrtnlsALIUi

HiP. 1971021) 200003 3 002

OdDM,02f«r«ie. PmP

K*b*0TR»Uw&8gPT9
tndlinttsST

ND. 19800929201001lOlO

Caia/btSlTinOiBinli

AfTrtdf-vfl

HlP. 1W0T3319)803 1 010
GcHat. 8kUX

MMtlCisn»a.AUd

MP. 19810339 20003 2 CD1

Ritnwiga, 6. 6m

NiP. 190H918190T03 2001

9ol^lV.e, 91 eopel

RlttruinMhft,&9
MTP.«

6o(.«,61 H(n»

BSdYiAiMFiJrt
Ul?.»

QoInOMK

KEPALAaiDANO

PfngjtSR UipltflRpw
Dn. 8yi6«RM8Mih
1070113810900)1001

QoitVk. 61 Skmn

X

ICEPALAttDWQ

Peegswiisidei PwflwidiOe
Ir. Htiflxoa. HAI

NP. 18600808 16860) 1 001

QGl.lVA,e*nuU>9k

OeKRfTAPsa

Dm, BBlai PufralMl. USl

NlP. 197CD69410H03 1 01

Qii(Vh,a2

KepdeSVb
UCBUB)

DM.2<rM«

NIP. 19840894 188001 8 009

QbL DM, 61 8e«W P^

ZMnw

MP. 1889081110880) 1 Cce
om un, 6I.TA

hanOfl Aotftndl

NP. 1BT60T023009011 CM
act tlk. 9LTA

Kepele6ubBeglin
K«W81>06B

AfflM.8E.IA8l

NP. 1666012D 10940) 1 C06

OcCnV&B3MnN*9tn

YmAAAIO

NP. 10670730 2011011 002
OcCHtePSAwftre

hratcvwifl

NP. 10790819 291001 2 CO

edlVASLTA

UMten

NP. 19880719 3010011 004

Oeini8,81.TA

tWtA<96«m6U
KtP, 1)7797303001121005

Gal BVO^lAMittJHl

fflnlOiMia 98

Nip. 10710427 1988033 804

Qoi iriA, SI BwwN

PatMleni, 6.aM
NiP.188803?11080013 01

OelllA.91 6«>P6l

OadAdntn

KIP.12700736300011009

C4Q/%$ITA

WVy«na.AUO
NP. 10780934 200032 01

QallM.03

KEPAIA61DANQ

Pangkipan Dampak Ungkunovi
DmBvdl Wnan

WP. 1960040 18860) 1003

del ̂ 4, 61 Oiedep

KEPALABIDMO

PiooeiRbiftflw KamuaOtMldan
Kalembaguc Ueplmoan
t. HaafHrtn. 9?ti IL91

NtP. 197802D9 18980) 2 000

dot HUE. 62Lko A

X

Kap«1i6(l8 e3d»0
Pafatuno Parood®^

IPidangM
HJ.6refrtdlV«itl.6ri,HU

UP. 10609391N)03 003
OeitV/i.0W®«jMM8

Kapda Ouoeidtrtf
PanagMMHulBOB

VuO«aml,6H
NP, 1050701 18940 3 CO

OelliM.61 Hukum

KapaU sub Bbno
Pflnoavaaan dan T'aflflMdan®
PaneaiMnn Air.TiMfi 4Vdira

Tend UialA6e.liL8l
NP. 166701019940 3 09

del IV/B, 83 On Ungt

P]. Kappa Sub BIdifia
P«(ig«iraaan dn PangandaAn

UaQlBtfion
tfidaabi 6 ̂antaUinafi

AtfwOi Pulrl. ST. USI
NP. 19920912 3009013 0O4
OA W/bi 0 Pawe Panb

1

KapalaSuD Bldang MpalaSuSBWino
KdltfiAMSAL dan Tatadan Bina

UKUUPL Uasdufien

b. Enim SyaMadl Dia.laaryDacraa.IL6l
HP. 1865000189301 04 NP. i801222 19B3D) 1 009

OA DM. 61 Patamian OA (V/a. 0 Dm

IvnaA.SM
NP. 1010404 inn) 1 004

3ei IVA, 61 Hulrsffl

TQNaiBa, 9.9m
HP. 1860719100130(6

aeilUrs.61MfflNnV8

NvrtAEh
HP. 18641304 1804032003

OA nw, 61 Hutain

$«nhiar.6Pd
NP. 1867070730801 2009

OA DVa 61 P«id Bb

fMd 8yulfl 6.81
NP. 1980113 2010011008

Ool (»/A 61 Plafta

PMid F««m,», Uh
NP. 198304260101 1017

Oelll(A.61 KuKum

. Rid Ana VoA 8T

NP. 19S2O433S00 4 2004

GolinA. 61TiWkU(6h

TuifWBP.dH

NP. 1270808200801 200

OAOVa. SIHtfum

Kapali SuA BMwo
F^oambtfisan

RamuBJAaalUngksAoaa
EMbd.aH

NP. 10800)011981011Q01
Qd. DM. 61 HiAum

Tepb EMPun, 6H
NP, 1893003 200901 1003

OcL lin 61 Hutorm

RapalaOub Bka^
PvnytiiiAanpaiiXalasOaoaaA

UfiQlunoa
H.Artyad.6JM.8LBI

NP. 196072810QO91 01
Oel IVk, 82 EMnmPan«.

6me*ia.83M
NP. 19U1IS 199402094

Oallin BiBotn

UNMreM.6E
HP. 10790802010O13 091

OA IVa. 61 EkOAOfN

PaHnrKM Auflyi. 663

NP. 18840413 3011D13 003

^imSIKHna

PaMno, Uamitfl39i4
KaMk Sipaddda feti PadBSQ

K9. loeaoul 190021 (01



BUKUINVENTARIS BARANG

TAHUN2013

reopiNsi

KOTA

UNtT

SATUANKEfUA

SUMATZKABAHAT

FAOAKG

BAFEDALDA KOTAFADAKQ

BAFESALOA KOTAFADANO

Modd

tte.

;IVi

:KODELOKASI; IBM.10.I6.III

NOMOR SpCSlfil^SlBSTBlg Aal/Cn

pHotium

Bang

Tebim

PettiehB

Befog
/Kcenntkd^,

S?.D)

5d«.

TUMLAH

KcL

Unft KfidflBsBag Registff Msk/'^
KfrSotiGktf/HoPaMc/

Qaua /KaMeao

Basig<B»
Beang Herga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 13 14 IS

01 TANAH

n FEEALATANDANMESm

0101 AUT-AIATBESAR

0102 AUT.AlATAKClOJr

1 03 03 01 02 04 OQOl hGooBua boauKdenglcBpto SczoU AFVVAM CX1500CC MHYQON41V7;«154938 2eA ' DPA 20O7 VbH Bdk 1 164A50,000
BA 1748 AS

2 02 03 01 03 04 0002 McUlMBsbua tooviE MKFXW41007002303 Boi Hibtb 2007 Veil Bdk 1 166,430.000 BA27A

3 02 03 01 02 04 0003 McUMnbia H3a MR0F2292Bt625431 B«si DAK 2011 (Aut Bdk I 32?.OB5jXn BA8090B

JUMLAB ALAT^ALATANQCUTAN •KEraURAANRODAEMFAT 4(EMPAT) 657,96&900

1 02 03 01 05 01 OOOl 5«p«dsMetDf SusstiFDllO
MR8FD110XU72l9i77B

100.1D732C47
Best Kibeb 2001 IMt Baik 1 iiooo.ooo BA6914AQ

2 02 03 01 0$ 01 0002 Sepe^Mocer Sttrolo
UH8rDU5X6J7l794&T4

03.E^788425
Bed AFBD 200$ tJait Bdk 1 11424.494 8A32I9AQ

a 02 03 01 0$ 01 0003 SffpedaMcttr HaxisSi^nX
MUIJBI11X7X024125/

1B01E-10ZS372
&«d HibA 2007 VoA 1 11721^00 BA7920JR

4 02 03 01 05 01 0004 SepedaMm Kooda MHUBOl139X103049 Bed DPA 2009 Udl Bdk 1 14,701000
BA?6$i;r

5 02 03 01 05 01 0005 ScpcdaMttor SiKtio MH88B4DFA9;75]ni Bed PAK 2009 ttaH Bdk I 14,960.000
BA7663JT

6 02 03 01 05 01 0006 Sepedt Motor Sosdd M)f8Be4DPA9;6989n Bed DAK 2009 (M Bdk I 14.960,000
BA7663n

7 03 03 01 05 01 0007 ScfedaMotor SoBiIb SJgrwgVO MHS^eBAAA3720 Bel DPA 2010 Unit J 14,600.000
BA772in

JUMLAH AUT-ALATANCKOTAN .lS?n3AaAANR0BADtIA 3( DUA ) 91373.994

0103 ALAT-ALATBENGKEL Mi

ALATUKUE

0104 ALAT^UATFEATANIAW

PEnWAKAK



KOMOK 1 Spesi&kasi Barmg AoJ/Ctfi
Talan

Patriebao

f  Rwwi
lUMLAH

Um KedeBnos Register Kun^eals Bsans Mak/Tnw
NaScniQai/NuPabrik/

No. QiBsss/No. Meu

Bahto Pei^lckaD

Burn
/KMsmjbi(P,

SP.D)
B«tn|(B,
KB,RB} Banpg H&rgi

Ka.

\ 2 3 4 5 i 7 8 9 10 11 12 13 14 15

02.05 ALAT-ALATKAHTOl^ DAN

RUNUHTAKGGA

I 02 06 03 06 13 0001 WlnCes JBRoonic vfx-mcM BMeul APBonn 1999 Ihit Erik I 750.000UMUM

i 02 06 03 04 03 0001 ACSpUi UFk Boi APBDnn 2001 Uoii
Rusak

RIflgag I 1,500.000 PK21.

i « 06 OJ 04 01 0001 LeeieriBcsi 'ieatB Deri APBonn 2003 1^
Kuug
Bdk

I 1,000.000 R DATA PEDAL

4 02 06 02 01 43 0001^4 Tub/M4I4 KCQI LM lySNro Kayu APBOTkn 2003 Unit Baik 24
7 UMUM. 4 PL. 4 PEDAL. 3
WA50AL.5PK2L,] KEU

5 02 06 02 01 31 0001-0014 ICuRiK^'Staf tryu/BiBi APBDTkD 3003 Umt Bdk 14 1,000.000
4 UMUM. 1 PL. 3 PEDAL.3
WA50AL.3KEU

6 02 06 01 04 01 00014006 FlUfigkabifiet Jes/MiaOBg Bcri APSOTVa 2005 Uot Bdk 4.000.0CO
2UMUM.2PEOAL. 1

WASDAL, IPK2L,

7 03 06 03 05 02 0001 LCDP(0>i5a£r BesQ Bol APBonn 3005 Uoit Bdk 1 19,925,000 UMUM

% 02 06 01 04 01 0002 L^sefi B'Ti fieri APBonn 2005 Udl Bdk 1 2,500.000 Usua

9 03 06 02 01 01 00014002 LenmBulfa/Pustaki 2 PianKm/3 PionKm Ks)^ ATBDTkn 2005 Uiit Bdk 3 4.000.000 RDATA

10 03 06 03 03 03 OOOJ Primer Bpaca LQ.2130 Mori CPA 3006 tloit Bdk I 8.000.000 UMUM

It 02 06 04 01 04 0025 eXCECUTIF/BlRO CPA 2006 Baik 1 7.943.000 R.TAMU

i2 02 06 M 03 04 0015 KuniK^lA Hiwfwv tlPA 2006 UbU Bdk 1 7.943,DOO PK2L

13 02 06 04 01 05 OOQ26-OO30 KeijftBiro/Ess 0] IB'is Ki^ APBDnn 2006 Unit Bdk 5 B.250,000
2RAPAT.I SE)3t£.l
PEDAL. 1 WASDAL

14 02 06 04 03 05 00164C19 KtnlPutB/EsalE SandBjaa ApBona 2006 Uiil Baik 4 4,911,501 PL. PEDAL, WASDAL,PK2L

IS 02 06 02 04 04 0002 AC Split Pbbubjs UPK Metri DPA 2007 Uut Bdk 1 7450.000 UMUM

16 02 06 03 04 04 0003 ACSplit pBOBSOQlC 2PK Meul CPA 2007 Unit Bdk 1 1,650.000 PEDAL

17 02 06 02 06 39 OOOl DupoBcr ModcflS
AffPnas.£bDmgh

Nenul
Mori DPA 2007 Uul Bdk 1 1.495,000 RDATA

11 03 06 03 05 03 0001 KMspmzrjnloUfaBa59 P1V300
-

Mul I»A 2007 Paka Bdk 1 8,500.000 UMUM

19 02 06 03 05 03 0002-0003 PiatsLae\^ HP 1020
-

Fiber DPA 2007 Urit Bft» 5.000.000 UMUM.PQL

20 02 06 03 05 10 0001 UPSICA cievB •
Metal DPA 2007 Bdk 1 1.450.000 UMUM

21 03 06 03 05 03 0004 Priattrl^smja HP 1030 Mad DPA 2007 Ihil Bsik I 2,230.000 WASDAL

22 tJ2 06 03 02 03 0001 SoK Soek dffiKetafigk^an Toshibt AUdCkndw Mexd DPA 20C7 Uott
Roaok

riaeut
1 12.925,000 KEUCRR)

23 03 06 0! 04 03 0001 RflkKsys Uikil Kiyq DPA 2007 Uul Bdk 2 490,000 KEU

34 02 06 04 01 09 0031-0034 MgB Kajs StftT Kiyu ICbtb 2007 Unit Bdk 4 3.168,000
1 UMUM, 1 PL, 1 PEDAL. I
KEU

IS Q1 06 04 03 06 0020-0031 KurdKiaibia'Kudsid KunipulB BcaVBusa Kibali 2007 Uret Bdk 2 U3$.]80 1UMUM.IPL

1 03 06 04 03 09 M22-0(S1 KtfSlStBf/FApat Fucn Mod/Busa HlbA 2007 Ubl Bdk 10 2,650.730 R RAP AT



KOMOR SpeiifikelBotng AnJ/Caa
Tabm

Paotiiao

UaraBanag
JUMLAH

Uut KodsBancg Resiflff Nun/JouBBntng Msk/l>Ti9
KaScrttQaS/NoPdvik/

No. Qtassis/Na Mcao Banog
/KeBS9ukd(P»

SP.D)
Sstua Bwig9<

XB.RB) Baittg Karga
Xal

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 J] 12 13 14 15

27 02 00 02 06 03 00014002 TV Meal DPA vxn Uoit Bab 2 4,900^0 UNfljM.LABOR

21 02 06 02 04 04 00044006 AC SpfitLfbcntoian Pvu»6eUPK Meal DAK 200B Holt Bsik 3 1M09^0 2LAB0R.1 KEU

29 02 06 02 04 04 00074015 iCSplUUbontcritf& ?snneDiQ 1PX hiad DAK 200B Urn Bsik 1 36,520400 1LABOR

» 02 06 0! 04 12 00034005
Umolbisa pakaiItea dq»en
fUbcntonam)

IM Kayt^Kaea DAK 2001 Unit Bab 3 7,755.000 LABOR

31 02 06 01 04 04 00074010 kahiBa4 bdlop Ifiborserius TO? Besi DAK 200B llqjl Bab 4 7,700,000 LABOR

32 02 06 03 05 10 0002 iBfjiuaai HP/Cen2Dw Ccn2Duo Mcol DPA 200B Voil Bab 1 17,400,000mj

33 02 06 03 03 03 0004 fritter KP1020 Mnal DPA 2003 VCDl Bab I 2,100,000 mAL

34 02 06 03 05 03 0005 Pnotff HPPlOU Metal DPA 2001 Dot Bab I 2,500,000 KEU

02 06 03 02 03 0002 ^4c49Bookdsn roah2b«L3n*L301 Fiber DPA 2001 tviir Bab 1 16,000400 LABOR

36 02 06 02 01 31 00324036 KmiKedsKnubid Kunlptflar BnVBuaa DPA 2O08 IbiL Bab S 3,150,000 t, PL,2 POiAL,2 WASDAJ.

37 02 06 03 05 02 0003 McsurPtspliyKopoer LCD ION IS" Metal DPA 2003 Vast fi«b 1 2,250,000 KEU

31 02 06 01 04 12 00064007 AlmsriKecs (L<bontaiom) Lc^ DAK 2009 UrA Bab 2 1,900.000 LABOR

39 02 06 02 06 39 0002 Dispsistf PlasUk DAK 2009 VtLi Bob 1 I500.000 UBOR

40 02 06 01 04 04 0011 riliflsRabfBet Fmti Bea DPA 2009 Unh Bab J 2,500,000 PL

41 02 06 03 06 50 00014002 leadoiSni csetal DAK 2009 Doit Baik 2 550400 LABW

42 02 06 02 04 06 00014005 KipuAogb Thggi Fibcf DPA 2009 Umt Bab 5 2,416,665
SEKRE, PUWASD AL. PK2U

RDATA

43 02 06 03 02 01 0004 RoopoUr/PC Udal CorelDoo B/Metal DAK 2009 IMt Bab 1 7,975,000 LABOR

44 02 06 03 09 03 0006 Prira KPCetorL«0iaCP13]5 Fiber DAK 2009 Unit Bab 1 4,153,000 UMUM

iS 02 06 03 05 10 0007 Printer*Seller HPF2227 DAK 2009 Dfflt
Roaak

Rio^
1 2>75,000 WASDAL

46 02 06 03 02 03 0OD34OO4 Upup TeaiabsM BOOS 334 Mdal DAK 2009 UDtl Bab 2 37,026.000 WASDALPK2L

47 02 06 01 04 01 0003 AlBUri/LaMriBei Fiesta Bal DPA 2009 tkil Bab k 3,500.000 Umum

41 02 06 02 01 02 0001 Rak/l/tBsrlfiulcD Kiya/4PiQtDKBeJ &yQ DPA 2009 Usil Bab 1 3AOO,000 RDATA

49 02 06 04 01 09 00354031 MqsKcqaSUf Kayo Kayo DPA 3009 Ua! Bab 4 4.760,000 lPi;2L.3K£U

iO 02 06 04 01 OS 0039 M^BKe^Knbid^llI Rayti Kayn DPA 2009 Unii Bab 1 2,490400 PK2L

51 02 06 04 01 06 0040 McjiKoj&Kasvbtd Kayo Rayu DPA 2009 Uoft Bab I 1910.000 IKABIDPL

52 02 06 04 03 09 00374039 tOirvKejaSttf Kaya DPA 2009 UdU Bab 3 2.400400 IPL.2PK2L

53 QZ 06 04 03 05 0040 KmiXajakabid/En dl Kdfsipsttf Kqv DPA 2009 Bab 1  1 1^00,000 1E3CRETAR13



KOMOR SpcbOxuBffos
Aad/Can T^IHf

PerdAa

IftunsBanoi
/KflastriilcdCP.

5P.D)

JUMLAH

tins KedsBmg KmaOoaBtfeas hbk/t)pe
MaSstiUkat/KaPabrik/

Qlfi3Si9/Ko. MeSD

PeroUso

BSRSg
Smus BanojC^

KB.RB) Beraaj Hsr^a
Kd. '

J 2 3 4 5 6 7 1 9 10 11 12 13 14 13

54 02 06 04 03 06 0041 Cini Koja ElauU5 Cufsl ptftir Bus^Sdi DPA 2009 Uait Ddk 1 1000,000 PK2L

55 03 06 04 02 14 0001.0035 Slqt, Kti^Rak dnMqaKeapvtsS ^HteelF230»FuwiSaaa BumM DAK 2009 Udk Ba& u.nj.000 LABOK

56 01 06 02 01 31 0041.0043 MqaKflji (L^OTtGrittm) Kiyu DAK 2009 ' ttul 3 4je(uioo LABOR

57 02 06 02 01 4S 00424044 KuniKfi^ (l^ntcnnsl IM DAK 2009 Uoik Baik 3 MOOJWO LABOR

5S 02 06 01 02 11 00014I002 MensKitufis 3ada l2 0;i|U Ftto DAK 2009 Bdk 2 600,000 LABOR

59 03 06 01 05 40 00014004 PipsB^olfytun IM DAK 2009 Udt Beik 1 1.400.000 LABOR

60 02 06 03 05 10 0002 OKI'AVR15000 Bcssf/Bciodi DAK 2009 tint Baik 1 7J7S.000 LABOR

61 02 06 02 07 16 00014005 rBbunjPosadsa KebekraOkg Bad DAK 3009 Umt Bdk i 4.]OOJ)OC LABOR

62 02 06 02 01 61 0001 Toili Lekal Bad DAK 2009 Ptka Bdk 1 3100.000 LABOR

63 02 06 03 05 10 0003 UFS/Subte tCAAOOOVA Had DAK 3009 Bdk I 7,930,000 LABOR

64 02 06 01 OS 10 0001 WfartsBovd 1^1 Hkt DAK 2009 KM Biik 1 930.009 LABOR

65 02 06 03 05 03 0008 Priour KPPICI06 Fte L9A 2009 Uiit
Rusak

Rlflga
1 ZJXKMWO PL

66 02 06 04 06 06 0001 iCtffi)4aMejtTou Hibah 2009 Set Balk I 4,300.000 R.TAMU

67 02 06 02 04 04 OOI640I7 /tCSfdS AUX2PK Metd DPA 2010 DoS
ftrf A

H+flcn
3 iJAioaooo IUKAIM,1PL

66 02 06 01 05 40 0001 GsKt yMG7$00S Bed DPA 2010 IM Beik 1 I4.I20.DO0 LABOR

69 02 06 03 02 01 0005 EkCOipuSr/?C 1^1
Doaleera 2.6 GHz.Maaeri

lOB
Men! DPA 2010 Unt Saik 1 6J)00,000 PL

70 03 06 03 05 03 000940IO PziBiaWsiu CcnodMP Fiber DPA 2010 tM Biik 2 4J70.4S3 LTMUKLKEU

71 03 06 03 03 03 001040(1 PriotBrWiraA CttUsKF Fte TffA 2010 IMt

IKurei^
B>&<B 2 5J)00,000 ?1,FHL

72 03 06 04 06 06 0002 Kurilda U^Tm Bfplar BadBesi WA 2010 Set Bsik 1 7,000,000 KKEPAU

13 03 06 01 01 01 OOOl NCeiaaXaik ROYAL Bad DPA 2010 Ddt fiaik I I,499,$73 WASDAL

74 02 06 03 02 01 0006 KnputET/PC bRd B7S0Coo2Duo Rfca DAK 2011 Bi& 1 7J73,000 PUL

75 02 06 03 05 03 0012 Piteier (IPUsvMFim Meal DAK 2011 ^bS Bnk 1 2JXXU»0 PK2L

76 02 06 02 Ql 31 00444047 M^aKqJa Fu&fft Kiyu DAK 2011 adt B.lr 4 3,100,000 LABOR

77 02 06 04 03 C9 0045404S KisiiKa}! Futtn Kayo DAK 2011 adt Bdk < 1,440,000 LABOR

IS 02 06 02 W 03 0018 ACSplit Pasnuc UPK Metd DPA 2011 OBt Bdi 1 3.900,000 KEPALA

79 02 06 02 04 06 00014003 KipaAo^a/ExhantFa FIbtt DAK 201! sqs Bdk 3 3000000LABOR

SO 02 06 03 02 03 0005 KmBode AccAipire Metd D?A 2012 i&S Bdk 1 7,990,193 KEUAHOAN



KOMOa
Anl/Can

PCfOtoSD

UhiriQ
/Koesiniksi(P,

87. D)

JUMLAD

Unit Ka5»B«no8 Segbttr KuBi^caaii Bsrtsg Mat/T>pe
Na SotiSkS7KbPabrik/

Ka QasBl/No. Mesa

Dahaa Pc^oleb^D

Sro3
Ban&aCB.
KB.R^ Bm, Hnja

KCL

1 2 9 4 5 6 7 1 9 ID 11 13 13 14 13

02 06 03 Of 03 0013 lister CB8adMX366 Ftbo DAK »U flfgff 1 1,900,000 LABOX

R R 06 03 05 OS 0014 ?mt:r HPLiKrIct Rber DAK »U mil B*Ik I l,«00,{n{) LABOR

83 02 06 03 05 10 OOD4 SttbiSzBT FbisUmSOOOVA Fiber DAK 20U isut Be& 1 4,700jno LABOR

f4 03 06 01 05 40 0002 Geoaa MulttPro DAE soil mil 6«ik 1 4,143J00 LABOR

13 02 06 01 Of 40 0001 KoDiprcacf pificlb AffCoD^jfBuur Bea DAE 2012 ml B&ik 1 3.1003)00 LABOR

t6 02 06 04 01 04 0041 Mqi PqebaEseloD 0 Keyv A7B0 2012 Sa Baik 1 3.8004)00 KEPALA

r 03 06 04 03 04 0049 Kni Ka]6T^Bbat£s4laDQ APBD 2012 Uml Btik 1 1,900,000 KEPALA

n 03 06 01 04 12 0009«0010 AbssriKBu LAal KiyatCaea DAE 2012 UbS Baik 2 1,400,000 LABOR

89 03 06 03 06 03 0003 TV
-

Meal Hibiii 2012 Ihil BaJk I  S.JOO^ R. KEPALA

90 03 06 04 03 09 004943056 Kimbssi Vic* Dcsi Hibdi 2CI2 1M Bak 1 2,240,000 ELRAPAT

9J 03 06 02 04 09 0019 AC SplilMfffc PSBOcsieT>pe PClft MKK Vtel APBD 2013 uwil Buk 1 T^JJJOO RRAPAT

92 03 06 03 02 03 OQ06>0001 l^p(ap AcaAfpiraSEmV5-4Tl>
3m2QS9MA

Metal APBD 2013 UBlt Baik 3 19,300J»0 UMUM,PWLABOR

93 02 06 03 05 03 0001 LeyvPwftkutCT<ipodSerce^PakalkM On* Bes^Plwift AFBO 3013 UbS Batk 1 I,3C0J)OO UMUM

94 02 06 03 05 10 0001
Globd PoiiikdfisSynes(GPS) Soaotevtl
Meter 4aDtooBn

Msiel Al^D 2013 tMi B«ik 1 7,300,000 WASDAL

95 03 06 03 01 17 0049 Mqa(b9^s»iit Iri-I Xiyn APBD 2013 UdH Baft 1 4,000J)00 LABOR

96 03 06 02 04 03 0020 ACSpilit 2PK Meal APSD 2013 tm Baik 1 ejio.ooo LABOR

97 03 06 03 01 33 0001 Banjtai Fauiiin64 ITttqwDoduk Dei APBD 2013 UaJt Baik I 2JSO,O0O LABOR

98 03 06 04 03 09 0057-0077 KmiR^st Finn Beaboa APBD 2013 IM Sal 20 8,300/100 RRAPAT

99 03 06 02 06 12 0003 WnQcs Xdototi XB4803RU APBD 20U Ueit 1 2400,000 R.UMUM

100 03 06 03 05 17 0001 MesiQAbiBQS Secure MeUl APBD 2013 Ifail Bti 1 8,000,000 RUMUM

101 02 06 0] 04 12 0011 Alsuri An^ K^WKaco APBD 2013 Ualt Ba& 1 3,744,TW PEDAL

JIMLAS AL8T•ALATXAKTOftDANRUMAATANGGA 393^1,924

02.06 AlAT-AUTSTUDIODAN

AUTKOMUNKASl

1 02 07 02 01 30 0001 Pntoils FD>cr DAK 2009 Unt Btik 1 2000/)00 LABOR

3 03 07 02 01 34 0001 TdplaWlreles WUotf Fiber DAK 2000 Va Baik 1 399X00 UMUM

3 02 07 01 01 01 0001 Cfficn Sony C)bessbtDSC>W570 Bed DAK 2011 lUl Baik 3X00,000 LABOR

4 02 07 01 01 03 0003 Knb^sB'PR^^lDr^AaidDcst SaiyDatSX44E MeUl DAK 2011 Uoii 3X30,000 WASDAL

JUMLAS ALAT'ALAT STVDtO DANALAT*ALAT KOMUMKASI il.Tcojm



KOMOR SpoiiauaBAing

Biihw

Au]/Cb»

?eotiaa

Btfiag

Tabs

pBtiAao

UhevBoBag
/KsstnddiCP.

S?.D)
S.«n

KeadsBO

KB,SB)

lUMLAH

to.

Und RedeBeraS f£^ssa NusVlG&bBwa MRk/T>pe
N&Sali£te/NoPbbdk/

Na /Ma.Mesa
Btnmg Kcrsa

1 2 3 4 6 7 1 9 10 11 1} 13 U 15



KOMOU SptnifflnMi B—ig Aal/Cn
Talna

Parielisi

lAaffaoBaraog Kimiliwi
niMLAH

UnA XodeBtfms RffUter Kou'leaiiBnng Mob/Type
nxSstiG)at/Ni>Pabnk/

Na Otessb/Kq, Mod

kroiebaB

Bareog
/KocatnAsi (P.

SP.O)
SduBji BanagO.

KB, KB) Banpg Haega
KO.

1 2 i 4 3 6 7 « 9 10 11 12 13 14 13

02.08 ALAT-A[AT LABOR

J 02 09 07 05 42 0001 GPS J CAT Metal APBsnn 2003 LloH Bnk lUOOpDOO

2 02 09 07 01 24 0001 SoflTest Kit STH.7 Plistik APBono 20O3 Uait Baik la.ooojoo

3 02 09 0? 03 48 0001 17 SsfopdiB^Poa^ Cat. 1994 Plisdk AFBDnn 2003 Holt Bdk 16,130.000

4 02 09 07 03 14 0001 Sound Level Meto Plaaik APeonn 2003 Uoil BaOi 7,750,000

S 02 09 07 03 48 0001 HoudigtBdv Mail APBDTkB 2005 Uail Baik 3,4733»0

6 02 09 07 03 14 0001 VibfEiiooBcur VB.8200 APBDTkO 2003 Uoii Baik 7j00,000

7 02 09 07 04 09 oooi Kakrimets Serin Dft/800 ripoDR/890 Men) DAK 2003 Unit Baik 21,600,900

s 02 09 or 01 02 0001 |gj TUS FM.22EP M«I DAK 2006 Unit Ba& <9,130000

9 02 09 01 03 16 0001 DOitattr KI9143 DAK 2006 Uoil
Kusak
gijiggji 27,600000 £La2cr

10 02 09 07 01 13 0001 Elsis dfcjcs
vcrtkelWater, SAMptn^

DAK 2006 Unit Baik 23J0OO00

U 02 09 07 01 07 0001 ortuSiueiaPflrubto Pcdi^TuriHdr^ DAK 2006 U6l Baik 25000,000

12 02 09 07 03 12 0001 PortablePKpsur PorbM PHMaesTkBpcniur DAK 2006 Uiil Baik tS9SBK

U 02 09 07 05 48 OOOI SpeetUBis424a«'»60 Tr. 320. cellTest DAK 2006 Unit Baik )QOOOOOO

U 02 06 02 09 01 ooo: Alst'tlslIsbocoisluflii cm
b^besb^sos.

DAK 2007 Pekei Baik 261,024.000

IS 02 ta 02 04 09 rai Oa KwMPatographi ShiDwlzu CC*K24 DAK 20Ct UdU Baik 1 306O6U00

16 02 09 01 03 25 0001 Affvtcr CokPran DAK 200) Uiiil A.;. I(,134,<20

P 02 09 01 U 02 0001 Wu^afb LsbtBdDWB6 DAK 200) Ifah Baik IIO39O30

18 02 06 02 09 01 0001
AttnieAbscrpien Specaropbaocttr (AAS)
type\VTX<1308

WPX430B DAK 200S Uttt Ta.ta 1 412000000

19 02 06 02 09 01 000! KemTekhals 20008 DAK 2009 IVrt Baik 1 3073,000

20 02 06 02 09 02 0001 VscsuniSd JtUftp DAK 20O9 Unit Ta.iw 1 3,443,000



KOMOft Spetifilari Bsaag

Bdso

Aiel/Cm
Pefolehan

Benag

tibia

Podehss

UhnsBsrag
/K«craka{F.

SP.D)

ICeatiei

68n94<B,

JUMUH

Unt XodeBAnaf Regutff llsraa^c&ii Bnng 34eA/Typ«
NaSeniCkil/NohMk/

Ka Ciassb/Ho. Mesa BciAg
KcL

1 2 3 4 f 6 7 8 9 10 11 12 12 14 13

31 03 06 03 09 01 0001-0003 PoBgQjj Uitrik DAK 2009 Unil Ba 2 3,T4O,O0l>

22 02 06 02 09 01 0001-0005 Cxteugliibit Km DAK 2D09 Ihil Bek 3 2.722^00

23 02 09 or 01 0002 AIsIPAL DAK 2O09 Ubi
Rude

titga
1 24},000,000 dlLabor

24 02 06 03 09 01 0001
New SttrEorireiDesUl/llAC 5

C309031-1)
DAK 2011 udjI 1 92,400,0(0

25 02 06 02 09 01 OOOl Air PMIO-HVS KghVotutneSwnpto
'iFiCTl/AfrFlow

lankierPM-IO-HVS
DAK 2011 IS3t 6a 1 IS3,97$0C0

2$ 02 06 02 09 01 0001 IViter SlaticBWnkss PsnnB/Dsvb VsKsaePraz OAK 2011 init Ba 1 }4J]D,000

27 02 06 03 09 01 OOOl Kinyssi'HVEM DAK 2011 inil Ba n.o<(U)oo

29 02 06 03 09 01 0002 OPS Oannio'GPSMAPeOSCX DAK 2011 uaU sa 4,ieO,ODO

29 02 06 02 09 01 OOOl tacuhitct MantDal/ZNBSW DAK 2011 uih Ba 1 23,190,000

50 02 06 02 09 01 0001-0003 lUDgKlas 0MMA13.1039JU DAK 2011 mil Bak I.0I3,}}}

51 02 06 02 09 Ot 0001-0006 KidRoeurKBdiQg di^ul DAK 2011 bush Bak 4,213.400

n 02 04 02 09 0) 0001-0002 CiratSpecGMMciff DAK 2011 peung Ba },ZT3,4«0

53 02 06 02 09 01 OOQl Cfllibiiim WdgiA500 gr DAK 2011 Kl Ba 732,600

34 02 06 02 09 01 OOOl BuntMkn) lOcol DAK 2011 bsali Ba I 4,767,400

35 02 06 02 09 01 OOOl RstQTjrP^Rtttlttd F 18957000 DAK 2011 beab Ba 1
1 177 «in

56 02 04 02 09 01 OOQl SpwnfiKterUV*Vu SKIMASZUUV-IIOO urVIS DAK 2012 Dait Ba 1 134,000,000

37 02 06 02 09 01 OOQl AttsieAbsorption SpcctnspbaBtf(AAS) SHIMADZU'AA.7a» FlnoSysietD DAK 3012 Uai 6a 1 300,800,000

39 02 06 02 09 01 OOQl PsttCB rKERMOUNE'FMID
D(|ftd Sin^ SetPoid

CAI)
DAK 2012 Ust 6a I 33,000,000

39 02 04 02 09 0) OOOl HouoBialWesSap(er mLOCCVlI]-C42 AUi WOft Saaple DAK 2012 Doit Ba 1 12,100,000

40 02 04 02 09 01 OOOl WiicrB«& MEMERT/WNB4) O^ex ToQip.ProtBctioa DAK 2012 Uait Ba 1 26,400,000

41 02 06 02 09 0! OOOl HotFidsStirrer [KA/8CTB<nIKAMU3 MegnetiiSiaBs DAK 3012 Vai Ba t l.)00,000

42 02 09 01 01 07 OOOl PHMds K122l04n DAK 2012 tmh Ba 1 7,920,000

43 02 09 01 45 05 OOOl MesaWsfleWeeer PofifiutioD Knet-QS DAK 2012 oaii Ba 1 ]2i,}}o,aoo

44 02 09 01 46 S5 0001 SM5K^ DAK 2012 1 12,100,000

45 02 09 01 03 21 OOOl WserCvTcaMets Globe) Waur DAK 2013 Ba I 22,900000

40 03 06 02 09 01 OOOl KoaaAmHtSi Ksa ABJ22MNM DAK 2013 U&l sa I 33.220,000

47 02 06 03 09 01 0001-0002 Desicster Auto>6(7VsnOcal AsOdb 14456-21 DAK 2013 Ueit Bfltk 2 i4,cao«

48 02 06 02 09 01 OOOl
jjo

Nmn 49061 191 DAK 2013 UoH I etOOD

49 03 06 02 09 01 OOOl
Desiciw WIOdoiSiopwd! Ksmtttr 200
eua

MeflBix 49061241 DAK 3013 Udl &a 1 979,OW



MOMOK t SturtDrwiBaracti |
BAao

Aol/Cn
PcroE^m

TaboQ

PsoldLa

LlbnaBaaeg
/Kts3Streksi(P,

SP.D)

Keedaaa
JUMLAH

Ket.

Kods6ars&0 RspSMT Ucrii/Type
HckSenifikil/NoPabrIk/

Sa Qestis/No.MetiD
KB-BB) Hn,!

1 2 3 4 3 6 7 , 9 10 tJ U 13 14 IS

52 02 06 02 09 01 0001 B&d SQtraUfySbaktf Imta SAWO DAK 2013 Unit Baik I 09,912^

52 02 06 02 09 01 0001-0002 lodngMortia500el 2o5iycsli^^Bsl EM300 OAK 2013 Ust 2 8,690,0CO

S3 02 06 02 09 01 0001 (AayEv^cnttr BtsU PflUvtpvM DAK 2013 sa 1 e&2%ooo

54 03 06 02 09 01 0001 tdHgnicrtibonuami GEA E>p«-ItlSOAU DAK 2015 Veil Beik 1 17^000

55 02 06 02 09 01 0001-0002 Di^Burcl Wile, JIM 050 DAK 2013 Itak Beik 2 19,160,000

56 02 06 02 09 01 0001 QedflhIDts6SsdenAppueus PyiB nOOAHL-DIST-APP DAK 2013 Val Baik 1 1,430,000

57 03 06 03 09 01 0001 2y8aid«DisUflitkiQ Apptfttos IIOICVAN-I-SBT OAK 2013 lUt Beik 1 2465,000

55 02 06 02 09 01 OOOl AnMiuaOisuBitkoAppttuus P>TOI 010iAMMOH4ET DiU: 2013 Vat Balk 1 A3CD400

59 02 06 02 09 01 0001-0002 Ai0instseBisttAab«r25 b! Pjioe F4-2ia3BUREn5S DAK 2013 UbIi Baik 2 10340400

60 02 06 02 09 02 0001 Ulkrepipd0^10ul dcBlOtnMitre bps CAAP ClO-U-SL DAK 2013 DqH Bstk 1 2435,000

61 02 06 02 09 01 0002 MOsopipQ lO-lOOeldBH YeOowiittipt CAAP CtOO-lA-SL OAK 2013 Udt Baik 1 2,035,000

62 02 06 02 09 01 0003 10(^1OOOul dnCksrfil bps CAAP ClOOWIA-S. PAK 2013 Udt Baik 1 2,035,000

63 02 06 02 09 01 0006 1-5 to) dto bhiBOldp} CAAP C5000-IA-S1. DAK 2013 tM 6a& 1 2400000

64 02 06 02 09 01 OOOl D.5-10 UUn>£sa dpiviA A*«n T-MO* DAK 2013 Uoh Bck I 528000

65 02 06 02 09 01 0002 0,5-10 inn Miae dpsHtBr Barter, Balk AW" 1F-400 DAK 2013 Udt Bak
'

300000

66 02 06 02 09 01 0003 200Uaivsial TildpsWthRsksd A«y,e» T8-ja-y-R DAK 2013 Ifeii Baik 572400

67 02 06 02 09 01 0004 250UfflveulFlldpi Radoi Ax«e" 'ni45]-C-ft DAK 2015 tbil Beik 3C8.000

68 02 06 02 09 01 0005 1000UoivaislFltTipsVrukRseked A*«™ T-IOOO.B-H DAK 2015 UbU Baik 7814»

69 02 06 02 09 01 0004-0006 Mtbopippcas Stiad CAAP M« DAK 2013 Voil Ba& 1.111.0(0

70 02 06 02 09 01 0001-0001 be Box35 L Msrtaa I-I9 DAK 2013 tUi Bstk 1434,000

71 02 06 02 09 02 0001 CODteaaafthflaxitaiflf Msck RTKUO DAK 2013 Itaii Baik I 58,040000

72 02 06 02 09 01 OOOl IfflBeiAirflow Csbinei Eaeo AHC-tDl DAK 2013 IhH Baik ! 95,460,000

73 02 09 01 12 23 OOOl Blender Weriog tOIOBU«^SS<IO OAK 2013 Vat Baik 1 6.105400

74 02 06 02 09 01 OOOl WiSffr£im{towduliajmur dtn Islam Wildee 1280-Bn DAK 2013 ITbt Beik 1 1940^00

75 02 06 02 09 01 OOOl Troflunbh UbeKO'tufti Ohona DKQTIOI OAK 2013 tUl Baik 1 3460,000

76 02 06 02 09 01 OOOl SeruCiMr DAK 2013 lUt Baik I 16,72(UIOO

77 02 06 02 09 Ot OCOl LebAniOrv*^ Bd-An ?159330011 DAK 2013 Uut 1 U2C,OCO

78 02 06 02 09 01 DCC14003
La£u ulurvQi oMaeSpper ember Celv
600 fnl

Pjen 55640400 DAK 2013 Btob Ba& 3 1456.000

79 02 06 02 09 01 0004-0006
tabu ubffwQrQlmfteppertmderColor
1000rrS

F>fQl 55640.1000 DAK 2013 bah Bdk 3 A453.000

_ iG 06 02 03 fll_
MVl



NOMOF. 1 SpesifikiilBeing Asil/CBTt

Peefchm

inemBeiai pMi4a««i JUMLAH —\
Uut KcdoBrang Regisur )4Kmi/3c&LfBeiog Meik/T>p«

No.S4RiIIte/N4?>Mk/
tfn />ji vi—Ti

BchfiQ Vcraldofi

Bsreog
/KcBRndel^,

SP.D)
BseagCB,

Beeng Hub*
KM. J

1 : 3 4 S 6 7 » 9 !0 11 12 13 14 13

ei 02 06 02 09 01 0004-0009 2on)i>gPi»li500iDl Pjira M03F»00 DAK 2013 Buah Baik 3.960400

R 03 06 02 09 01 000104012 ^cnagPisah2000 ml MI»fS3000 DAK 20(9 Beik 3 9»956,700

U 02 06 02 09 01 00a(4024 BoW Rnoert(Afflbv01000nd ^CCBCt 4UHM DAK 2019 fiuftb Baik 24 7400,000

84 02 06 02 O 01 00014002 Holder GFKS-4? ]342ItOKAI(IOO DAK 2023 UrA Bug 2 fî kX^OO

U 02 06 02 09 G] OOOl XimtHeMuin •leflmi 666,Vf> DAK 2013 sa BsA 1 3Sfi40,m

U 03 06 02 09 0] 00OI-00O6 0«m OMM 03.1295,00 DAK 2019 Boeh Baik t.7B%C0Q

S7 03 06 02 09 01 0001-0003 leetAmMrSSml Pym B-SUREIUS DAK 2019 Bueh Bsik 9 24HOOO

U 02 06 02 09 D1 0025 ^ CeroogPtah200^300 (Id AiOoe 3-10S.03 DAK 2013 Uat Bak 1 1422400

t» 02 06 02 09 01 OOU Relc PMh SOOotOOQ rid AaOoe S'lOfrOS DAK 2013 Ubs Baik 1 1.922400

M 02 06 02 09 01 0017 ^ Corotig Fisih 200C ml AjObb 3-30S06 DAK 2019 Ud B^ 1 3.190400

F1 03 06 03 09 01 00014004 TbemcNomnwtar fFA 30,5003 DAK 20(3 Ihil Bfik 4 2.1SkOQO

»2 02 06 02 09 01 0001*0006 FOtartigSend OMM 0},14U.0O DAK 2019 Uut 2440400

93 02 06 02 09 01 OOOl LB&Jadt OMM 03.1435.01 DAK 2013 Uojl Baik 1 24oacioo

94 02 06 02 09 0) OGCl OpBsMsMeter AT47 •01 DAK 2019 \M Beik 1 11,SIU0Q

» 02 06 02 09 01 0001 BbeKSutt&enpnr Vewb 3(9096 DAK 2013 IM 1 260#4CKn

9$ 02 06 02 09 01 OOOl Combusflsneswthur Becharecb ?CA3 DAK 2013 Baik 1 i3a4su«o

97 02 06 02 09 01 0003 OeundLMtMeter Svbo^ SVAN977+SV2II DAK 20U Ihtt Baik 1 11642ClCai

1i 02 06 02 09 01 QDDl AieatcreOO IP-M OAK 2019 tMl Bsk 1 3J125,<KO

99 02 06 02 09 01 000140C5 ^enMunhUiyS5 Od OHM 40 m 04 105300 OAK 2019 UfA Bak MHSOO

100 02 06 02 09 01 WQl^QOe RincKlen/ring fcrStand OKH *(01036 00 M( 2019 (Mt Bsk 6 USUM

101 02 06 02 09 01 OOOl OrtibI ShakerCIgial Comkig 6781-NI> OAK 2013 UiK Bak 1 31457^)40

102 02 06 02 09 01 cm ConducOvly Mete Pe>tBbb£C KbcA ifV3560.97JXO DAK 20U UnK Bak 1 144B3/I00

103 02 06 02 09 01 WJl PreddMMance ten EW6CO-2K OAK 2019 Wt Bak 1 14J13S400

104 02 06 02 09 01 OOOl i/aoflin PuRgi 41SS Tfter hoUer Brand niFHadelNSSmiS OAK 2019 Unt Bak 1

105 02 06 02 09 01 OOOl Bg SenvSng Ptfnp HP'OGH Stoa MM3N OAK 2013 Ung &k 1

10« 01 06 02 09 01 OOOl erSemt^ Pirv KP-E30QN HP^EJOn DAK 2019 Ung Bak 1 33,940500

107 02 06 02 09 01 tm-coo2 ■g Sanvfing PuTD IWlNGERHOUSt Stae MPINGER HODSt DAK 2019 1 Unft Bak 2 4.79MOO

lOi 02 06 02 09 01 OOOl ig SencAng ftino M&XSET1MP1MSR MIXETlMPIIIffi! OAK 2013 Ung Baft 1 39,947400

109 02 06 02 09 01 *0001-0002 egSergJng PumpTRYFOP S1»S TWW OAK 2019 Ung &k 2 U3UOO

>in ia2 U Q] 02 UI_ Q&OJ 1  DAK 1 1013 Baft .1->(«(«(



NOMOK Spcsifik&slBixog

Bahta

Asal/C«i

PgaMutn
Brats

UbffiaBtfBss
IKasmMCt.

SP.D)
Btnii3(B.
Xa,Rfi)

RIMLAH

KCL
Ihu KadsfiBRng Koa»3mbBaBQg Mot/Tyfo

UaSotiOit/KePibri)!/

Na QasMi/Kfr. Mesta
Bratg Knp

1 1 3 4 ) e 7 S 9 10 II 12 13 U I]

niMLAHALATDANALAT'AUT LABOR 4.i;T.n7J4S



NOMOR SpcsiQssi Bvttj

Bcbtt

Anl/Cn
PcfOlolUB

Brag

Teliua

PcFPkhip

lAsffaoBoBDg
/KfliistnA4<F

5?.D)

Ketdeta

B«Bg<B,
Kfi>AB)

lUMUN

Vna RodeBftraag Rr^ster Kbss/IsqIs Bosb^ McA/Typo
No.Sc>tiEkflt/No?sUk/

Ka Q^ssxis/HxMesio BVQDg Hsrgs

1 2 3 4 5 6 7 1 9 10 11 12 13 14 15

02.09 ALAT-AUTKEAMANAM

09 GZDVHG DANBANCUNAN

Q3.0t BAKCUKANCEDUNG

I 03 11 01 03 01 0001 Bflojunsil^borPcniaoei DAK 2007
•

Ldl fiaik 1 492jl2l^0

2 03 U 01 03 0) 0001 lAr^futuPeab. Gcdutis Lcbontoiuai
• •

DAK 2008
- IMit Bsik 1 236^90.000

3 03 11 01 01 01 DOCI
pdobaogmuAGcdtBj

LibcMtfTSQ

DclBCQsModd Pagvlafla

labtflffiduuiwBiaya
PcrcDCttsaadsnPogBctttssn.
Pliieod

DAK 2010 Paltfi Bsik 2 810,147.906

4 03 11 01 01 01 0001 DAK 2010 P«ka Bft3( 1 49,300,000

5 01 01 13 02 04 0001 fgmJl LaptnpQ KCsU^
t tpfadfllPcBgidftB

KOBsindiriPflte*fii^'a
PcRseaun

DAK 2010 PakeC B«ik I 54,030.000

6
KspttBTioti dcr! Bdi^a FeipmaBraĝ
Jsu

DAK 2010 Peket Biik 1 44.833.000

7 03 11 01 05 0! 0001
Pnpdflm Kcemik^/^egibcliao Bagoun (
PcldsaaiffiTdais) DAK 2011 Paksl Bsik 1

1?.11oono

r 03 11 01 05 01 0002

PelfiksiMsa F«LajunBdaqiaModal
PeagadatfiKoonUpagirdan tsnlis
Geduag UboattonumBoni BspedsldnXoU
Pfldaig

DAK 2011 P«ka Bcik 1 176,662,000

0 HootfPmgnoUpff^SQ APBD 2011
lOJUno

1 03 11 01 03 01 0001 BctojiModfllPsogBilftSD KiSoOMksi Psgsf DAK 2011 PafcQ Bsik 1

34210 OWl

9 BBM PsmwB APBO 2011
Mnann

9 KoEKtPcngtwtsUpongva AFBO 2011

230 nno

AJMLAU CSOtJNGDAN BANCtlNAN ifi36fiS9^



KOMOIl SpeailikMi 6«m}
Aul/Caa

PcTOldtfS
Tabufl

Pcfokfas)

UVatfuBanns
/KoostnAsiCP.

SP.D)

Kctduo

BaraQS<B,
KS,AB>

lUMLAH

Ket.

Una KodeBtfSPg Naou/Jals Banog Msk/Type
No. SaUDsb/No Ptink/

No. Cbauis/Na Mesa
Bansj

1 2 3 4 3 0 7 9 9 10 11 12 13 14 13

Q?.Q3 6angunanm(»a;men

04 JALAN.1R1GASDAN

JAIOKGAK

04.01 lALWDANJE>aATAN

04.03 BANCUNAKASUIRIOASI

04.03 IN5TALASI

03 02 03 01 03 01 0001 PefBc!3iO*B Tfptfp* UsSik APBD 2012 Pika 1 7^93,;00

04.04 lAMMGAN

Oi 02 03 01 03 01 0001 Pcnssbsfaso D94 ^abstfccii^a DAK 2010 Paksl B«ak 1 9^9.000

JUMLAH^ARINCAN

1

05 ASETTTTAFLAINNyA i

03.01 BUKUDAN PSWSTAKAAN

0102 BASANOfiERCORAX

KESENIAN/XEBUDAYAAN

03.03 KEOWOTIRNARDAK

TUM5UKAK

06 KONSTRUKSIDALAM

PENGEJUAAN

JUMLAH 7^11030,971

Magcufau^
Kepdi Bcp»dildtKoa Faduig

Ptda* DessmberlDI}
PofiffifiBoBnA

MP.1M60131 IFWUIOQI MF. 19870730MllOM 001



SOP; TINOAK LANJUT PEN6ADUAN MASYARAKAT BKOTA PADANG

Prosedur; Pelaksanaan VerlflkasI Fengaduan Masyara <at

No Aktivitas
Mutu Baku

Kabid Kasi Staf Kelengkapan Waktu Output

1

Koordlnast dengan pemegang otorltas wilayah

adminlstrasl di lokasi yang dllaporkan masyarakat

(Camat/Lurah)
1 Surat Tugas 30 Menit informasi untukverlflkasl

2
Mencatat Informasi yang diberikan pemegang

otoritas wllayah adminlstrasl setempat 2 Buku Catatan SOMenIt Data untukverlflkasl

3

Mengumpulkan dan mencatat data dan Informasi di

lokasi yang dllaporkan masyarakat didamplngi oleh
otoritas setempat (wawancara, pengambllan

foto/vldeo, dll)

3

'

Buku Catatan
Kondisional

(l<8Jam)

Data untukverlflkasl

kasus Ilngkungan atau
tidak

4
Menentukan apakah kasus yang diadukan adalah

permasalahan ilngkungan atau tidak 5' 4 <

Laporan darl staf/

observasl

lanesunsr

Sesegera

Mungkin

Keputusan untuk

melanjutkan verifikasl
atau tidak

5

Jlka permasalahan Ilngkungan, maka pengumpulan
data dan informasi lebih lanjutdllakukan dengan
pengambllan sampel, photo/video, wawancara, dll

V  .■

Peralatan

pengambllan
sampel, dll

Kondisional
(1-8 jam)

Data untuk Verifikasl
pencemaran / perusakan^ L

6
Anallsa sampel (fislka, blologl, kimia) di iaboratorlum
dan analisa data soslal ekonomi

\

7

'

Tim Iaboratorlum 5x24 Jam Data untuk anallsa kasus

7

Menginventarlsir, merekapitulasi, dan menyusun
data dan Informasi yang diperoleh darl hasll anallsa
Iaboratorlum dan anallsa data soslal ekonomi

>

8

' Lembar HasI Uji
Lab, Rekap Hasll
Wawancara, dll

l-2jam Berkas kumpulan data
dan informasi

8
Menganalisa data dan Informasi darl hasll yang
diperoleh 1) < 9 <

Berkas kumpulan
data dan
Informasi

Ijam
Keslmpulan hasll verifikasl
pengaduan masyarakat



Membuat laporan hasll verifikasi pengaduan
masyarakat

11

Kestmpulan hasll

verlflkasi

pengaduan
masyarakat

1 jam
Laporan Verifikasi

Pengaduan Masyarakat

10

Membuat surat ke usahaAeglatan terkait dan
InstansI terkait tentang hasll verifikasi pengaduan

masyarakat atas dugaan pencemaran atau perusakan
lingkungan hldup

Y Laporan Verifikasi

12 Pengaduan
Masyarakat

Ijam
Surat pemberltahuan /

sanksi adminlstratif

11

Membuat surat pellmpahan kasus ke bidang

penegakan hukum lingkungan jlka pengaduan
masyarakat tidak dapat diselesalkan dengan sanksi
adminlstratif

\ /
Kronologls

permasalahandan

arsip surat terkait

kasusyang
diselesalkan

Ijam
Surat pellmpahan kasus

dan dokumen terkait



SOP: Sakretarlat Tim Teknl$ Penllai Dokumen UKL & UPL/ DPLH Kota Padang

Proseduf: Penerlmaan Dokumen UKL & UPL/ DPLH

No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
Pemrakarsa Kabid KasI Staf Kelengkapan Waktu Output

1

Menerima draft dokumen danpermohonan izin
llngkungan darl pemrakarsa sebanysk 2 (dua)

eksemolar

1 Draft Dokumen Seketlka
Draft

Dokumen

2

Membuat buktl penerimaan dokumen kepada

pemrakarsa dengan menullskan harl dan tanggal

penerimaan dokumen serta mengarslpkannya
2 Draft Dokumen 30 Menit

Buktl

Penerimaan

3

Mendfstrfbuslkan draft UKL&UPL atau DPLH kepada
KoordlfwtorTimTeknls untuk memerlksa

kelengkapan admlnlstrasinya
i5 Draft Dokumen IHari

Buktl

Pendistrlbusia

n

4

Mengjnformasikan kepada pemrakarsa hasll

pemeriksaan admlnlstrasi kelengkapan dan

kesesualan dengan Peraturan perundang-undangan
yang berlaku

Surat Hasll

Pemeriksaan

Dokumen

30 Menit

Hasll

Pemeriksaan

Dokumen

5

Apablla draft dokumen dinyatakan belum lengkap,
pemrakarsa dlmlnta agar dapat melengkapf dan

menyesualkan dertgan peraturan yang ada
5

Surat

Pemberitahuan
Seketlka

InformasI

Kelengkapan

Dokumen

6

Apabila sudah lengkap maka pemrakarsa dlmlnta

untuk memperbanyak dokumen sekurang-kurangnya
10 (sepuiuh) exemplar

- 6

I

Surat

Pemberitahuan
30 Menit

Draft

Dokumen

7
Membuat pengumuman melalul multl media atau

papan pengumuman
L 7 Pengumuman 30 Menit

Keglatanyang

sudah d!

umumkan



SOP: Sekretariat Komisi Penilai Amdal Kota Padang
Prosedur: Keputusan Kelayakan Lingkungan'

No Aktivhas
Pelaksana

Kaban Kabid Kasi Staf

MutuBaku

Kelengkapan Waktu Output
Keterangan

1

Menyerahkan format SK Kepala Bapedalda mengenal
kel^'akan lingkungan atau ketidaklayakan rencana usaha
den/atau kegiatan kepada peoanggungjawab materi untuk
dileo^pi

SK 1 Jam SK yang disetujol

Membuac memorandum undangan rapat untuk mendiskuslkan
muatan draft SK yang telab dibuat oleh penanggungjawab
materi (rapat intern Bapedalda Kota padang dan/atau dengan
ahli faukum dan/atau ahli teknis) dan/atau membuat surat
undangan (rapat ekstem dengan mengundang ahli hukum
dan/atau

ahli teknis dari luar B^edaIda)jikadipeTlukan

Surat Undangan 1 Jam
Surat Undangan siap untuk
didistribuslkan

Meminta kepada pemrakarsa untuk memperbanyak dokumen
ANDAL, RKL RPL final dan CD ROM-nya serta membuat
abstraksi dokumen AMDAL

Infonnasi

perbanyakan
dokumen

SOMenit Informasi diterima pemrakarsa

Memproses SK Kelayakan/Keddaklayakaa Lingkungan dan
Salinan SKnya

SK 30Menit SK yang sudah diproses

Membuat surat pengantar SK Kelayakan/ Ketidaklayakan
Lingkungan beserta dokumen ANDAL, RKL dan RPL

Surat Pengantar SOMenit
Surat Pengantar yang telah
dibuat

Menerbitkan izin lingkungan Izin Lingkungan 30Menit
Izin Lingkungan yang telah
terbit

Membuat pengiunuman penerbitan izin lingkungan melalui
multimedia atau papan pengumuman

Izin Lingkungan 30Menit
Izin Lingkungan yang telah
diumumkan

8

Mendistribuslkan SK Kels^rakan/ Ketidaklayakan Lingkungan
beserta dokumen ANDAL, RKL dan RPL kepada pihak-
pihakterkait (sesum dengan SK)

SKdan

Dokumen
5 Jam

SK dan Dokumen yang telah
terdistribusi

ErMengaxsipkan SK dan dokumen ANDAL, RKL dan RPL
SKdan

Dokumen
30 Menit

SK dan Dokumen yang telab
diarsipkan



SOP: Penerspan Penegakan Hukum Ungkungan

No Aktivitas
Pelaksana MutuBaku

Kaban Kabid Kasi Staf Tim Ahli Kelengkapan Wafctu Output

1

Menerima kasus lingkungan hasil dari pengaduan
masyaxakat yang tidak dapal dlselesaikan di bidang
Wasdal dan hasil pengawasan yang dllakukan
bidang Wasdal tediad^ kegiatan yang tid^
mentaati UU No. 32 Tahun 2009

1

I

Bahan / surat-

surat
1 Jam

Data permasalaban yang
diterima dari Bidang
Wasdal

2 Mengundang para ahli linglaingfln 2

/

Surat Undangan 1 Jam

Kajian tentang ada atau
tidaknyakerusakan
lingkungan

3

Untuk kasus karena pengaduan masyarakat
dilakukan mediasi dengan mengundang para pihak
yang bersengketa

^ '
m

»

Surat Undangan /
hasil kajlan para
ahli lingkungan

1 Jam
Terselesaikannya atau
tidak kasus lingkungan

4

Apabila mediasi tidak dapat menyelesaikan,
dilakukan penelitian oleh tim ahli (Tim hidependen

)

4

Bahan data/

infonnasi dari

pihak yang
bersen^eta

sesuai

dengan
kebutuhan

Kajian tentang ada atau

tidaknya kerusakan
lingkungan

5

Untuk hasil pengawasan terhadap kegiatan yang
tidak taat UU No 32 Tahun 2009, meminta masukan

dari para ahli dan SKFD yang tericait

5 Undangan 1 Jam
saran, masukan dan

tanggapan

6
Tim (Bapedalda, SKPD terkait dan Hm Ahli)
melakukan penlnjauan kelapangan 6

Data dan

informasi
1 Jam

Temuan kondisi

sebenamya dil^angan

1
Melakukan pemblnaan terhadap perusahaan yang
tidak taat pada UU No. 32 tahun 2009

\ 7

/

Perintah untuk

melakukan

pengelolaan
lingkungan

30hari

Taatnya perusahaan
teihadap UU No. 32
Tahun 2009

7
Melakukan penyegelan apabila perusahaan tetap
tidak taat pada UU No. 32 Tahun 2009

8  ''
/ Perintah untuk

melakukan

pengelolaan
lin^cungan

30 Had
Terhentinya pencemaran

lin^cungan



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA

NOMOR38TAHUN 2011

TENTANG

SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka konservasi sun^, petigembangan
simgai, dan pengendeilian daya rusak air sungai
sebagaim^a dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal 36
ayat (2), dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undsmg Nomor 7
T^im 2004 tentang Sumber Daya Air perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Sungai;

Mengii^at : 1.

2.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (LembarEin Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Sungai.
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1. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau
buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di
dalanmya, mulai dari hulu sampai muara, dengan
dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

2. Danau paparan banjir adalah tampungan air alami yang
merupakan bagian dari sui^ai muka aimya
terpengaruh langsung oleh muka air sungai.

3. Dataran banjir adalah dataran di sepanjang kiri
dan/atau kanan sungai yang tergenang air pada saat
banjir.

4. Pengelolaan svunber daya air adalah upaya
merencanakan, melaksanakan, memantau, dan
mengevaluasi penyelen^araan konservasi sumber daya
air, pend^agunaan sumber daya air, dan pengendeilian
daya rusak air.

5. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang
merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak
simgainya, yang beriungsi menampung, menyimpan, dan
mengEilirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut
secara alami, yang batas di darat merupak^ pemisah
topogra£s dan batas di laut sampai dengan daerah
perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

6. Wilayah simgai adalah kesatuan wilayah pengelolaan
sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran
sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang
dari atau sama dengan 2.000 Km^ (dua ribu kilo meter
persegi).

7. Banjir adalah peristiwa meluapnjra Eiir sungai melebihi
palung sungai.

8. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai
dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri
dan/atau kanan palung sungai.

9. Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan Wartati
palung sxmgai yang ditetapkan sebagai batas
perlindungan sungai.

10. Masyarakat ...
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10. Masyarakat adalah seluruh ralQ^at Indonesia, baik
sebagai orang perseorangan, kelompok orang,
masjrarakat adat, badan usaha, maupun yang
berh^pun dalam suatu lemb^a atau organisasi
kemasyarakatan.

11. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

12. Pemerintah daerah adalah gubemur, bupati/walikota,
dan perangkat daerah sebagai unsur penj^enggara
pemerintahan daerah.

13. Menteri adalah menteri yang menyelen^arakan tirusan
pemerintahan di bidang sumber dayra air.

Pasal 2

Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai ruang sungai,
pengelolaan sungai, perizinan, sistem informasi, dan
pemberdayaan ma^arakat.

Pasal 3

(1) Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan
negara.

(2) Pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh,
terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan
untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang
berkelanjutan.

Pasal 4

Pengelolaan sungai seb^aimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi,
atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya.

BAB II
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BAB 11

RUANG SUNGAI

Pasal 5

(1) Sungai terdiri atas:

a. palling sungai; dan

b. sempadan sungai.

(2) Palung sungai dan sempadan sungai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) membentuk ruang sungai.

(3) Dalam hal kondisi topograli tertentu dan/atau banjir,
ruang sungai dapat terhubung dengan danau paparan
banjir dan/atau dataran banjir.

(4) I^ung sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berfungsi seb^ai ruang wadah air mengalir dan
seb^ai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem
sungai.

(5) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hunif b berfungsi seb^ai ruang penyangga antara
ekosistem sungai dan daratan, a^r fungsi sungai dan
kegiatan manusia tidak saling teiganggu.

Pasal6

(1) Palung sungai seb^aimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf a membentuk jaringan pengaliran air,
balk yang mengalir secara menerus maupun berkala.

(2) Palung sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan topografi terendah alur sungai.

Pasal 7

Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tan^;ul
untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung
sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran
simgai.

Pasal 8 ...
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Pasal 8

(1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (1) huruf b meliputi ruang di kiri dan kanan
palung sungai di antara garis sempadan dan tepi
palung sungai untuk sui^ai tidak bertanggul, atau di
antara garis sempadan dan tepi luar kaki tang^ul untuk
sungai bertanggul.

(2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan pada:

a. sungai tidak bertan^ul di daleun kawasan
perkotaan;

b. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
c. sungai bertan^ul di dalam kawasan perkotaan;
d. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan;
e. sungai yang terpengaruh pasang air laut;
f. danau paparan banjir; dan
g. mata tor.

Pasal9

Garis sempadan pada sun^ tidak bertanggul di dalam
kawasan perkotaan seb^aimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) huruf a ditentukan:

a. paling sedikit beijarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri
dan kanan palung sungai sepanjang alur sun^, dalam
hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m
(tiga meter);

b. paling sedikit beijarak 15 m (lima belas meter) dari tepi
kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai,
dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter)
sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan

c. paling sedikit beijarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi
kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai,
dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh
meter).

Pasal 10 ...
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Pasal 10

(1) Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b
terdiri atM:

a. sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500
Km2 {lima ratus kilometer persep); dan

b. sungai kedl dengan luas DAS kurang dari atau
sama dengan 500 Km2 (lima ratus kilometer
persegi).

(2) Garis sempadan sungai besar tidak bertan^ul di luar
kawasan perkotaan sebagaimana dimal^ud pada ayat
(1) huruf a ditentukan paling sedikit beijarak 100 m
(seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung stingai
sepanjang alur sungai.

(3) Garis sempadan sungai kedl tidak bertan^ul di luar
kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b ditentukan paling sedikit 50 m (lima puluh
meter) dari tepi kiri dan kanan palung s\angai sepanjang
alur sungai.

Pasal 11

Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan
perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
hiuuf c ditentukan paling sedikit beijarak 3 m (tiga meter)
dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 12

Garis sempadan sungai bertanggul di luar kaw^an
perkotaan seb^aimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
huruf d ditentukan paling sedikit beijarak 5 m (lima meter)
dari tepi luar kaki tanggul sepanjang ̂ ur simgai.

Pasal 13

Penentuan garis sempadan yang terpengaruh pasang air laut
sebagaimana dimaksud dalam P^al 8 ayat (2) huruf e,
dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan garis
sempadan sesuai Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12
yang diukur dari tepi muka air pasang rata-rata.

Pasal 14 . . .
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Pasal 14

Garis sempadan danau paparan banjir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) hiiruf f ditentukan
mengelilingi danau paparan banjir paling sedikit beijarak
50 m (lima puluh meter) dari tepi muka air tertin^ yang
pemah teijadi.

Pasal 15

Garis sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf g ditentukan mengelilingi mata air
paling sedikit beqarak 200 m (dua ratus meter) dari pusat
mata€ur.

Psisal 16

(1) Garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ditetapkan oleh Menteri, gubemur, atau
bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Penetapan garis sempadan sebageumana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian penetapan
garis sempadan.

(3) Dalam penetapan garis sempadan harus
mempertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai,
kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta
memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, dan
sumber daya manusia imtuk melakukan ke^atan
operasi dan pemeliharaan sungai.

(4) Kajian penetapan garis sempadan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit
mengenai batas ruas sungai yang ditetapkan, letak garis
sempadan, serta rindan jumlah dan jenis bangunan
yang terdapat di dalam sempadan.

(5) Kajian penetapan garis sempadan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh tim yang
dibentuk oleh Menteri, gubemur, atau bupati/wal^ota
sesuai kewenangannya.

(6) Tim . . .
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(6) Tim kajian penetapan garis sempadan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) beran^otakan wakil dari
instansi teknis dan unsur ma^ar^cat.

Pasal 17

(1) Dalam hal basil kajian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (2) memmjukkan terdapat bangunan
dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut
dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap
harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi
sempadan sungai.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan
sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang
meliputi:
a. bangunan prasarana sumber daya air;
b. lasilitas jembatan dan dermag^
c. jalur pipa gas dan air minum; dan
d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi.

BAB III
PENGELOLAAN SUNGAI

Bf^an Kesatu
Umum

Pasal 18

(1) Pengelolaan sungai meliputi:
a. konserv^si sungai;
b. pengembangan sungai; dan
c. pengendalian daya rusak air sungai.

(2) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilEikukan melalui tahap:

a. penyusunan program dan kegiatan;
b. pelaksanaan ke^atan; dan
c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 19 . ..
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Pasal 19

(1) Pengelolaan simgai sebe^aimana dimaksud dalam Pasal
18 dilakukan oleh:

a. Menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas
provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah
sungai strateg^s nasional;

b. gubemur, untuk sungai pada wilayah sungai lintas
kabupaten/kota; dan

c. bupati/walikota, untuk sungai pada wilayah sungai
dalam satu kabupaten/kota.

(2) Pengelolaan sungai seb^aimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan melibatkan instansi teknis dan
unsur masyarakat terkait.

(3) Pengelolaan sungai dilaksanakan berdasarkan norma,
standar, pedoman, dan kriteria 3'ang ditetapkan oleh
Menteri.

B£^an Kedua
Konservasi Sungai

Pasal 20

(1) Konservasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:

a. perlindungan sungai; dan
b. pencegahan pencemaran air sungai.

(2) Perlindungan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan melalui perlindungan terhadap:
a. palung sungai;
b. sempadan sungai;

c. danau paparan banjir; dan
d. dataran banjir.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan pula terhadap:

a. aliran pemeliharaein sungai; dan
b. ruas restorasi sungai.

Pasal 21 . . .
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Pasal 21

(1) Perlindungan palung sungai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (2) hunif a dilakukan dengan
menjaga dimensi paltmg sungm.

Menjaga dimensi palung svmgai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan
pengambilan komoditaa tambang di sungai.
Pengambilan komoditas tambang di sungai
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat
dilakukan pada sungai yang mengalami kenaikan dasar
sungai.

Pasal 22

(1) Perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan melalui
pembatasan pemanfaatan sempadan sungai.

(2) Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul
untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan
badan tanggul dilakukan dengan larangan:

a. menanam tanaman selain rumput;

b. mendirikan bangunan; dan

c. mengurangi dimensi tanggul.

(3) Pemanfaatan sempadan sungai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk keperluan
tertentu.

(1)

(2)

Pasal 23

Perlindungan danau paparan banjir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilakukan
dengan mengendalikan sedimen dan pencemaran air
pada danau.

Pengendalian sedimen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan pencegahan erosi pada
daerah tangkapan air.

Pasal 24 . ..
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Pasal 24

(1) Perlindnngan dataran banjir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dilakuk^ pada dataran
banjir yang berpotensi menampimg banjir.

(2) Perlindungan dataran banjir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan membebaskan dataran
banjir dari peruntukan yang men^an^ fungsi
penampung banjir.

Pasal 25

(1) Perlindungan aliran pemeliharaan sungai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a ditujukan
untuk menjaga ekosistem sungai.

(2) Menjaga ekosistem sungai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan mulai dari hulu sampai muara
sungai.

(3) Perlindungan aliran pemeliharaan sungai dilakukan
dengan mengendalikan ketersediaan debit andalan 95%
(sembilan puluh lima person).

(4) Dalam hal debit andalan 95% (sembilan puluh lima
persen) tidak tercapai, pengelola sumber daya air harus
mengendalikan pemakaian air di hulu.

Pasal 26

(1) Perlindungan ruas restorasi sungai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b ditujukan
untuk mengembalikan sungai ke kondisi alami.

(2) Perlindungan ruas restorasi sungai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. kegiatan fisik; dan
b. rekayasa secaravegetasi.

(3) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a meliputi penataan palung sungai, penataan
sempadan sungai dan sempadan danau paparan banjir,
serta rehabilitasi alur sungai.

Pasal 27 ...
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Pasal 27

Pencegahan pencemaran air sungai seb^aimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dUakukan
melalui:

a. penetapan daya tampung beban pencemaran;
b. identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah

yang masuk ke sungai;
c. penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan

airlimbah;
d. pelarangan pembuangan sampah ke sungai;
e. pemantauan kualitas air pada sungai; dan
f. pengawasan air limbah yang masuk ke sungm.
Pencegahan pencemaran air sungai dilaksanakan
sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara periindungan
sungai diatur den^ui peraturan Menteri.

B^an Ketdga
Pengembangan Sungai

Pasal 29

Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (1) huruf b merupakan ba^an dari pengembangan
sumber daya air.

Pasal 30

(1) Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 dilakukan melalui pemanfaatan sungai.

(2) Pemanfaatan sungeii sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pemanfaatan untuk:
a. rumah tangga;

b. pertanian ...
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b. pertanian;
c. sanitasi lingkungan;

d. industri;

e. pariwisata;
f. olahraga;

g. pertahanan;

h. perikanan;

i. pembangkit tenaga listrik; dan
j. transportasi.

(3) Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) fiilakiikan dengan tidak merusak ekosistem
sungai, mempertimbangkan karakteristik sungai,
kelestarian keanekaragaman hajrati, serta kekhasan
dan aspirasi daerah/ma^arakat setempat.

(1)

a.

b.

Pasal 31

Pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ajrat (1) dilakukan dengan ketentuan:

mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok
sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem
irigasi yang sudah ada; dan
mengalokasikan kebutuhan air untuk aliran
pemeliharaan sungai.

(2) Dalam melakukan pemanfaatan simgai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilarang:

a. mengakibatkan teijadinya pencemaran; dan
b. mengakibatkan tergan^nya aliran sungai

dan/atau keruntuhan tebing sungai.

Pasal 32

Dalam melakukan pemanfaatan sungai untuk perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf h,
selain hams mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud
rialam Pasal 31, hams pula mempertimbangkan daya
tampung dan daya dukung lingkungan sungai.

Pasal 33 .. .
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Pasal 33

Dalam melakukan pemanfaatan sungai untak p^ban^t
tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)
huruf i, selain hams mengikuti ketentuan sebagmm^a
dimaksud dalam Pasal 31, dilarang menimbulkan banjir- dan
kekeringan pada daerah hilir.

Bagian Keempat
Pengendalian Daya Rusak Air Sungai

Pasal 34

(1) Pengendalian daya msak air sungai seb^aimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) humf c dilakukan
melalui pengelolaan resiko banjir.

(21 Pengelolaan resiko banjir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara terpadu bersama pemilik
kepentingan.

Pasal 35

(1) Pengelolaan resiko banjir sebagaimana dimaksud d^am
Pasal 34 ditujukan untuk mengurangi kem&an banjir.

(2) Pengeloleian resiko banjir sebageumana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui:

a. pengurangan resiko besarein banjir; dan
b. pengurangan resiko kerentanan banjir.

(3) Kegiatan pengurangan resiko banjir sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan rencana

■  . ".-' --pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan
peraturan pemndang-undangan.

Pasal 36

(1) Pengurangan resiko besaran banjir sebagaimana
.,rc^s?w«timaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilakukan

' -vjiterigaii membangun;

prasarana pengendali banjir; dan
'S'.' prasarana pengendali aliran permukaan.

(2) Pembangunan . . .
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Pembangunan prasarana pengendali banjir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
dengan membuat:
a.

b.

c.

d.

e.

penin^catan kapasitas sungai;
tan^l;
pelimpah banjir dan/atau pompa;
bendungan; dan
perbaikan drainase perkotaan.

(3) Pembangunan prasarana pengendali aliran pennukaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
den^n membuat:
a. resapan air; dan
b. penampung banjir.

Pasal 37

(1) Resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (3) huruf a dapat berupa saluran, pipa berlubang,
sumur, kolam resapan, dan bidang resapan sesuai
dengan kondisi tan ah dan kedalaman muka air tan ah.

(2) Dalam hal bidang resapan sebs^aimana dimaksud pada
ayat (1) dimanfaatkan imtuk keperluan lain, wajib
men^unakan lapis penutup atau perkerasan lulus air.

Pasal 38

(1) Pembangunan penampung banjir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b harus
terhubung dengan sungai.

(2) Dalam hal penampung banjir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibangun di atas hak atas tanah
perorangan atau badan hukum, pelaksanaannjra wajib
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 39 .. .
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Pasal 39

(1) Pembangunan prasarana yang berfungsi seb^ai
pengendali banjir seb^aimana dimaksud datarn Pasal
36 ayat (2) hunif a sampai dengan huruf d
dilaksajiakan oleh Menteri, gubemur, dan/atau
bupati/walikota sesuai kewenangannya.

(2) Pembangunan prassirana yang berfungsi sebagai
drainase kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (2) huruf e dllaksanakan oleh bupati/walikota.

Pasal 40

(1) Pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3)
dllaksanakan oleh Menteri, gubemur, dan/ atau
bupati/walikota apabila pengendali aliran permukaan
berfungsi sebagai pengendali banjir.

(2) Pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan
seb^aimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3)
dllaksanakan oleh bupati/walikota apabila pengend^
aliran permukaan berfungsi sebagai dminase kota.

Pasal 41

(1) Pengurangan resiko kerentanan banjir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilakukan
melalui pengelolaan dataran banjir.

(2) Pengelolaan dataran banjir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. penetapan batas dataran banjir:

b. penetapan zona peruntukan lahan sesuai resiko
banjir;

c. pengawasan peruntukan lahan di dataran banjir;
d. persiapan menghadapi banjir;
e. penanggulangan banjir, dan

f. pemulihan setelah banjir.

Pasal 42 . . .
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Pasal 42

(1) Penetapan batas dataran banjir sebagaimana dimaksud
Halflm Pasal 41 ayat (2) hiiruf a dilakukan dengan
identifikasi genan^n banjir yang teqadi sebelumnya
dan/atau pemodelan. genangan dengan debit rencana
50 (lima puluh) tahiman.

(2) Penetapan batas dataran banjir dilakukan oleh Menteri,
gubemur, dan/atau bupati/walikota aesuai
kewenangannya.

Pasal 43

(1) Dalam dataran banjir sebagaimana dimatksud dalam
Pasal 42 ayat (2) ditetapkan zona peruntukan lahan
sesuai resUro banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 ayat (2) huruf b.

(2) Penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam peta zonasi peruntukan lahan
dataran banjir.

(3) Penetapan ^na peruntukan lahan sesuai resiko banjir
dilakukan oleh bupati/walikota.

Pasal 44

Bupati/walikota melakukan pengawasan atas zona
peruntukan lahan sesuai resiko banjir >ung telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3).

Pasal 45

(1) Persiapan menghadapi banjir sebagEiimana dimaksud
dalaun Pasal 41 ayat (2) huruf d diletkukan melalui
ke^atan:
a. penyediaan dan pengujian sistem prakiraan banjir

serta peringatan dini;
b. pemetaan kawassin beresilm banjir;
c. inspeksi berkala kondisl prasarana pengendali

banjir;
d. penin^catan . . .
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peningkatan kesadaran masyarakat;
penyediaan dan sosialisasi jalur evakuasi dan
tempat pengungsian; dan
penyusunan dan penetapan prosediir operasi
lapangan penanggulangan banjir.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud
rfilaWnlfati oleh Mcnteri, gubemur,
walikota sesuai kewenangannya.

Paaal 46

pada
bupati

ayat (1)
dan/atau

Penan^ulangan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 ayat (2) htiruf e dikoordinasikan oleh badan
penanggulangan bencana nasional, provinsi, atau
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 47

(1) Pemulihsin setelah banjir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (2) hunif f dilakukan oleh Pemerintah,
pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melalui
ke^tan rehabilitasi dan rekonstruksi.

(2) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan imtuk memulihkan
kondisi lingkungan, iasillitas umum, fasilitas sosial,
serta prasarana sungai.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan
dataran banjir diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Penyusunan Program dan Kegiatan

Pasal 49

Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi program konservasi
sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak
air sungai.

Pasal 50 . . .
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Pasal 50

(1) Program konservasi sungai, pengembangan sungai, dan
pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana
dimakaud Hfllflm Pasal 49 disusun berdasarkan rencana
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang
telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber
daya air.

(2) Dalam hal rencana pengelolaan sumber daya air pada
wilayah svmgai seb^aimana dimaksud pada ajrat (1)
belum ditetapkan, program konservasi sungai,
pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak
air sungai disusxm berdasarkan kebutuhan.

(3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
disesuaikan dengan rencana pengelolaan sumber daya
air pada wilayah sungai yang akan ditetapkan.

Pasal 51

(1) Program konservasi sungai, pengembangan sungai, dan
pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) disusxm untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Program konservasi sungai, pengembangan sungai, dan
pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam
rencana kegiatan tahunan.

(3) Rencana ke^atan tahunan sebagaimana dimaksud
pada ajmt (2) memuat rencana rinci pelaksanaan
kegiatan serta pemantauan dan evaluasi ke^atan
konservasi sungm, pengembangan sungai, dan
pengendalian daya rusak air sungai.

Pasal 52

(1) Pen5aisunan program dan rencana kegiatan tahunan
harus memperhitun^can:

a. manfaat dan dampak jangka panjang;

b. penggunaan . . .
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b. pen^;unaan teknologi yang ramah lingkungan;
c. biaya pengoperasian dan pemeliharaan yang

minimum; dan

d. ketahanan terhadap perubahan kondisi alam
setempat.

(2) Penjojsunan program dan rencana kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perimdang-undangan.

Bagman Keenam
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 53

Pelaksanaan ke^atan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

a. fisik dan nonlisik konservasi sungai, pengembangan
sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai; dan

b. operasi dan pemeliharaan prasarana sungai serta
pemeliharaan sungai.

Pasal 54

(1) Pelaksanaan kegiatan ilsik dan nonfisik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dapat dilakukan oleh
masyarakat untuk kepentingan sendiri berdasarkan
izin.

(2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertan^ung jawab atas operasi dan pemeliharaan
kegiatan flsik.

(3) Dalam hal tertentu pelaksanaan kegiatan fisik dan
nonfisik dapat dilakukan tanpa izin.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
izin kepada ma^arakat diatur dengan peraturan
Menteri.

Pasal 55 . . .
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Pasal 55

(1) Pelaksanaan kegjatan operasi dan pemeliharaan
prasarana sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
53 huruf b dilakukan melalm ke^atan:

a. pengaturan dan pengalokasian air sungai;
b. pemeliharaan untuk pencegahan kerusakan

dan/atau penurunan fungsi prasarana sungai; dan
c. perbaikan terhadap kerusakan prasarana sungai.

(2) Pelaksanaan ke^atan pemeliharaan sungai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b
dilakukan melalui penyelen^araan ke^tan konservasi
sungai seb^aimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai
dengan Pasal 28, dan pen^mbangan sungai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan
Pasal 33.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara operasi dan
pemeliharaan prasarana sungai serta pemeliharaan
sungai diatur dengan peraturan Menteri.

B£^an Ketujuh
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 56

(1) Pemantauan Han evaluasi seb^aimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilakukan secara
berkala dan sewaktu-walctu sesuai kebutuhan.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui ke^atan pengamatan,
pencatatan, dan evaluasi hasil pemantauan.

(3) Hasil evaluasi pemantauan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) digunakan sebagai masukan dalam
peningkatan kineija dan/atau peninjauan ulang
rencana pengelolaan sungai.

BAB W...
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BABIV

PERIZINAN

Pasal 57

(1) Setiap orang yang akan melakukan kegjatan pada ruang
sungai wajib memperoleh izin.

(2) Ke^tan sebagaimana dimakaud pada ajrat (1) meliputi:
pelaksanaan konstruksi pada ruang sungai;
pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran
dan/atau alur sungai;
pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai;
pemanfaatan bekas sungai;
pemanfaatan air sungai selain untuk kebutuhan
pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam
sistem irigasi yang sudah ada;
pemanfaatan sungai sebagai penyedia tenaga air;
pemanfaatan sungai sebagai prasarana
transportasi;
pemanfaatan sungai di kawasan hutan;
pembuangan air limbah ke sungai;
pengambilan komoditas tambang di sungai; dan
pemanfaatan sungai \intuk perikanan
men^unakan Imramba atau jaring apung.

Pasal 58

(1) T?in seb^aimana dimakaud dalam Pasal 57 ayat (2)
huruf a sampai dengan huruf f diberikan oleh Menteri,
gubemur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

(2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2)
huruf g diberikan oleh instansi yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang transportasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
setelah mendapat rekomendasi teknis dari pengelola
sumber daya air.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g-

h.

i.

j-
k.

(3) Izin .. .
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(3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2)
hunaf h diberikan oleh Menteri, gubemur, atau
bupati/walikota sesuai kewenangannya dalam bentuk
Izin Usaha Pemanfaatan Jasa lingkungan pemanfaatan
aliran air dan pemanfataan air setelah mendapat
rekomendasi teknis dari instansi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kehutanan kecuali untuk kawasan hutan yang
pengelolaannya telah dilimpahkan kepada badan usaha
milik negara di bidang kehutanan.

(4) Izin seb^iaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2)
huruf i dan huruf j diberikan oleh bupati/walikota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, setelah mendapat rekomendasi teknis dari

. pengelola sumber daya air.

(5) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2)
huruf k diberikan oleh instansi yang menyelenggmrakan
urusan pemerintahan di bidang perikanan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-imdangan,
setelah mendapat rekomendasi teknis dari pengelola
sumber daya air.

Pasal 59

Pemegang izin kegiatan pada niang sungai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 wajib;

a. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sungai;
b. melindungi dan mengamankan prasarana sungai;
c. mencegah tejjadinya pencemaran air simgai;
d. menanggulangi dan memulihkan fungsi sungai dari

pencemaran air sungai;
e. mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan

kegjatan pada ruang sungai; dan
f. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan,

evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan.

Pasal 60

(1) Setiap pemegang izin yang tidak meiaksanakan
kewajiban seb^aimana dimaksud dalam Pasal 59
dikened sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Selain . . .
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(2) Selain dikenai sanksi administratif seb^aimana
dimaksud pada ayat (1), apabila pelaksanaan kegiatan
pada ruang sungai yang dilakukan oleh pemegang izin
menimbulkan:

a. kerusakan petda ruang sungai dan/atau lingkungan
sekitamya, wajib melakukan pemulihan dan/atau
perbaikan atas kerusakan yang ditiinbulkannya;
dan/atau

b. kerugian pada masyarakat, wajib mengganti biaya
kerugian yang dialami ma^ara^t.

BAB V
SISTEM INFORMASI SUNGAI

Pasal 61

(1) Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah
kabupaten/kota sesuai kewenangannya
menyelenggarakan sistem informasi sungai.

(2) Sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan bagman dari sistem informasi
sumber daya air.

(3) Sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud pada
ajrat (1) harus dipwbarui sesuai kebutuhan.

(4) Sistem informasi sungai bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setiap orang.

Pasal 62

Penyelen^araan sistem informasi sungai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilaksanakan oleh unit
pelaksana teknis yang membidangi pengeiolaan sumber daya
air.

Pasal 63

(1) Masyarakat dapat menyelen^arakan sistem informasi
yang terkait dengan sungai untuk kepentingan sendiri.

(2) Informasi. . .
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(2) Infonnasi yang dihasilkan dari sistem informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan
kepada dan/atau dapat diakses oleh Pemerintah,
pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota
sesuai kewenangannya.

Paseil 64

Sistem informasi sungai meliputi:

a. data variabel dan parameter sungai;

b. operasi peralatan; dan

c. pelaksana sistem informasi.

Pasal 65

(1) Data variabel sungai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64 huruf a merupakan infonnasi mengenai data
ketersediaan air dan kejadian banjir.

(2) Data ketersediaan air dan k^adian banjir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi data:

a. curah hujan;

b. elevasi muka air sungai;

c. kandungan sedlmen air sungai;

d. pengambilan air;

e. data iisik banjir; dan

f. penyebab, jenis, dan jumlah kerugian akibat banjir.

(3) Data mengenai ketersediaan air dan kejadian banjir
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinventarisasi
oleh instansi yang membidan^ sumber daya air.

Pasal 66

(1) Sistem informasi mengenai parameter sungai
seb^aimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi
data hsik sungai dan data ilsik daerah aliran sungai
serta data sosial ekonomi masyarakat di daerah aliran
sungai.

(2) Data ...



it/ A N

*^*c'

5^.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-26-

(2) Data sebz^aimana dimaksud pada ajrat (1) paling
sedikit mengenai:

a. topograii alur stuigai;
b. prasarana sungai;

c. kondisi fisik daerah aliran sungai;

d. hidrometeorologi

e. hidrogeolo^;

f. kondisi penutup lahan;

g. rencana tata ruang;

h. kelembj^aan ysing terkait dengan sungai;
i. kependudukan;
j. mata pencaharian penduduk; dan
k. kearifan lokal.

(3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh
dari instansi yang mengelola data sesuai dengan
Iretentuan peratiuan perundang-undangan.

Pasal 67

(1) Operasi peralatan sistem informasi sungai seb^aimana
dimaksud dalam Pasal 64 huruf b diperlukan untuk
penyelenggaraan kegiatan pengumpulan data,
pengolahan data, dan pen^riman data.

(2) Peralatan sistem informasi simgai terdiri atas perangkat
keras dan perangkat lunak.

(3) Perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria
mudah dioperasikan, akurat, dan tidak mudah rusak.

(4) Pengadaan peralatan sistem informasi sungai harus
mengutamal^ produksi dalam negeri.

Pasal 68

(1) Pelaksana sistem informasi sungai seb^aimana
dimaksud dalam Pasal 64 humf c harus dilakukan oleh

sumber daya manusia jrang memlliki keahli£in di bidang
sistem informasi sungai.

(2) Keahlian . . .
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(2) KeahUan di bidang sistem informasi sungai
sebagaimana diinaksud pada ayat (1) terdiri atas
keablian pengumpulan data siuigai, pengolahan data
sungai, dan pen^riman data sungEii.

(3) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota sesuai kewenangannya
menyelen^arakan pendidikan dan pelatihan untuk
meningkatkan kemampuan sumber dajra manusia yang
ditugaskan menangani sistem informasi sungai.

BAB VI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 69

(1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota sesuai kewenangannya melakukan
pemberdayaan masyarakat secara terencana dan
sistematis dalam pengelolaan sungai.

(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. sosialisasi;

b. konsultasi publik; dan
c. partisipasi masyarakat.

(3) Sosialisasi, konsultasi publik, dan partisipasi
mas3^akat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dalam kegiatan konservasi sungai,
pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak
air sungai.

(4) Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat,
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota sesuai kewenangannya harus
menyedialmn pusat informasi.

Pasal 70 . ..
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Pasal 70

(1) Ke^atan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
69 ayat (2) huruf a ditujukan xmtuk meniimbuhkan
kepedulian ma^arakat terhadap masalah yang terkait
dengEin perlindungan sungai, pencegahan pencemaran
air sungai, serta pengurangan resiko kerentanan banjir.

(2) Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui pengenalan
Ungkungan sungai, kunjungan lapangan, identiilkasi
masalah, pendampingan, dan pelatihan.

Pasal 71

(1) Kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b ditujukan imtuk
memperoleh masukan dalam rangka menin^catkan
efekt^tas ke^atan pengelolaan sungai.

(2) Kegiatan konsultasi publik dilakukan melalui survei
pendapat umum, diskusi, dengar pendapat, dan
lokakaiya mengenai pengelolaan sungai.

Pasal 72

(1) Kegiatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c ditiyukan untuk
meningkatkan kineija pengelolaan sungai.

(2) Kegiatan partisipasi masyarakat dilakukan melalui
pembentukan kelompok keija dan keija sama
pengelolaein sungai.

F^sal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat
dalam pengelolaan sungai diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 74

Dalam rangka memberikan motivasi kepada masyarakat agar
peduli terhadap sungai, tan^al ditetapkannya Peraturan
Pemerintah ini ditetapkan sebagai Hari Sungai Nasional.

BAB VII .. .
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BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

(1) Bekas sungai dikuasai negara.

(2) Lokasi bekas sungai dapat digunakan untuk
membangun prasarana sumber daya air, sebagai lahan
pen^anti ba© pemilik tanah yang tanahnya terkena
alur sungai baru, kawasan budidaya dan/atau kawasan
lindimg sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Dalam hal sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercatat sebagai barang milik negara/daerah,
penggunaan bekas sungai dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengelolaan barang milik negara/daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan bekas
sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan peraturan Menteri.

Pasal 76

(1) Dalam hal tetjadi pengalihan alur pada sungai sehingga
terbentuk alur sungai baru yang pelaksanaannya
dibiayai An^aran Pendapatan dan Belanja Negara
dan/atau perolehan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, maka alur sungai
baru dicatat sebagai barang mUik negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundeuig-undangan.

(2) Dalam hal teijadi pengalihan alur pada sungai sehingga
terbentuk alur sungai baru yang pelaksanaannya
dibiayai An^aran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan/atau perolehan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, maka alur sungai
baru dicatat sebagai barang milik daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77 . . .
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Pasal 77

(1) Sungai dan/atau anak sungai yang seliiruh daerah
tangkapan mmya terletak dalam satu wilayah
perkotaan, dapat berfungsi sebagai drainase perkotaan.

(2) Sungai dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai
drainase perkotaan, pengelolaannya diselen^arakan
oleh pemerintah kabupaten/kota dengan pembinaan
teknis dari Menteri.

(3) Penentuan sungai dan/atau anak sungai yang berfungsi
sebagai drainase perkotaan dilakukan berdasarkan
kesepakatan antara pemerintah kabupaten/kota
dengan Menteri atau gubemur sesuai kewenangannya.

Pasal 78

Pengelolaan sungai yang dilakukan oleh Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a
dapat dilimpahkan seba&an pengelolaannya kepada
gubemur dan/atau bupati/walikota berdasarkan asas
dekonsentrasi atau tugas pembantuan sesuai dengan
ketentuan peraturan pemndang-undangan.

Pasal 79

Pengelolaan sungai dapat dilakukan melalui keija sama
antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau
pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan
peraturan pemndang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sqak
Peraturan Pemerintah ini berlalm, Menteri, gubemur,
bupati/walikota wajib menetapkan garis sempadan pada
seraua sungai yang berada dalam kewenangannya.

Pasal 81 . . .
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Pasal 81

a) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
setiap izin pemanfaatan sungai tetap berlaku sampai
dengan berakhimya izin.

(2) Permohonan izin pemanfaatan sungai yang sedang
dalam proses -wajib disesuaikan dengan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah ini.

P^al 82

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai tierl^, semua
peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemenntah Nomor 35
Tahun 1991 tentang Sungai dinyatakan tet^ berl^sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemenntah
ini.

P^al 83

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tent^g Sungai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor
44, Teimbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3445) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tan^al
diundangkan.

Agar. . .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini den^n
penempataimya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tan^al 27 Juli 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBUK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

^sten Deputi Pemndang-undangan
Bidang Perekonomian,

Setio Sapto Nugroho
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2011

TENTANG

SUNGAI

I. UMUM

Negara Republik Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa s^ber
daya air j^ng melimpah antara lain ditandai dan jumlah sun^i yang
sangat banysfc

Mengjngat distribusi hujan berpola musiman dan kondisi geolo^ yang
berbeda-beda menjadikan aliran sungai di Indonesia sangat bervaria^.
Selain itu, karena kondisi geolo^ yang relatif muda dan iklim tropis
dengan matahari bersinar sepanjang tahian, mengakibatkw tingkat
pelapukan terhadap batuan sangat ting&, demikian pula aktifitas erosi
dan sedimentasi di sungai. Selanjutnya karena topografinya yang
berbentuk kepulauan dengan pegunungan di b^an tengahnya,
sungai di Indonesia umumnya pendek dengan kemiringan yang curam
kecuali beberapa sungai di Kalimantan dan Papua. Kondisi tersebut
menjadikan sungai di Indonesia sangat spesiJik dan rentan terhadap
berbagai ms^alah.

Di sisi lain jumlah penduduk Indonesia yang tumbuh dengan pesat
dan kecenderungan lahan di sekitar sungai yang dimanfaatkan untuk
kegiatan manusia, telah mengakibatkan penurunan fungsi, yang
ditandai dengan adanya penyempitan, pendangkalan, dan pencemaran
sungai.

Untuk kepentingan masa depan kecenderungan tersebut perlu
agar dapat dicapai keadaan yang ha^onis dan

berkelanjutan antara fungsi sungai dan kehidupan manusia.

Selain bersifat spesifik, simgai juga bersifat dinamis karena
dipengaruhi oleh perubahan debit air dan karakter sungai setempat.
Debit air sungai selalu berubah dipengaruhi curah hujan, kon<^si
lahan, dan perubahan yang teijadi di alur sungai. Karakter setiap
sungai ditentukan oleh kondisi geohidrobiologi wilayah dan sosial
budaya masyarakat setempat.

Melihat. . .
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Melihat kecenderungan di atas, ruang sungai perlu ^dungi agar
fiHaW digunakan untiik kepentingan peruntukan lain. Sungm sebag^
sumber air, perlu dilindungi ^ar tidak tercemar. Penyeb^
pencemaran air sungai yang utama adalah air Imbah dan sampah.
Kecenderungan perilaku masyarakat memanfaatkan sungai ^bagai
tempat buangan air limbah dan sampah hams dihenhkan. Hal mi
mengingat air sungai yang tercemar akan memmbulkan kem©an
dengan pengamh ikutan yang panjang. Salah satunya y^g terpenling
adalah mati atau hilan^ya kehidupan flora dan faima di sungai yang
dapat mengancam keseimbangan ekosistem.
Pemberian sempadan yang cukup terhadap sungai dan pencegahan
pencemaran sungai mempakan upaya utama untuk perlmdungan dan
pelestarian fungsi sungai.

Sedarah telah mencatat bahwa sungai adalah tempat berawalnya
peradaban manusia. Sqak dahulu sungai telah dimanfaatkan untuk
berb^ai kepentingan manusia, misalnya pemarfaatan sungai untuk
memenuhi kebutuhan mmah tangga, sanitasi lingkungan, pertani^,
industri, pariwisata, olahraga, pertahanan, perikanan, pembangkit
tenaga Ustrik, dan transportasi. Demikian pula fungsmya bagi alam
sebagai pendukung utama kehidupan flora dan fauna sang^
menentukan. Kondisi ini perlu dijaga jangan sampai mraumn. Oleh
karena itu, sungai perlu dipelihara ̂ ar dapat berfungsi secara baik
dan berkelanjutan.

Kekurangpahaman manusia terhadap hubungan timbal balik antara
air dan lahan ditandai dengan pemanfaatan lahan dataran b^jir yang
tanpa pengaturan dan antisipasi terhadap resiko banjir, telah
mengakibatkan kem^an yang timbul akibat daya msak air. Secara
p1{^Tpi dataran banjir mempakan mang untuk air sungai pada saat
banjir.

Pembahan penutup lahan dari penutup alami menjadi atap b^gunan
dan lapisan kedap air yang tanpa upaya antisipasi telah
mengakibatkan semakin berkurangnya infiltrasi air huj^ ke dalam
tanah sehingga mengakibatkan membesamya aliran air di permukaan
tanah yang menimbulkan banjir.

Dua kondisi di atas, yang jika ditambah dengan menumnnya kapasitas
palung sungai karena pendangkalan dan/atau penyempitan oleh
sedimentasi, sampah dan gangguan aliran lain akibat aktivitas
manusia di dekat sungai khususnya di wilayah perkotaan al^
mengakibatkan kemgian banjir yang lebih besar. Upaya p^gendalian
banjir yang telah dilakukan selama ini seolah-olah menjadi kurang
berarti dibanding dengan peningkatan kemgian banjir yang terns
membesar karena ketiga kondisi di atas.

Untuk. . .
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Untuk mengatasi kecenderungan menin^catnya keru^^ banjir
pihak yang terkait dengan kondisi di atas perlu diidentiltosi dan
kemudian saling bekeija sama untuk melakukan penibahan cara
pengendalian banjir. Upaya pengendalian banjir harus menggunak^
pendekatan manajemen resiko dalam ran^ pengelolaan banjir
terpadu.

Pengelolaan banjir terpadu mempunyai ciri utama ikut sertanya
seluruh unsur di dalam daerah aliran sungai. Banjir mempakan
produk daerah aliran sungai, oleh karenanya setiap kegiatan di daaraii
aliran sungai sesuai lokasi dan potensinya harus ikut berperan
menguranri dan memperlambat aliran air dengan cara mempeimudah
infiltrasi air hujan meresap ke dalam tanah dan memperbanj^
tampungan. Pengendalian banjir tidak lagi bertumpu hanya kepada
upaya di sungai dengan kepatan secara fisik melainkan ju^ pada
kegiatan non fisik yaitu pengelolaan resiko seluruh kegiatan di daerah
aliran sungai jrang bersan^cutan.

Upaya pengendalian banjir secara fistk adalah kegiatan pengendalian
banjir yang bertumpu pada pembangunan prasarana fisik seperti:
bendungan, tan^ul, peningkatan kapasitas alur ataupun pengalihari
debit banjir. Upaya secara fisik pada prinsipnya hanya mengurangi
frekuensi kejadian banju: sesuai debit banjir rencana. Upaya im
memiliki keterbatasan yaitu selalu ada kemungkinan debit rencana
tersebut terlampaui. Pengertian ini jika tidak dipahami secara benar
juga mempunyai sifat menjebak dan menjerumuskan masyar^t
dengan memberi perasaan aman yang sebenamya semu. Ketika teijam
banjir debit rencana dan kawasan yang dilindu^ telah
berkembang pesat, karena merasa aman dari bahaya banjir, maka
kerugian yang timbul jauh lebih besar daripada sebelum ada upaya
pengendalian secara fisik. Upaya secara fisik penting dan perlu tapi
tidsik cukup untuk menyelesaikan masalah banjir karena upaya secara
fisik memiliki keterbatasan.

Upaya secara fisik perlu dilei^kapi dengan upaya non fisik. Upaya non
fisik adalah upaya mengantisipasi kejadian banjir dan menangani
korban.

Untuk keperluan ke^atan pengelolaan sungai diperlukan dukungan
data dan informasi yang cukup. Masing-masing kegiatan memerlukan
jenis dan ketelitian data yang berbeda. Data dan informasi tentang
sumber daya air dikelola tersebar di beberapa instansi, sehingga perlu
ada mekanisme akses dan konversi format data antara instansi
tersebut.

Diantara. . .
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Diantara data dan informasi tersebut yang secara khiisus perlu
mendapat perhatian dalam rangka pengelolaan sungai adalah data
aliran sungai, curah hujan dan perubahan penintukan lahan. Data ini
penting untuk menganalisis kecenderungan yang sedang dan akan
teijadi di daerah aliran sungai dan di alur sun^. Jika teqadi
kecenderungan ke arah negatif maka perlu dilakukan upaya
pengendalian ataupun merestorasi sungai.

Sungai berinteraksi dengan daerah aliran sungai melalui dua
hubungan yaitu secara geohidrobiologj dengan alam dan secara sosial
budaya dengan masyarakat setempat. Semakin disadari b^wa
keberhasilan pengelolaan sungai sangat tergantung pada partisipasi
ma^arakat.

Masyarakat sebagai pemanfaat sungai perlu diajak m^genali
permasalahan, keterbatasan, dan manfaat pengelolaan sungai secara
lengkap dan benar sehinsaaa dapat tumbuh Iresadaran untuk ikut
berpartisipasi mengelola sungai. Keterlibatan partisipasi masyarakat
yang paling nyata adalah gerakan peduU stmgai dengan program
perlindungan alur sungai dan pencegahan pencemaran sungai yang
dilakukan oleh masyarakat.

Sungai sebs^;ai wadah air mengalir selalu berada di posisi paling
rendah dalam lanskap bumi, sehin^a kondisi sungai tidak dapat
dipisahkan dari kondisi daerah aliran sungai. Dalam upaya
memperbaiki dan menj^ keberlanjutan fungsi sungm banyak aspek
yang terkait mencakup ke^tan yang amat luas di daerah aliran
sungai. Lingkup peraturan pemerintah ini hanya mengatur substansi
yang terkait dengan sungai dan danau paparan banjir yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari sungai. .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cvikup jelas.

Pasal 2

Cukupjelsis.

Pasal 3

Aj'at (1)
Cukup jelsis.

Ayat (2)
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Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "fungsi sungai" adalah manfaat
keberadaan sungai bagi:

a. Kehidupan manusia, berupa manfaat keberadaan sungai
sebagai penyedia air dan wadah air untuk memenuhi
kebutuhan rumah tangga, sanitasi lingkungan, pertaman,
industri, pariwisata, olah r^a, pertahanan, perikanan,
pembangkit tenaga listrik, transportasi, dan kebutuhan
lairmy^

b. Kehidupan alam, berupa manfaat keberadaan sungai
sebagai pemulih kualitas air, penj^ur banjir, dan
pembangidt utama elmsistem flora dan fauna.
Fungsi sungai sebe^ai pemulih kualitas air perlu dijaga
dengan tidak membebani zat pencemar yang melebihi
kemampuan pemulihan alami air sungai.
F\ingsi sungai sebagai penyalur banjir perlu diantisipasi
flgar tidak menimbulkan keru^an ba© aktifitas masyarakat
di sekitar sungai.
Fungsi sungai sebagai pembangkit utama ekosistem flora
dan fauna perlu dijaga agar tidak menurun. Ekosistem flora
dan fauna meliputi berbagai jenis tumbuh-tumbuhan tepian
sungai dan berbagai jenia spesies binatang. Spesies binatang
di sungai meliputi antara lain: cacing [invertebratdi, siput
{moUiisca), kepiting (cnistacea), katak [ampMlm), kadal
(repttto), seran^a (insecQ, ikan dan burung (at/ran).

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)

Ciikup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Ciikup jelas.

Ayat (4)
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a.

b.

Ayat (4)
Cukup jelas.

aungai memppnyai beberapa tangsi penyangga
antara ekosistem sungai dan daratan, antara lam.

Karena dekat dengan air, kawasan ini
keaneka-ragaman hayab flora dan fauna. Keaneka
ragaman hayati adalah asset lingkungan yang sangat
berharea bagi kehidupan manusia dan alam.
Semak dan rerumputan yang tmnbuh 6i
berfungsi sebagai filter yang sangat efektif terhadap
polutan seperti pupuk, obat anti hama, paAogen to
fogam berat sehingga kualitas air sungai teqaga dan
T^b^toliibuhan juga dapat men^^ erosi ka^na
sistem perakarannya yang masuk ke dalam
struktur tanah sehingga tidak mudah tereroai dan tergerus

^^u^ira dedaunan dan sisa tu"^buh-tvtoi^an y^g
mati menyediakan tempat berlindung, berteduh dan
sumber makanan bagi berbagai jenis spesies bmatang
akuatik dan satwa liar lainnya. ^ ̂
Kawasan tepi sungai yang sempadannya tertata asn
meiyadikan properti bemilai tinggi karena teqatoya
kehidupan yang hannonis antara manusia <to alam.
Lintongan yang teduh dengan tumbuh-tumbuhan, ada
burung berkicau di dekat air jemih yang mengalir
menciptakan rasa nyaman dan tenteram tersendin.

c.

d.

e.

Pasal

jpuke^rj^as..

Ayat (2) • i j-
Penentuan palung sungai deqiat dilakukan secara visual oi

. .:;<*'I&^g^: Dalam-;Ka.sungai alluvial, palung sungai ditentukan
'I d .dfthTi^ renc^a antara debit 2 tahunan (Qa) sampai

den^i-S tahunan (Qs).
-r ••

•'A** j.* *"ir-i.'-Ki-. ■■

Pasal 7
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Pasal 7

Yang dimaksud dengan "tan^^ul" adalah bangunan penahan banjir
yang terbuat dari timbunan tanah.

Bantaran sungai berfungsi sebagai ruang penjralur banjir.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "tepi kiri dan kanan palung sungm" adalah
tepi palung sungai yang dltentukan pada saat penetapan garis
sempadan.

Dalam hal sungai sangat landai, sehingga penentuan tepi palung
sungai sulit dilakukan, penentuan tepi palung sung£ii dilakukan
dengan membuat perkiraan elevasi muka air pada debit dominan
(Qa-Qs) dan elevasi muka air banjir yang pemah terjadi. Tepi palung
sungai terletak di antara dua elevasi tersebut.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Untuk peningkatan fungsinya, tan^ul dapat diperkuat, ditin^ikan,
dan diperlebar, yang dapat berakibat bergesemya letak garis
sempadan, sehingga penentuan garis sempadan perlu
memperhatikan kemungkinan perubahan dimensi tanggul tersebut
dengan mengambil jarak sempadan yang lebih lebar.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan "sungai terpengaruh pasang air laut" adalah
jika muka air pada saat pasang melebihi tepi palung sungai.

Contoh penentuan garis sempadan yang terpengaruh pasang air
laut:

Garis sempadan untuk sungai terpengaruh pasang air laut tidak
bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan memanjang
sungai paling sedikit beijarak 100 m (seratus meter) dari tepi muka
air pasang rata-rata. Demikian pula untuk kondisi sungai lainnya.

Sempadan ...
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Sempadan sungai j^ang terpengaruh pasang air laut ditentukan
hanya untuk ba&an ruas sungai yang terpengaruh pasang air laut
saja.

Pasal 14

Sempadan danau paparan banjir juga disebut sebagai sabuk hijau
yang mengelilingi danau paparan banjir. Danau ini berbeda dengan
dataran banjir, dalam hal keberadaan genangan. Danau paparan
beinjir di musim kemarau tetap berupa danau (ada genangan) dan
bertambah luas di musim pen^ujan. Sedangkan dataran banjir di
musim kemarau berupa daratan (tidak ada genangan), baru pada
musim penghujan dataran tersebut tergenang air luapan sungai.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimalmud dengan "karakteristik geomorfologi stingm"
adalah keseluruhan sifat geohidrologi daerah aliran sungai
yang membentuk cdri spesifik sungai tertentu, misalnya:

a. fluktuasi aliran sungai;

b. perubahan kandungan sedimen di sungai; dan

c. kecenderungan perubahan geometri sungai yang meliputi:
lebar dasar, tin^ tebing, kemiringan memanjang sungai,
pembentukan kelokan {meandei) dan jalinan {braided\
sungai.

Beberapa sungai memiliki karakter yang spesifik misalnya
berkelok-kelok {meandering, beijalin (braided), membawa pasir,
dan/atau aliran lahar. Sungai jenis ini, palung sungainya
berubah sangat dinamis. Penentuan garis sempadan untuk
sungai seperti ini perlu dilakukan secara lebih hati-hati dan
agar ditentukan lebih lebar mengikuti batas terluar alur
dinamisnya.

Yang. . .
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Yang dimaksud dengan "kondisi sosial budaya masyarakat
setempat^ adalah perilaku, adat kebiasaan, dan norma-norma
yang hidup Hnlam masyarakat setempat khususnya yang
terkait dengan sungai.

Yang dimaksud dengan "kepatan operasi dan pemeliharaan
sungai" adalah ke^atan yang berkaitan dengan berfungsinya
sungai Hfin beroperasinya bangunein sungai meliputi antara
lain pengawasan, pemeliharaan, operasi, dan perbaikan.

Ayat (4)
Hasil kajian disampaikan kepada masyarakat seb^ai
informasi, lengkap dengan rencana penetapan aempadan dan
jadwal pelaksanaannya.

Ayat (5)
Cul^p jelas.

Ayat (6)
CuImp jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "status qucf adalah kondisi tidak boleh
mengubah, menambah, ataupun m^perbaild bangunan.

Yang dimaksud dengan "bertahap" adalah sesuai prioritas dan
kemampuan serta dengan partisipasi masyarakat.

Ayat (2)
Culmp jelas.

Pasal 18

Ajrat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .
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Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk meningkatkan
Idneija pengelolaan sungai.

Pased 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Vang dimaksud dengan "perlindungan sungai" adalah upaya
untuk menjaga dan mempertahankan fungsi sungai.

Yang dimaksud dengan "pencegahan pencemaran air sungai'
adalah upaya tmtuk menjaga dan melindun^ kualitas air.
sungai.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Culmp jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Perlindungan palung sungai dimaksudkan agar dimensi palung
sungai tetap teijaga dari gan^uan aliran dan kerusakan palung
sungai.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "komodltas tambang" adalah bahan
galian di sungai berupa sedimen, pasir, kerikil, dan batu yang
dapat terbawa aliran sungai. Bahan galian ini bersifat dinamis,
datang dan per^, bergerak ke hilir sesuai dengan kemampuan
angkut aliran air.

Untuk sungai alluvial, bahan galian dinamis ini adalah bsihan
penyusun sungai itu sendiri yang berfUngsi seb^ai wadah air
mengalir. Oleh karenanya pengambilannya perlu diatur jangan
sampai merusak palung sungai.

Mengingat. . .
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Mengingat pengamh negatifnya yang sangat luas dan ineru©kan,
perizinan tentang pengambUan komoditas tambang di sungai
perlu diatur secara cermat dan dipantau secara menerus. D^am
perizinan perlu ditentukan secara jelas kapan kegiatan
pengambilan komoditas tambang di sungai tersebut harus
dihentikan dan/atau dialdiiri.

Ayat (3)
Yang HimnWRtirl dengan "sui^ai yang mengalami kenaikan dasar
sungai" sungai atau ruas sun^ yang membawa sedimen
melebihi kapasitas angkutnya sehin^a seba^an kelebihan
sedimen akan diendapkan dan mengakibatkan kenaikan dasar
sungai. Hal ini teijadi jika terdapat penambahan beban sedimen
f^tan pengurangan debit air di b^ian hulu ruas sungai yang
berlangsung lama dan menerus.

I^sai 22

Ayat (1)
Culmp jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan 'keperluan tertentu" dalam pemanfaatan
bantaran dan sempadan sungai meliputi:

a. bangunan prasarana sumber daya air;
b. fasilitasjembatan dan dermaga;
0. jalur pipa gas dan air minum;
d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
e. ke©atan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai,

misalnya tanaman sayur-ma3air.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

A3rat (2)
Yang dimaksud dengan "daerah tangkapan air" adalah kawasan
di hulu danau yang memasok air ke danau.

Pasal 24 . . .
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Pasal 24

^^ang dimaksud dengan "dataran banjir yang b^otensi
menampung banjii- adalah dataran banjir
sebagai tempat penampung air selama musun banjir untuk
menghindari banjir yang lebih besar di ba^ hibr.

dimaksud dengan "membebaskan dataran b^'ir dan
peruntukan yang mengganggu fungsi penampung banjir" adalah
menghindari berkembangnya dataran banjir menjadi kawasanpengembangan yang mengakibatkan kerugian besar jika teijadi
banjir.

Pasal 25

^^Yang dimaksud dengan "aliran pemeliharaan sungm" ad^ah
aliran air minimum yang harus tersedia di sungai untuk menj^a
kehidupan ekosistem stmgai.

Ayat (2)
Cukup jelas.

^ Yang dimaksud dengan debit andalan 95% (sembilan puluh lima
person) adalah aliran air (m^/detik) yang selalu tersedia dalam
95% (sembilan puluh lima persen) waktu pengamatan, atau
hanya paling banyak 5% (lima persen) kemungkinannya aliran
tersebut tidak tercapai.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 26
(1)

Yang dimaksud dengan "kondisi sungai alami' adalah keadaan
Hngkungan sungai alami yang direncanakan sebagai kondisi yang
in^ dicapai.

Ayat (2) . . .
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Ayat [2]
Ptioritas utama restorasi sungai adalah mencegah kerusakan
berlanjut pada ruas sungsii tertentu dan direncanakan agar
menjadi ruas sungai yang sehat kembali. Simgai yang sehat
tercermin dari berkembangnya kehidupan berbagai jenis flora
dan fauna di sungai tersebut.

Ayat (3)
Cxikupjelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "air limbah" adalah adalah sisa dari
suatu hasU usaha dan/atau ke^atan jrang berwujud cair.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan Imgkungan hidup dan peraturan perundang-
undangan di bidang pengelolaan sampah.

Pasal 28

Peraturan Menteri mengenai tata cara perlindungan sungai paling
sedikit meliputi: pengaturan mengenai pengambilan komoditas
tambang di sungai, aliran pemeliharaan sungai, dan restorasi
sungai.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Culmp jelas.

Ayat (3).. .
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Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "tidak merusak ekosistem sungai" adalah
tidak menimbulkan kerusakan terhadap komponen-komponen
ekosistem sungai, yaitu komponen abiotik (fisik, kiinia) dan
komponen biotdk (tumbuh-tumbuhan, binatang, dan mikro
organisme).

Elmsistem sungai dapat berubah menuju ke kondisi lebih buruk
oleh aktivitas manusia misalnya tidak tersedia aliran
pemeliharaan sungai, sungai tercemar oleh air limbah dan
sampah, serta teijadi pengambilan bahan komoditas tambang
yang tak terkendali.

Yang dimaksud dengan "karakteristik sungai" adalah
keseluruhan sifat geohidrobiolo^ daerah aliran sungai yang
membentuk cdri spesiflk sungai tertentu, misalnya:

a. fluktuasi aliran;

b. parameter fisik alur sungai;
c. kandungan sedimen; dan

d. flora dan fauna pembentuk ekosistem stingai.

Yang dimaksud den^m "kelestarian keanekaragaman hayati"
adalah keberlanjutan fiingsi ekosistem sungai meliputi aneka
kehidupan flora dan fauna sebagai pendukung utama kehidupan
manusia dan alam dari generasi ke generasi.

Yang dimaksud dengan "kekhasan dan aspirasi daerah" adailah
dii kehidupan ma^rarakat baik jrang teraktualisasi maupun yang
potensial yang membentuk keinginan dan kebutuhan masyarakat
setempat terkait dengan keberadaan sungai.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...
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Huruf b

Yang dlmaksud dengan "tergan^unya aliran dan/atau
keruntuhan tebing sungai" adalah teijadinya gan^uan
berupa pengurangan/penyempitan penampang palung
sungai dan/atau berupa berkurangnya kestabilan tebing
sungai.

Penyempitan palung sungai mengakibatkan kenaikan dev^i
muka air sungai yang dapat mengakibatkan banjir,
sedangkan berkurangnya kestabilan tebing sungai
mengakibatkan runtuhnya tebing yang mengancam
bangunan atau kepentingan manusia yang ada di dekat
sungai.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengelolaan resiko banjir" adalah
kepatan antisipasi menghadapi resiko banjir yang dilakukan
sebelum kqadian banjir dengeui langkah-langk^ pengurangan
resiko.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pemilik kepentingan" adalah semua
individu perorai^an, grup, perusahaan, organisasi, asosiasi, dan
instansi pemerintah yang terkait dalam pengelolaan resiko
banjir.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pengurangan resiko besaran banjir"
adalah upaya menguran© resiko kerugian banjir dengan cara
memperkecil keraungkinan teijadinya banjir, yaitu dengan
membangun prasarana fisik yang mampu mengalirkan debit
banjir yang lebih besar dan mengurangi puncak aliran banjir.

Yang...
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Yang dimakaud dengan "pengurangan resiko kerentanan banjir"
adalah upaya menguran^ kerugian banjir dengan cara
memperkecil jumlah kerugian jika teijadi banjir, yai^ dengan
pengelolaan dataran banjir dan perencanaan antisipatif terhadap
korban banjir.

Ayat (3) j i u
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan adalan
Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Sumber DayaAir.

Pasal 36

Ayat (1)
Huruf a . i.

Yang dimaksud dengan 'prasarana pengendali banjir"
adalah prasarana fisik yang berfiingsi sebagai peny^ur dan
pengatur air banjir. Konstrukai pengendali banjir pada
hakekatnya berfiangsi menguran^/memperkedl tingkat
kemungkinan kejadian {probability of occurence) banjir
sesuai dengan tingkat layanan konstruksi tersebut. Misalnya
semula hanya mampu mengaHrkan debit rencana 5 tahunan
(Qs) ditin^tkan menjadi 20 tahunan (Q20).

Hurufb

Yang dimaksud dengan prasarana "pengendali aliran
permukaan" adalah prasarana fisik yang berfungsi
mengurangi terbentuknya dan terdistribusinya aliran
permukaan dalam jumlah besar secara bersamaan mengalir
ke sungai.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Hxmifb

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
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Huruf e
Yang dimaksud dengan "perbaikan drainase perkotaan"
adalah pembuatan sistem pematusan air hujan di perkotaan
yang peka terhadap lingkungan hidup yaitu tidak hanya
mengalirkan air namun memberi prioritEis pada pembangunan
sarana resapan/infiltrasi dan kolam penampung/peredam
banjir.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "saluran" adalah saluran bervegetasi
(bempa rumput) yang berfungsi untuk meresapkan air hujan.
Yang dimaksud dengan "pipa berlubangf adalah pipa jrang bagian
bawahnya berlubang dan ditanam di dalam tanah dengan posisi
mendatar yang berfungsi mengalirkan dan meresapkan air hujan.
Yang dimaksud dengan "sumur resapan" adalah lubang vertikal
yang diisi dengan batu dein kerikil yang berfungsi meresapkan air
hujan.
Yang dimaksud dengan "kolam resapan" adalah kolam yang
dasamj^ tanpa perkerasan.
Yang dimaksud dengan "bidang resapan" adalah luasan yang
dapat berfungsi meresapkan air hujan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "keperluan Iain" misalnya untuk
pedestrian, halaman gedung, atau lapangan parkir.
Yang dimaksud dengan "perkerasan lulus air" adalah perkerasan
yang men^unakan bahan berongga sehingga air hujan tetap
dapat meresap ke dalam tanah.

Pasal 38

Ayat (1)
Penampung banjir yang tidak terhubung dengan sungai atau
tidak dapat dikosongkan, tidak dapat berfungsi sebagai
pengendali aliran permukaan karena penampung banjir ini pada
awal musim hujan umumnya sudah penuh sehingga tidak dapat
menampung air lagi.

Ayat (2) . . .
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Ayat (2)
Culrap jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Pen^Ioiaan dataran banjir bertujuan untuk mengurangi
kerugian akibat banjir.
Kegiatan ini mencakup pengurangan resiko keterpaparan
{exposure), dan resiko kerentanan terhadap banjir, antara lain
dengan melakukan peringatan dini banjir, penetapan dan
pengawasan peruntukan lahan, penetapan jalur eval^asi dan
pengungsian, penyusunan prosedur operasi lapangan,
peningkatan kesadaran masyarakat, dan Iain-lain.

Ayat (2)
Culwp jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Debit rencana 50 (lima puluh) tahunan merupakan debit banjir
rencana yang rata-rata teijadi 1 (satu) kali dalam 50 (lima puluh)
tahun atau debit dengan tingkat kemungkinan teijadi {probability
of occurence) 1/50 (satu perlimapuluh) atau 2% (dua persen) tiap
tahun.

Debit banjir 50 (lima puluh) tahunan dapat pula teijadi 2 (dua)
kali dalam jangka waktu 100 (seratus) tahun atau 3 (tiga) kali
dalam jan^ca waktu 150 (seratus lima puluh) tphu" tanpa
diketahui kapan teijadinya.

Ayat (2)
Culmp jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44
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Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)

Huruf a
Sistem prakiraan banjir digunakan untuk mengetahui besaran
banjir dalam beberapa waktu ke depan, misalnya akan teijadi
debit 400 m^/det (empat ratus meter kubik perdetik) pada 6
(enam) jam kemudlan di ba^an hilir sungal.

Huruf b
Keg^atan pemetaan kawasan beresiko banjir diperlukan agar
masyarakat dapat memahami kerentanan suatu kawasan
terhadap banjir.

Huruf c
Kegiatan inspeksi berkala kondisi prasarana pengendali banjir
dilakukan dengan pengamatan, pencatatan, dan pelaporan
mengenai kondisi prasarana pengendedi banjir.

Huruf d
Peningkatan kesadaran masyarakat dimaksudkan agar
masyarakat memahami penyebab banjir di daerahnya
sehin^a dapat ikut melakukan antisipasi untuk menguran^
kerent€inan kawasan terhadap banjir.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Prosedur operasi lapangan penanggulangan banjir memuat
antara lain kewenangan, tanggung jawab, tingkat bahaya
banjir, prosedur komunikasi dan penyampalan informasi,
pengerahan siunber daya manusia, bahan dan peralatan,
pelaj^nan kesehatan, serta bantuan darurat kemanusiaan
lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 46 . . .
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Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah perbaikan prasarana
sungai agar dapat berliingsi kembali.

Yang dimaksud dengan "rekonstruksi" adalah pembangunan
kembali termasuk pembangunan baru prasarana sungai.

Ayat (2)
Culmp jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)
Ciikup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "berdasarkan kebutuhan" adalah suatu
keadaan tertentu yang mengharuskan pelaksanaan kegiatan
konservasi sungai, pei^embangan sungai, dan pengendalian
daya rusak air sungai.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53 ...



0-

I
I ta

X'-l'
yj

- n'^ -*~-2.;cC.>

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-21-

Pasal 53

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kegiatan fisik" adalah kegiatan
pelaksanaan konstruksi prasarana konservasi, pengembangan,
dan pengendalian daya rusak air sungai.

Yang dimaksud dengan "ke^atan non fisik" adalah kegatan yang
bersifat perangkat lunak antara lain pengaturan, pembinaan,
pengawasan, dan pengendalian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prassirana sungai" adalah prasarana
fisik yang dibangun untuk keperluan pengelolaan sungai
termasuk fasilitas pendukungnya, antara lain berupa:

1. bangunan pengambilan air;

2. bangunan pengendali banjir;

3. bangunan pengendali sedimen;
4. bangunan pelindung dan perkuatan tebing sungai;

5. bangunan pengarah alur sungai; dan

6. bangunan dan peralatan pemantau data hidroklimatolo^.

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Culmp jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "hal tertentu" misalnya kegatan
konservasi dengan skala kedl dan dilakukan secara sukarela.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)
Culoip jelas.

Ayat (2) . . .
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Ayat (2)
Kegiatan pengamatan dan pencatatan perlu dilakukan dengan
penelusuran lapangan [walkthrougfil.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Setiap orang dalam ketentuan ini meliputi orang perseorangan,
kelompok orang, atau badan usaha.

Ayat (2)
Huruf a

Pelaksanaan konstruksi pada ruang sungai misalnya
konstruksi jembatan, bendungan, tanggul, rentangan pipa
dan kabel.

Huruf b

Pelaksanaan konstruksi yang mengubah alixan dan/atau alur
sungai misalnya bendung, sudetan, pintu air, pompa banjir,
krib.

Huruf c

Pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai misalnya
dennaga, jalur pipa gas, pipa air minum, rentangan kabel
listrik, rentangan kabel telekomunikasi, dan bangunan
prasarsma sumber daya air.

Huruf d

Pemanfaatan bekas sungai misalnya budidaya perikanan
atau untuk peruntukan Iain berupa permukiman.

Huruf e

Pemanfaatan air sungai selain untuk kebutuhan pokok
sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang
sudah ada misalnya pengambilan air untuk air irigasi yang
akan dibangun, air minum, dan sanitasi lin^cungan
perkotaan.

Huruf f

Pemanfaatan sungai sebagai penyedia tenaga air misalnya
pembangkit listrik tenaga air.

Huruf g..
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Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h

Kawasan hutan dalam ketentuan ini tidak termasuk kawasan
suaka alam dan kawasan pelestarian alam sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kehutanan.

Huruf i
Pembuangan air limbah ke sungai misalnya pembuangan air
limbah dari pabrik.

Huruf j
Pengambilan bahan komoditas tambang di sungai misalnya
pengambilan pasir, kerikil, dan batu dari sungai atau tepi
sungai.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Sistem informasi sungai ditujukan untuk memperoleh data
dan informasi yang diperlukan untuk pengelolaan sungai.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
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Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "untuk kepentingan sendin" msalnya
untuk keperluan peringatan dini bahaya banjir oleh
masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu, untuk keperluan
penyediaan air di wilayah perkebunan milik badan usaha.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Data lisik banjir yaitu luas, kedalaman, durasi, frekuensl, dan
jenis banjir (banjir luapan sungai, pasang air laut, banjir
bandan^.

Huruf f. . .



.••A.'i-Vv

«.-^.«b'^ ■>•-^;;c;...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-25-

Huruff . .. ̂  . , t_ I
Yang dimaksud dengan "kerugan gikibat banjir" adal^ segala
kerugian yang timbul sebagai akibat banjir, baik di daerah
yang dilanda banjir maupun daerah lain y^g kegiat^
raasyarakatnya mempunyai k^tan dengan kqadian banjir
tersebuL

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 66
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukupjelas.

Huruf c
Cukupjelas.

Huruf d
Cukup jelsis.

Huruf e
Cukupjelas.

Huruf f
Kondisi penutup lahan antara lain berupa pertaman,
perkotaan, hutan, pertambangan, industri, dan jalan raya.

Huruf g
Cukupjelas.

Huruf h
Cukupjelas.

Hiiruf i
Cukupjelas.

Huruf j
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Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Culmp jelas.

Ayat (3)
Kegiatan sosialisasl, konsultasi publik, dan partisipasi
inas5rarakat secara berurutan untuk mencapai
pemberdayaan masyarakat yang efektif.

Ayat (4)
Culmp jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)
Konsultasi publik dilakukan melalui kegiatan dialog dan
memberikan masukan dalam penyusunan rencana perlindungan
sungai, pengendalian pencemaran air sungai, serta pengurangan
resiko kerentanan banjir.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 72 .
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Pasal 72

Ayat (1) , . , j 1 u
Yang dimaksud dengan kegiatan "partisipasi masyarakat adal^
kegiatan dengan men^kutsertakan masyarakat secara sukarela
sesuai minat dan kemampuannya untuk menin^atkan kineqa
pengelolaan sungai.

Partisipasi masyarakat dapat berupa antara lain kegiatan
pelaporan oleh masyarakat bUa teijadi kerusakan ruang sungai
berdE^arkan h^il inspeksi sukarela saat menjelang musim
penghujan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pada Hari Sungai Nasional, pemerintah, pihak swasta, dan
masyarakat bersama-sama m^akukan pemantauan langsung
kondisi sungai. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat
memahami pengaruh kegiatan yang dilakukannya terhadap sungai,
baik pengaruh negatif/merugikan maupun pengaruh
positif/men^ntungkan bagi fungsi sungai. Kegiatan yang
dilakukan misalnya:

a. pembersihan sampah dan gan^an aliran di sungai;
b. men&dentifikasi aumber pencemaran sungai;
c. penanaman tumbuh-tumbuhan yang sesuai di sempadan sungai

{riparian zon^;

d. sosialisasi langsung di lapangan;

e. penyelenggaraan "workshop peduli sungeii; atau
f. kesepakatan tindak lanjut bersama.

Pasal 75
Ayat (1)

Yang dimaksud 'Tjekas sungai" adalah ba^an/ruas sungai atau
sungai yang tidak berfungsi l£^ seb^ai alur aliran sungai
karena aliran berpindah atau dipindah ke alur yang lain.

Ayat (2) . . .
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Ciikup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Psisdl 79

Keija «?Tnfl pengelolaan sungai misalns^a terdapat orang
perseorangan atau badan usaha yang memiUki bangun^ di
sempadan sungai yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab
Pemerintah, untuk pelaksanaan pembon^carannya dapat dilakukan
secara keija sama dengan satuan keija peran^t daerah yang
membidangi penegakan hukum.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelsis.

Pasal 84

Cukup jelas.
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PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN

. PENCEMARAN AIR

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PA DANG,

Menimban^ ; a. Bahwa air merupakan salah saui siimber daya alani yang
memiliki fiingst sangac peniiiig bagi kelangsiuigan hidup dan
kehidupan inanusia dan makbkik liidiip lainnya. inaka iiiiiiik
melestarikan fiingsi air perlii dilakiikan penselolaan kiialitas
air dan pengeiidalian^enceniaran air secara bijaksana dengnn

karani! dann'leniperbati lerasi

I
b.

c.

Meimincat

3.

4.

a.

6.

mendatan

babwa "b

ayat(3)
Pengelol
inaka pe'
penceniai

siidali ̂ nerup'
bcrsan"iilan:^
'bgb^ berd^sarkat
dalcm hurut'a.dan

leniang Pon
Pencemaran

dan Pasal 1S

001 leniaiiu

Pengendaliiml^^Beinaran Air.
kuaiiias air cfflrpcjngendiiiian

rada di wilayah Kabupaten/Kota
kewenangan Kabiipalen/Koia yang

i.ibangan sebagaimana dimaksiid
embentuk Peratiiran Dacrali

Air dan Peimendalian

Undang-Undang N
-Daerab Oionom

Propinsi Siimaiura
Nomor 20):

Undang-Undang Nomoi

(Lenibaran Niigara Taluin

956 itiniang Penibentiikan
'alani Lingknngan Daerab

enibaran Neuara Talnin 1956

Taluin 1974 leiuang Pcngairan
1974 Nonior 65. Tanibalian

Lenibaran Negara Nomor 3046);
Undang-Undang Nonior 8 Taluin 198! leniang hlukiim Acara
Pidana (Lenibaran Negara Taluin 198! Nonior 76. Tanibalian
Lenibaran Negara Nonior 3286):
Undang-Undang Nomor 23 Taluin 1997 teniang Pengelolaan
LingkLingan Hidup (Lenibaran Negara Taluin 1997 Nonior 68.
'I'ainbalian Lenibaran Negara Nonior 3699):
Udang-Lindang Nomor 8 Taluin 1999 tentang Perlindiingan
KonSLiinen (Lenibaran Negara Taluin 1999 Noinor 43.
Tainbahan Lenibaran Negara Noinor 3822):
Undang-Undang Nonior 10 Taluin 2004 tentang Pembentukaii
Peratiiran PerLindang-Undangan (Lenibaran Negara Taluin
2004 Nonior 53. Tanibalian Lenibaran Negara Noinor 4389);

y I



7. Undaiig-Undang Nomor 32 Taluiii 2004 tentang Pemerintahan
Daerali (Lembaran Negara Nonioi" 125 Tambaban Lembaran
Neiiara Nomor 4437) sebagainiana telah diubah dengan
Peratiiran pemeiintah Pengganti Undang-undaiig Nomor 3
Talniii 2005 (Lembaran Negara Tahiin 2005 Nomor 38.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

8. Peratiiran Pemeriniali Nomor 17 Taluin 1980 tentang
Periibahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Padaiig (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3164):

9'. Peratiiran Pemeriniali Nomor 27 Talnin 1983 teiuang
Pelaksanaan Undang-imdang Nomor 8 Tahun 1981 leiitang
Hiikiim Acara Pidaiia (Lembaran Negara Talnm 1983 Nomor
36. Tambahan Lembaran Nomor 3258):

Densnn

DEVVAN PERWAKILAN

Peiget 1.^ :E(Bersama
IvERAIf KOTA PADANG

. Jf (Ian '

VVALIKOPA- PADANG
0

MEMUTU.SKAN:

\

Mcnetapkaii : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG
PENGELOLA.AN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

BAB r,

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratiiran Daerah inl \ang diniaksiid dengan :
1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang

3. Pemerintah Daerah adalah Walikoia dan Perangkat Daerah sebagai unsiir
penyelenggara pemerintahan Daerah.

4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
5. Bapedaida adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota

Padang.
6. Pejabat yang ditunjiik selanjiitnya disebut pejabat berwennng adalah pegawai

yang diberi tiigas tertentii di bidang Pengelolaan Knalitas Air dan ataii
Pengendalian Pencemaran Air.

7. Pemrakarsa adalah orang ataii Badan Hukiim yang bertanggiing Jawab atas
siiatu rencana usaha dan/ataii kegiatan yang akan dilaksanakan.

8. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah.



diukuc dan aiaii diiiji berdasarkan
lerientii beidasarkan peratiiran

keciiali air laiit dan air fosil.

9. Air perimikaan adalah seimia air \ang lerdapat pada permiikaan tanah.
10. Air lanali adalah air yaiig terdapai dalam lapisan tanah ataii batuan di bawah

permiikaan tanah.
I l. lnsentir adalah keringanan yang diberikan oleh Peinerintah Daerah kepada

iisaha dan/ataii kegiatan yang berkoiniimen liiiggi terhadap lingkiingan.
• 12. Disinsentif-adaiah pemberian pembebanan tambahan kepada usaha dan/atau

kegiatan yang komitmennya sangat rendali terhadap lingkungan.
13. Siimber air adalah wadah air yang terdapai di atas dan di bawah permiikaan

tanah. lerinasiik dalam pengerlian ini akiiiler. mata air. siingai. rawa. danau.
situ, wadiik, dan nuiara.

14. Pengelolaan kualitas air adalah iipaya penieliharaan air sehingga tercapai
kualitas air yang diinglnkan sesiiai peruatiikannya imtuk menjamin agar
kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya,

15. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan
pencemaran air serta pemiiiiiian kualitas air iintuk menjamin kualitas air agar
sesiiai dengan baku nuitii air.

16. Miitii air adalah kondisi kualitas air van

parameter-parameter tertentu dan meto
periindang-undangan yang berlakii.

17. Kelas air adalah perlngkat kualitas air yang dinilai masih layak untiik
dimanraatkan bagi peruntiikkaii tertentu.

18. Kriteria imitu air adalah tolak ukiir niutu air untiik seiiap kelas air.
19. Rencana pendayagunaan air adalah rencana yang memuat potensi

pemanfaatan atau penggunaan air. pencadangan air berdasarkan
kesediaaniiya. baik kualitas maupim kuantitasiiya, dan atau fungsi ekologis.

20. Baku iniitu air adalah ukiiraii batas atau kadar inakhluk hidiip. zai energi. atau
komponeii yang ada atau harus ada dan atau iinsiir pencemar yang ditenggang
keberadaan di dalam air.

21. Status miitu air adalah tingkat kondisi mutii air yang-J menunjiikkaii kondisi
cemar atau kondisi baik dalam siiatii sumber air dalam wakiu

tertentu dengan membandingkan dengan baku miitii air yang ditetapkan.
22. Pencemaran air adalah masiiknya atau dimasiikannya makhluk hidiip. zat

energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan makhluk. sehingga
kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menjebabkan air tidak dapat
berfiingsi sesiiai dengan peruntukannya.

23. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung
dalam air atau air limbah.

24. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampiian air pada suatu sumber
air. untuk menerima masiikkan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air
tersebiit inenjadi tercemar.

25. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/ atau kegiatan yang tenvujiid
cair.

26. Baku mutii air limbah adalah iikuran batas atau kadar unsur pencemar dan
atau jumlah unsur pencemar yang di tenggang keberadaannya dalam air
limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha



dan aiaii kegiatan.
27. Penianfaatan air timbali ke tanah imtnk aplikasi tanah adalah pembuangan air

limbali ke dalani tanali teriiiasuk lingkungan alami niaiipun llngkiingan binaan
ataii biiaiigan.

28. Pembitanizan air limbali ke air atau siimber air adalaii pembuangan air limbali
termasuk pembuangan sisa suatu usaha dan/ atau kegiaian yang berbenluk cair
ke-dalam "Suneai.Tawa.'mata air, akuif'er air tanah dalain serta sarana dan
prasarana Linium.

29. Pencemaran linakiingan hidiip adalah masuknya atau dimasukkannyn
makhliik hldiip. zat enerui atau koinponen lain ke dalam suatu lingungan
hidup oleh kegiatan maniisia sehingga kualitasnya turun sanipai ke tingkat

•  tertentu yang memsakan lingkungan hidup lidak dapat bertungsi sesuai
dengan peruntukannya.

30. Baku mutLi air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar yang
ditenusang keberadaannya dalam air limbali yang akan dibiiang atau diiepas
ke air atau siiniber air dari suatu iisalia dan/ atau kegiatan.

3].Teinpat pembuangan air limbah adalah tempai pembuangan air limbah ke
dalam tanah dan sungai yang dlsedkan Pcmerintah Daerah. setelah
mendapat iziii pembuangan air limbah daiTWalikota.

32. IPAL adalah insialasi Pengolahan Air Limbah.
33. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Peniantauan

Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukaii dalam pengelolaan
dan peniantauan lingkungan hidup oleh penanggimg jawab usaha dan atau
kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis mengenai dampak lingkungan
Hidup (AMDAL).

34. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yangdilakukan oleh
penanguuim jaivab dan/atau kegiatan atau uiituk nienilai tingkat ketaaiaii
terliadap persyaratan liiikum yang berlakii dan/atau kebijaksanaan dan standar
vang diietapican oleh penanggimg Jawab usaha dan/atau kegiatan yang
bersangkiitan.

BAB II

MAKSUl) DANTUJIJAN

Pasal 2

Maksud pengelolaan kualiias air dan pengendalian pencemaran air dilakukan
adalah iintuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai dengan perimtukannya
agar letap dalam koiidisi alamialinya. dan diselenggarakan secara lerpadu dengan
pendekatan ekosistem.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air agar:
1. Tersedianya air dalam jumlah yang aman. baik kuantiias maupun kualitasnya
2. Tercapainya kualitas air sesuai dengan peruntukannya
3. Terjaminnya kepentingan generasi saat in! generas! yang akan datang
4. Terkendalinya pemanfaatan air secara bijaksana



BAG III

I'ENGELOLAAN KUALITAS AIR PERMUKAAN DAN AIR TANAH
Banian Pei taina
Ail- Penmikaan

Pasal 4

(1) Pengeloiaan kiialitas air permiikaaii dilakiikan oleh Pemerintah Daerali
iintiik menjainin agar kualitas air periniikaan yang diinginkan sesuai dengan
peruniiikannya.

(2) Pihak ketiga dapal melaksanakan pengeloiaan kualitas air pernnikaan sesuai
dengan peraturan perundangaii yang bei laku.

(3) Air permiikaan sebagaiinana yang diniaksiid ayat (I) ineliputi; air sungai. air
danau, air waduk, dan air raua.

(4) Pengeloiaan kualitas air pernnikaan yang dilaksanakan piiiak ketiga harus
niendapat izin dari Kepala Daerali.

(5) Tata cara. prosedur perizinan pengeloiaan kualitas air pernnikaan diatiir lebili
lanjiit dengan Peraturan Walikoia.

Bagian Kedua Air Tanah
Pasal5

(1) Pengeloiaan air tanah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerali iiiituk nienjaniin
agar air tanah tetap dalani kondisi alaniiali.

(2) Pihak ketiga dapat melaksanakan pengeloiaan kualitas air tanah sesuai dengan .
peraturan penindangan yang berlaku.

(3) Pengeloiaan kualitas air tanah yang dilaksanakan pihak ketiga hams nieiidaptit
izin dari Kepala Daerali.

(4) Tata cara, prosedur perizinan pengeloiaan kualitas air tanah diatur lebili lanjiit
deiman Peraturan Walikcta

Bagian Ketiga
Pendayagiinaan Air

Pasal6

(1) Penieriniah .daerali berdasarkan kewenangannya nienyusun rencana
pendayagiinaan air

(2) Penyiisiinan reiicaiiii pendayagiinaan air sebagaiinana dimaksud dalam ayat
(I) wajib ineniperhatikaii nllai-nilai agania serta adat istiadai yang hidup
dalain masyarakal seteinpat. tiiiigsi ekologis dan llingsi ekonomis.

(3) Penetapan rencana pendayagiinaan air dilakukan melaliii I Keputusaii
Walikcta yang materi miiatannya meliputi:
a. Potensi pemaiifaatan airaiaii penggunaan air;
b. Pencadaiigan air berdasarkan ketersediaannya. baikkulitas inaupun

kuantitas dan;

c. Fiingsi ekologis.
Bagian Ketiga

Klasiflkasi dan Kriteria Mutu Air



Pasal 7

(1) Klasif ikasi mutii air ditempkan meiijadi 4 (empai) kelas;
a. Kelas satii. air yaiig peruntiikann\a dapat digunakan iintuk air baku air

miniim dan perunrukan lain \ang niempersyaratkan imitii air yang sania
dengan kegunaaii tersebut.

b. Kelas dua. air yang peruntukannya dapat digunakan unliik prasarana /
sarana rekreasi air. peinbiididayaan

c. ikan air lawar. peiernakan. air iintuk inengairi pertanaman dan
ataii periintukan lain yang mempersyaraikan imitu air \anu
saina dengan kegunaan tersebut.

d. Kelas tlga. air yang peniniukannya dapal digunakan iintuk
pembiididayaan ikan air tawar, peiernakan, air iintiik mengairi
peiianaman dan atau untiik peruntukan lain yang niempersyaratkan
imitu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

e. Kelas empat. air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi
penaiiamandan atau periiiuukan lain yang niempersyaratkan muru air
yaiig sama dengan kegunaan tersebut.

(2) Kriteria mtitii air dari setiap kelas air sebagalmana dimaksud dalam ayat (1)
adalali sebagaiinana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah itu.

Bagian Keempat
Baku Miitu Air. Pemantaiian Kiialitas Air dan Status Mutu Air

Pasal 8

Baku imitii air diletapkan sesuai dengan peraturan periindang-iindangan yang
berlaku.

Pasal 9

(1) Pemeriiitah Daeraii melakukaii pemantaiian kualiias air pada siimber air.
(2) Tata cara dan teknis pemantaiian sebagaiinana dimaksud dalam ayat (I) dialiir

leblh lanjut dengan Peraturan Waiikota

Pasal 10

(1) Status imitu air ditetapkan tintiik nienyaiakan:
a. Kondisi cemar. apabiia mutu air tidak niemeniilii baku imitii air.
b. Kondisi baik. apabiia mutti air niemeniilii baku mutu air.

(2) Dalam hal status niiitii air meiiunjukaii kondisi cemar niaka Pemerintali
Daerah hariis nielakiikan iipaya peiianggulangan pencemaran dan pemiilihan
kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaraii.

(3) Dalam hal status mutu air menunjiikan kondisi baik inaka Pemerintah Daerah
harus niempeilaliankan dan atau meningkatkan kualitas air,

BAB IV

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Pertama



Wewenaiig

Pasall l

Pemerintali Daerali berwenang melakiikan pengendalian pencemaran air pada
siiinber air yang berada di Kota Padang dengan cara:
a. Menetapkan daya tampung beban pencemaran

• b. Melakukan iiiventarisasi dan idemiUkasi siimber pencemaran
c. Menetapkan persyaratan air linibah iintiikaplikasi pada tanab
d. Menetapkan persyaratan pembiiangan air liinbah ke air atau siimber air
e. Memantau kiialltas air pada siimber air dan
f. Memantau faktor lain yang menyebabkan perubaban miiUi air

Bagian Kedua
Daya Tampung Beban Pencemaran

Pasal 12

(1)Dalam rangka pengendalian pencemaran Pemerintali Daerali menetapkan
daya tampung beban pencemaran inelalui Keputusan Walikota;

(2) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksiid ayat (1)
ditinjaii secara berkala sekiirang-kurangnya lima lahun sekali:

(3) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksiid ayat (1) digiinakan
untuk :

a. Pemberian izin lokasi

b. Pengelolaan air dan sumber air
c. Penetapan rencana dan taia ruang
d. Pemberian izin pembiiangan air limbali
e. Penetapan nuitu air sasaitin dan program kerja pengendalian

pencemaran air

Bagian Ketiga
Iiiventarisasi dan kientitlkasi Sumber Pencemaran

Pasal l3

(1) Pemerintali Daerali berwenang melakukan iiiventarisasi dan ideiitifikasi
sumber pencemaran.

(2) Hasil iveiitarisasi dan identillkasi sumber pencemaran menjadi dasar dalam
upaya pengendalian pencemaran air.

(3) Hasil iiiventarisasi dan idenliUkasi sebagaimana dimaksiid dalam aval (I)
dilaporkan secara berkala sekurang-kuraiigiiya I (satu) tahiin sekali kepacia
Menteri yang niembidangi Liiigkiingan Hidiip inelalui Giiberniir Siimatera
Barat.

Bagian Keempat
Peiiaiiggiilaiigan Dariirat

Pasal 14

(1) Setiap iisaha atau kegiataii wajib membuat rencana penanggiilaiigan
pencemaran air pada keadaan darurat dan atau keadaan tidak terdiiga lainnya.

(2) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksiid dalam ayat (1)



inaka penanggiing Jawab iisaha dan ataii kegiatan wajib nielakiikan
penanggitlangan dan penuiliban.

BABV

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagiau Pertama Hale

Pasal 15

(1) Setiap orang niempiinyai hak yang sama atas kualiias air yang balk
(2) Setiap orang mempunyai hak yang sama imtiik nienclapatkan intbrmasi

mengenai status iniitu air dan pengelolaan kiialitas air seria pengendalian
pencemaran air.

(3) Informasi mutu air dan pengolahan kualiias air serta pengendalian
pencemaran air sebagainiana dimaksitd ayat (2) Pasal ini. hams sesiiai dengan
liak dan peran sena mas\arakat yang diatur dalani peraturan periindang-
undaiiijan.

Bagian Kediia Kewajiban
Pasal 16

(1) Setiap orang wajib:
a. Memelihara dan melestarikan air pada siimber air sebagainiana diniaksud

Pasal3

b. Mengendalikan pencemaran air pada sumber air. dengan nielakiikan
pemeliharaan sarana dan prasarana .serta menjaga kerusakan lingkiingan

c. Memberikan intbrmasi yang benar dan akiirat dalani proses taliap
pereiicanaan. pelaksanaan. pengawasan dan evaliiasi pengelolaan kualiias
air dan pencemaran air.

d. Melaporkan kepada pejabat yang berwenang. dalam lial diduga atau
diketaiuii terjadinya pencemaran air.

(2) Peinerintali Daerali wajib meinberikan intbrmasi kepada masyarakat mengenai
pengelolaan kualiias air dan pengendaliaii pencemaran air

(3) Kewajiban yang dimaksud ayat (2) meriipakan prasyarat untuk terwujiidnya
peran serta masyarakat dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian
pencemaran air berdaya gima dan berliasll guna.

Pasal 17

(1) Setiap orang yang nienduga aiau mengetalnii teijadinya pencemaran air wajib
melaporkan kepada pejabat yang berwenang.

(2) (2) Pejabat yaiig berwenang yang nienerinia laporan sebagainiana
dimaksud dalam ayat (I) wajib inencaiat: a. Tanggal Pelaporaii b. VVaktu dan
Tenipat c. Peristiwa yang terjadi d. Sumber Penyebab e. Perkiraan Dampak

(3) Pejabat yang berwenang yang meneriina laporan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (I) dalam jangka waktii selambai-lainbalnya 3 (tiga) hari lerliitiing
sejak tanggal diterimanya laporan. wajib meneriiskan kepada Kepala Daerali.

(4) Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) segera melakukan verifikasi
untuk mengetaiiLii tentang kebenaran terjadinya pelanggaran teriiadap
pengelolaan kualitas air dan terjadinya pencemaran air.



(5) Jika vei'ifikasi sebagaimana dimaksiid ayat (4) nieiuiniukkan telah teijaditna
pelanggaran. maka Kepala Daerah wajib memerintahkan penanggung jawab
iisalia dan ataii kegiatan iiiitiik inenanggulangi pelanggaran dan atan
penceniaran air, selanibal-lambalnya dalam Jangka waktii tiga bulan.

PasallS

(1) Masyarakat nienipunyai keseinpatan yang sama-dan-seliias-inasnya untiik
berperan dalam pengelolaati kuaiitas air dan pencendalian penceinaran air

(2) Peiaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksiid dalam ayat (I), diiakukan
dengan cara:
a. Meningkatkan kemandirian. keberdayaan masyarakat dan kemitraan

masyarakat dengan pemerintah dalam pengeloiaan kuaiitas air dan
pengendalian pencemaran air.

b. Meningkatkan efektillias sesuai dengan peraii masyarakat
c. Melakukan peiigawasan sosial dalam peiaksanaan peran masyarakat iintuk

mengurangi dampak pengeloiaan air dan pengendalian pencemaran air
d. Memberi saran dan pendapat
e. Menyampaikan informasi dan/ atau menyainpaikan laporan
f. Membentiik lembaga penyediaan jasa penyelesaian sengketa Lingkimgan

Hidiip di luar pengadilan dengan persetiijuan Kepala Daerali

BAB VI

PERSYARATAN PEMANFAATaN DAN PEMBUANGAN AIR LIMB AM

Bagiaii Pcrtamii
Pcinanfaatan AirLimbah

Pasai 19

(1) Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah
iintuk aplikasi pada tanah wajib meiulapat izlii dari Kepala Daerah

(2)'Permohonan izin sebagaimana dimaksiid dalam aval (I) didasarkan pada
hasil kajian AMDAL atau kajian UKL dan UPL yang di dalamnya menuiat
hasil kajian mengenai pemanfaatan air limbah ke tanah iintuk aplikasi pada
tanah

(3) Ketentuan mengenai syarat. tata cara periziiian pemanfaatan air limbah ke
tanah ditetapkan melaliii Peraturan Walikota dengan memperhatikaii pedoman
yangditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20

(1) Hasil kajian sebagaimana dimaksiid dalam Pasal 18 ayat (2)imeliputi
sekurang-kurangnya:
a. Pengaruli terhadap pembudidayaaii ikan. hewan dan tanaman
b. Pengaruli terhadap kuaiitas tanah dan air tanah. dan
c. Pengaruh terhadap kesehataii masyarakat

(2) Jika berdasarkan hasi! evaliiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (I)
menunjiik bahwa pemanfaatan air limbah ke tanah iintuk aplikasi pada tanah
layak lingkimgan, maka Kepala Daerah menerbitkaii izin pemanfaatan air



limbah

(3) Penerbiian izin pemanfaatan air limbah sebagalmana dimaksiid dalam ayat
diierbltkan dalam jaiigka waktu selambai-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari
kerja terhitimg sejak taiiggal diterimaiiya permohoiian izin.

Pasal21

Penangmins jawab usaha dan/ ataii keglatan berkewajiban meinberikan informasi
yang benar'dan akiirat mengenal pelaksanaan kewajiban pengelolaan kiialilas air
dan pengendalian pencemaran air.

Bagian Kediia
PembLiansan Air Limbah ke Air ataii Siimber Air

Pasal 22

Setiap penanggLing jawab usaha dan/ atau kegiatan yang menibiiang air limbah ke
air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi teijadinya pencemaran
air.

Pasal 23

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang menibiiang air
limbah ke aii" atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang diterapkan
dalam Izin _ • ■ j i i

(2) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagalmana dimaksud dalam
ayat (1) wajib dicantumkan:
a. Kewajiban untiik mengolah limbahnya
b. Persyaratan mutu dan kualitas air limbah yang boleh dibuang ke media

lingkiingan
c. Persyaratan cara pembuangan air limbah
d. Persyaratan untiik mengadakan sarana dan prasarana dan prosediir

penanggulangan keadaan dariirai
e. Persyaratanuntuk melakukan pemantauanmutu dan debit air limbah
f. Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil peineriksaan Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian
pencemaran 1 air bagi usaha dan atau kegiatan melaksanakan Analisis
Lingkungan

g. Larangan iintiik melakukan pencemaran air limbah dalam iipaya penataan
balas kadar yang dipersyaratkan

h. Larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan
dadakan

i. Kewajiban melakukan swapantaii dan kewajiban melaporkan swapantau

(3) Dalam penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) bagi air
limbah yang mengandung radio aktif. kepala daerah wajib mendapat
rekomendasi tertiilis dari lembaga pemerintah yang bertanggimgjawab
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dibidaiig tenaga atom

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama Pemblnaan

Pasal 24

(1)Kepala Daerah inelakukan pemblnaan untiik ineniiigkatkan ketaatan
penanggLing javvab usaha dan/ atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air
dan pengendalian penceniaran air.

(2) Pemblnaan sebagalinana dimaksiid dalam ayat (I) melipiiti:
a. Pemberian penyiiiiihan mengenai peraturan perimdang-imdangan yang

berkaitan dengan pengelolaan lingkiingan liidup
b. Penerapan kebijakan insentif dan disinsentif
c. Penerapan kebijakan pemberian penghargaan

(3) Pemeiintah Daerali melakukan iipaya pengelolaan dan ataii pembinaan
pengelolaan air ilmbah rumah tangga.

(4) Upaya pengelolaan air iimbah riimah tangga sebagaimana dimaksiid ayat (3)
dapat dilakiikan oleh Pemerintah Daerah dengan membangun sarana dan
piasarana pengelolaan iimbah ruinah tangga terpadii.

(5) Pembangiinan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksiid dalam ayat (4)
dapat dilakiikan melalui keijasama dengan piliak ketiga sesiiai dengan
peraturan periindang-iindangan yang berlaku.

Pasal25

(1) Kepala Daerah dapat memberi insentif dan disinsentif serta penghargaan
terhadap iisalia dan/ataii kegiatan yang mempunyai kinerja dengan komitmen
yang linggi terhadap lingkiingan melipiiti:
a. Program niinimalisasi Iimbah
b. Peningkatan teknologi rainah lingkiingan
c. Program peduli terhadap lingkiingan usaha dan/ atau kegiatan

(2) Tata cara dan prosedur peiigiikuran kinerja usaha dan/ atau kegiatan akan
dlatiir leblh lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kediia Pengawasan
Pasal 26

(1) Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap penaatan persyaraian
yang tercantiim dalam izin sebagaimana dimaksiid dalam Pasal 22

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksiid ayat (1). dilakiikan oleh
pejabat pengawas lingkiingan daerah atau pejabat lain yang ditunjiik oleh
Kepala Daerah

Pasal 27

Dalam hal tertentii pejabat pengawas lingkiingan melakukan pengawasan terhadap



penaatan persyarataii yang dicantuinkan dalani iziii melakiikan usalia dan/ auiii
kesiatan

Pasal 28

(1)Dalam melaksanakan tiigasnya. pejabai pengawas lingkiingan sebagaiiiiana
diiiiaksnd dalani Pasal 26 aval (2) dan Pasal 27 berwenang ;

a. Melakukan pemantauan yang melipiiti pengamatan. peinotretan.
perekanian audio visual, dan pengukuran

b. Meniinta keterangan kepada masyarakai yaag-berkepentingan. karyawan
yang bersangkutan. konsulian. kontraktor. dan perangkat pemeriniali
setempat

c. Menibiiat salinan dari dokunien dan atau niembuai caiatan \ang
diperlukan. aniara lain dokumen perizinan. dokiiinen AMDAL. UKL.
UPL, data basil swapantaii. dokumen snrat keputiisan organisasi
periisabaan

d. Memasiiki tempat tertentu
e. Mengambil contoh dari air limbah yang diliasilkan. air limbah yang

dibuang. baban bakii dan bahan penolong
f. Memeriksa peralatan yang digunakan dalam'proses produksi, iitilitas dan

IPAL

g. Memeriksa instalasi, dan atari alat transportasi
h. Meminta keterangan dari pihak yang bertanggiing jawab atas iisahn dan

atau kegiatan

(2) Keweiiangan membuai catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Inniifc
melipiiti pembuataii denah. sketsa. gambar. peta, dan atau deskripsi yang
diperlukan dalam pelaksanaan tiigas pengawasan.

Pasal 29

Pejabat peiigawas dalani melaksanakan tugasnya wajib memperlihaikan
SLirat tLigas dan atau taiida pengenal.

BAB VIII SANKSI

. Bagiaii periama Sanksi Adniinistrasi
Pasal 30

(1) Setiap penaiiggungjawab usaha dan/ atau kegiatan yang melanggar ketentiian
Pasal 14 ayat (I) dan ayat (2). Pasal 19 ayat (I). Pasal 22. Pasal 23 ayat (I)
dan ayat (2), dikenakan sanksi adniinistrasi oleli Kepala Daerali.

(2) Sanksi adniinistrasi yang dikenakan sebagaimana dimaksud ayat (I) dapai
berupa:

a. Teguran tertulis
b. Penghentian sementara
c. Pencabutaii Izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan

Pasal 31

(I) Kepala Daerali karena keweiiangannya. nienerapkan paksaan penierintahaii
atau iiang paksa pada setiap usaha dan/atau kegiatan yang melanggar Pasal 14
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aval (1) dan ayat (2).
(2) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksiid aval (I) melipiiii:

a. Tindakan uiuuk niengakhiri terjadinya pelanggaran .
b. Menanggiilaiigi akibat yang ditimbiilkan pelanggaran
c. Melakukan tindakan penyelamatan penanggulangan dan atau
d. PemLilihan lingkungan atas beban biaya penanggulangan iisaha dan/ atau

kegiatan
(3) Dalam pelaksanaan uang paksa sebagaimana dimaksiid ayat (I) penerapan

besarnya uang paksa sesuai dengan bia) a peimilihan

Bagian Kedua Ganti Keriigian
Pasal 32

(1) Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang melakukan pencemaran pada siimber air
atau tanali, yang menimbiilkan keriigian pada orang lain atau lingkungan
hidup. mewajibkan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan iintiik
membayar ganti keriigian dan atau melakukan tindakan tertentii

(2) Besarnya ganti rug! yang dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/
atau kegiatan sebagaimana dimaksiid ayat (I) ditetapkan berdasarkan:
a. Hasil kesepakatan para pihak yang bersengketa melalui proses

penyelesaian sengkeia di liiar pengadilan; atau
b. Putiisan pengadilan yang berkekuaian tetap

(3) Selain pembebanan untiik melakukan tindakan tenentu sebagaimana yang
dimaksiid dalam ayat (l). Hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa
untiik setiap hari keterlanibatan penyelesaian tindakan tertentii

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

(1)Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung
Jawabnva di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup lingkungan Pemerintah
Daerah. diberi wewenang khiisus sebagai penyidik sebagaimana dimaksiid
dalam Undang-Undang Hiikum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksiid pada ayat I
benvenang:
a. Melakukan pemerlksaan atas kebenaran laporan atau kegiatan berkenaan

dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup
Melakukan pemerlksaan terhadap orang atau badan hukiim yang didiiga
melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup
Meminta keterangan dan balian bukti dari orang atau badan hukiim
sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup
Melakukan pemerlksaan atas pembukiian. catatan. dan dokumen lain
berkenaan dengan tidak pidana di bidang lingkungan hidup
Melakukan pemerlksaan tempat tertentii yang diduga terdapat bahan bukti.
pembukiian. catatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap
bahan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara

b.

c.

d.

e.
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tindak pidana lingkiingan hidiip:
f. Meiiiinia baiitiian alili daiam raneka pelaksanaan tiigas penyidik tiiidak

pidana di bidaiig lingkiingan liidup
(3) Penyidikan sebagaimana dimaksiid ayat (1) ineinbnat berita acaia dinnilainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntiit unuiin
nielaliil penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
kelentuan ..yang diatiir dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang
berlaku.

BABX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Barang siapa yang melanggar ketentiian Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 16 yang
mengakibatkan terjadi penceniaran air, diancani dengan pidana sebagaimana
dimaksiid dalam Pasal 41. Pasal 42, Pasal 43. Pasal 44. Pasal 45. Pasal 46. Pasal
47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkiingan
Hidup.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Baku iniitii air limbah nasional untukjenis iisaha dan/ ataii kegiatan terteniu yang
telah ada ditetapkan sebeliimnya. masili telap berlaku sampai dengan ditetapkan
baku imitu air limbah oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Pasal 36

(1) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan air liinbah iintiik aplikasi
pada tanah. maka dalam jangka waktii satii talnm sejak diiindangkannya
Peratiiran Daerali ini. wajlb memiliki Izin pemanfaatan air limbah untiik
aplikasi pada tanah dari Kepala Daerah

(2) Bagi usaha dan/ ataii kegiatan yang siidah beroperasi tap) beliiin memiliki izin
pembiiangan limbah cair ke air atau siimber air maka dalam waktu satii tahun
sejak diiindangkannya Peraturan Daerah ini. wajib memperoleh izin
peinbuangan air limbah ke air atau sumber air dari Kepala Daerah

(3) Untuk memeniilii persyaratan izin peinbuangan air limbah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), bagi usaha dan/atau kegiatan dalam penyelesaian
pembuatan (PAL sebagai berikut:
a. Usaha dan/atau kegiatan berskala kecil selambat-lambatnya 24 biilan
b. Usaha dan/atau kegiatan berskala menengah selambat-lambatnya 12 bulan
c. Usaha dan/atau kegiatan berskala besar selambat-lambatnya 6 bulan

BAB XII
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KETENTUAN LAlN-LAIN

Pasal 37

(1) Penetapan daya tampuiig beban penceinaran sebagaiiiiana diiiiaksiid Pasal 12
ayat (1) wajib ditetapkan selambat-laiiibatnya 3 (tiga) tahun sejak di
iindaiigkamiya Peratiiran Daerah ini.

(2) Dalam hal daya tampung beban pencemaran diinaksud dalam ayat (I) belum
dapat ditentulcaii. inaka baku miitu air limbab yang telah ada berdasarkan
Peratiiran Perundang-undangan yangberlakii dapat digunakan.

Pasal 38

Setiap iisaha dan ataii kegiataii yang nielakukan perpanjangan izin ataii izlii
pembiiangan linibah cair ke air dan sumber air maupiin aplikasi tanali. wajib
mengikuti baku inutii air sejak dltetapkannya daya, tampung beban pencemaran.

BABXMI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

(1) Hai-bal yang belum cukup diatur dalain Peratiiran Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjiit dengan Peratiiran VValikoui.

(2) Peratiiran Daerah ini niiilai berlakii pada tanggal diimdangkan. Agar setiap
orang mengetalniinya memerintahkan pengiindangan Peratiiran Daerah'ini
dengan peneinpatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditcrapkaii di :

Padniig
pad:) tanggal : I2.luni2006
VVALIKOTA PADANG

Dto

FAUZIBAHAR
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PENJELASAN

ATAS
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TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN

PENCEMARAN AIR

UMUM

Air meriipakan salah satii siiniber daya aiaiii yaiig memiiiki flrngsi sangai penting
bagi kelangsiingan liidup mamisia dan inakhluk htdup lainnya. UiUiik
inelestarikan tiingsi air perlu pemanlaatan air secara bijaksaiia dengan
ineniperliailkan kepeiitingan generasi sekarang dan mendatang serta perlu
dilakiikan peiigelolaan air dengan meinperbatikan keseimbangan ekologis.

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaiaii air diselenggarakan secara
terpadii dengan pendekaran ekosisteni yang dilakukan pada taliap perencanaan.
pelaksanaan. pengawasan dan evaliiasi. dengan deniikian kerusakan ekosistem
dapat diininiinalisasi sebingga fiingsi dan kualitas air dari bulu santpai ke bilir
sesiiai dengan peiuntukkan yang diinginkan.

Disamping dampak sosial biidaya. dampak negatif pencemaran air Jiiga
nienipiinyai nilai (biaya) ekonomis. Upaya peimiliban kondisi air yang terceniar
bagaimanapiin akan niemeriiikan biaya yang niungkin akan iebih besar bila
dibandingkan dengan kemampuan llnansial dari kegiatan yang inenyebabkan
pencemaran tersebut.

Biaya yang besar juga akan dibutiibkan untuk menanganl akibat dari pencemaran
airjika kondisi air yang tercemar tersebut lianya dibiarkan (tanpa pemiilihan).

Berdasarkan amanat pasal 5 aval (3) dan pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Noinor 82 Taluin 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air. pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian
pencemaran air yang berada di wilayah kabupaten/kota sudah merupakan
kewenangan kabupaten/kota yang bersangkiitan,

Untuk menindaklanjuti pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
yang berada di wilayah Kota Padang dalam bentuk pengaturan Peraturan Daerah
Kota Padang dengan maksiid dan tujuan agar pengelolaan air dilakukan secara
terpadu dengan pendekatan ekosistem yang dilakukan pada tahap perencanaan.
pelaksanaan, pengawasan dan evaluas! sehingga upaya pemanfaatan fungsi dari
hull! sampai ke liilirnya dapat terwujiid dan sesuai peruntukan pemanfaatan air.
Tujuan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di Kota Padang
adalah tersedianya air dalam Jiimlah yang cukup dalam jumlah (kuantitas).
tercapalnya kualitas air sesuai dengan periintukannya. terjatninnya kcpcntingan
generasi saat ini dan yang akan datang serta tercapainya pemanfaatan/penggunaan



air secara bijaksana.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Ciikup jelas
Pasal2

•Pengelolaan kuaiitas air dan pengendalian penceniaran air dllakiikan secara
terpadii dengan pendekatan ekosistein yang dilakukan pada tahap
perencanaan. pelaksanaan. pengawasan dan evaiuasi sehingga terwnjud
pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencematan air dari hiiki sainpai
ke liilirnva. Hal ini akan membuat hubiingan limbal balik antara niakhliik
hidiip dengan lingkimgan (ekosislein) terpelihara dengan baik sehingga
kualitas dan kiiantitas air terjaga sesuai dengan tungsi dan peruniiikan
penianfaaiannya.

Pasal 3

Ciikiip jelas

Pasal4

Ayat 1

Mengingat sifat air yang dinamis dan pada iimumnya berada dan/atau
nienaalir meiintasi batas wllayali administrasi penicrintahan. pengelolaan
kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada suniber air yang berada
di Kota Padang sesuai dengan kcwenangan yang ada sedangkan air yang
mellntas antara kabiipaten/kola dilaksanakan dengan koordinasi terpadii.
Rencana peiidayagiinaan air ineliputi penggiinaan imtiik pemanfaatan
sekarang dan masa yang akan datang. Rencana pendayagiinaan air
diperliilTan dalain rangka menetapkan baku niuiii air dan mutii air sasaran.
sehingga dapat diketahui arah program pengelolaan kualitas air.

Ayat 2

Sifat pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
yang selama ini otoritasnya berada di tangan peinerintah. pada saat ini
dapai diberikan kepada pihak ketiga yang maksudnya siiatu badan iisaha
yang melaksanakan pengelolaan kLialitas air dan pengendalian pencemaran
air yang mempiinyai akreditasi dan persyaratan sesuai dengan ketenluan
peratiiran perundang-imdangan yang berlaku.

Pasal 5

Ciikiip Jelas
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Pasal 6

Ayat I
Rencana pendayagunaaii air meliputi penggiinaan untiik
pemanfaatan sekarang dan masa yang akan datang. Rencana
pendayagunaan air diperlukan dalam rangka nienetapkan baku
mutu air dan inutu air sasaran, sehingga dapat dil<etahui arah progi'am
pengelolaan kualitas air.

Ayat 2
Air pada iiiigkungah masyarakat seteinpat dapat meinpiin\'ai tlingsi
dan nilai yang tinggi dari aspek sosial biidaya. Misalnya air untiik
keperluan ritual dan kultiiral.

Ayat 3
Pendayagunaan air adalali pemanfaatan air yang digiinakan sekarang
ini (existing uses) dan potensi air sebagai cadangan untiik pemanfaatan
di masa mendatang (fiiiin-e uses).

Pasal 7

Ayat 1
Pembagian kelas air ini didasarkan pada peringkat (gradasi)
peningkatan baiknya mutu air pada lingkungah masyarakat setempat
dapat mempiinyal fiingsi dan nilai yang tinggi darl aspek sosial budaya.
Misalnya air iintuk keperluan ritual dan kiiltiiral.

Pendayagunaan air adalah pemanfaatan air yang digiinakan sekarang ini
(e.xisting uses) dan potensi air sebagai cadangan untiik pemanfaatan dl
masa mendatang (future uses).

Pembagian kelas air Ini didasarkan pada peringkat (gradasi) peningkatan
baiknya mutu air. dan kenuingkinan kegunaannya. Tingkatan mutu air
kelas satii merupakan tingkatan yang terbaik. Secara relatif. tingkatan
mutu air kelas saiu lebili baik dari kelas dua dan selanjutnya.

Tingkatan mutu air dari setiap kelas air disusun berdasarkan kemuiigkinaii
kegunaannya bag! suatu periintukan air (designated beneficial water uses).

Air baku air minum adalali air yang dapat diolali menjadi air yang layak
sebagai air minum dengan pengolaban secara sederhana dengan cara
difiltrasi. desinfeksi dan dididlhkan.

Klasifikasi mutu air merupakan pendekatan untiik menetapkan kritena
mutu air dari tiap kelas, i'ang akan menjadi dasar iintiik penetapan baku
mutu air. Setiap kelas air mempersyaratkan mutu air yang dinllai masili



layak untuk dimanfaatkan bag! pei unlLikan terientu.

Peruntukkan lain yang dimaksiid misaliiya kegunaan air untuk proses
industri. kegiatan penambangan dan pembangkit tenaga listrik, asalkan
kegunaan tersebiit dapat menggunakan air dengan mutu air sebagaimana
kriteria mutu air dari kelas air dimaksud.

Ayat (2)
Cukiip jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal! 0

Cukup jelas

Pasal 1 1

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Pejabat yang berwenang yang dimaksud adalah Pejabat Pengau-as
Lingkiingan Hidup, Lurali, Camat dan Polisi.

Iiuruf f

Dalani hukiim lingkiingan hidup dikenal suatu lembaga penyedia jasa
penyelesalan sengketa lingkiingan hidup di luar pengadllan, keberadaan
lembaga Ini dapat dibentuk masyarakat maupim dibentuk peinerintah



daerali. dengan ketentuan memenuhi peisyaratan aiirran periindang-
uiidaiigaii yaiig berlaku.

Pembentukan kelembagaan ini dengan Kepntiisan Walikota. Tiigas dan
fungsinya dalam bentuk mediasi para pihak yang bersengkeia serta bentuk
kompensasi yang diberikan.

Bagi iisalia dan/atan kegiatan yang melakiikan pelanggaran disaniping
kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkiingan terlebih dahulii. bam
berkewajiban meiiiberikan kompensasi akibat kerusakan yang diakibatkari
pelanggaran yang diiakiikan.

Kasns yang diselesaikan kelembagaan ini Limumnya dalam benluk
kompensasi ganti rugi atan pengadaan sarana dan prasarana. sedangkan
kasiis pelanggaran keperdataan dan pidana penyelesaiannya tetap melalui
peradilan.

Pasal 19

Ayat(t)
Air limbah dari suatii iisalia dan/ataii kegiatan tertentii dapat
dimanfaatkan untnk mengairi areal pertanaman tertentu dengan
cara apiikasi air llinbah pada tanah (Land Application), nanuin
dapat beresiko terjadinya pencemaran terhadap tanah. air tanah,
dan ataii air.

Ayat (2)
Cukiip Jelas

Ayat (3)
Ciikiip Jelas

Ayat (2) Iniiufb
Conioh kebijakan insentif antara lain dapat beriipa pengenaan biaya
pembuangan air limbah lebih imirah dari tarU baku. mengurangl
frekuensi swapantaii dan pemberian penghargaan.

Contoh kebijakan disinsentlf antara Iain dapat berupa pengenaan blaya
pembuangan air limbah yang lebih malial dari tarif baku. inenambah
frekuensi swapantaii dan mengumiimkan kepada masyarakat riwayal
kinerja penaatannya.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
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Ayat (5)

Ciikupjelas

Pasal 25

Ciikup Jelas

Pasal 26

Ciikup Jelas

Pasal 27

Ciikiip Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Citkiip Jelas

Pasal 30

Ciikiip Jelas

Pasal

Ayat (I)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal33

Ciikupjelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 33

Ciikupjelas

Pasal36

Ciikupjelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jeias


